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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya otonomi desa pasca munculnya 
UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mengakibatkan desa diberi 
kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Setelah munculnya 
UU No. 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik, pemerintah desa 
diberikan beban yang besar untuk bisa memberikan pelayanan yang 
berkualitas, guna mendorong menciptakan pemerintahan yang baik (good 
governance). Salah satu prinsip good governance dalam pemerintahan 
desa adalah dengan mengimplementasikan asas transparansi, yang dalam 
konteks ini adalah tentang pengelolaan alokasi dana desa.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 
implementasi transparansi pelayanan publik pemerintah desa dalam 
pengeloaan alokasi dana desa dilaksanakankan. Penelitian ini dilakukan di 
Desa Sidoharjo dan Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten 
Nganjuk. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field 
Research), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 
Langkah-langkah yang dilakukan yaitu, pertama, pengumpulan data, yang 
terdiri dari (observasi, wawancara dan dokumentasi), langkah kedua yaitu 
tahap analisis data, yang menggunakan teknik deskriptif dengan membuat 
gambaran yang sistematis dan faktual terhadap fokus penelitian. 
Berdasarkan temuan dan analisis penelitian ini menunjukan bahwa 
implementasi transparansi pelayanan publik pemerintah Desa Sidoharjo 
dan Banjaranyar, baik bersifat secara langsung maupun tidak langsung 
yaitu: untuk pemerintah Desa Sidoharjo implementasi transparansi yang 
sudah dijalankan secara langsung adalah dengan melibatkan partisipasi 
masyarakat dalam perencanaan, dan pengawasan. Adapun secara tidak 
langsung yaitu dengan membuat dokumen laporan pertanggungjawaban 
ADD. Sedangkan untuk pemerintah Desa Banjaranyar implementasi 
transparansi pelayanan publik secara langsung yaitu dengan melibatkan 
partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan, pengawasan maupun 
pertanggungjawaban. Adapun untuk implementasi transparansi secara 
tidak langsung adalah dengan membuat papan pengumuman kebijakan 
anggaran ADD, membuat dokumen laporan pertanggungjawaban ADD, 
serta mengadakan agenda rapat 1/2 bulan sekali dengan beberapa unsur 
masyarakat, guna untuk meminta evaluasi kepada masyarakat.  
Berkaitan dengan tinjauan Siyăsah Al-Dustûriyyah, hubungan 
pemerintah desa dengan Siyăsah Al-Dustûriyyah Al-Idăriyyah yaitu 
kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Pemerintah desa dalam 
melaksanakan kekuasaanya harus sesuai yang telah diperintahkan dalam 
al-Qur’an dan al-Hadist (syara’). Diantaranya yaitu prinsip kejujuran, 
keterbukaan, dan keadilan. Hal tersebut guna untuk menarik kemaslahatan 
dan menolak kerusakan yang dalam konteks ini adalah ADD. Sesuai 
dengan tujuan dibuatnya aturan/undang-undang yaitu kemaslahatan). 
 
Kata Kunci: Transparansi, Pelayanan Publik dan Alokasi Dana desa. 
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A. Latar Belakang 
Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. 
Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia (UUD 1945). Dengan konsep negara kesatuan, semua daerah yang 
ada di wilayah Indonesia berada dalam satu kesatuan atau yang dikenal dengan 
pemerintah nasional. Hal tersebut juga di jelaskan dalam UUD 1945  pasal 18 
ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 
atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, 
yang tiap-tiap provinsi kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, 
yang diatur dengan undang-undang”.1 
Berdasarkan isi dari UUD 1945  pasal 18 ayat (1) bahwa dalam 
menjalankan pemerintahan, setiap daerah memiliki kewenangan. Sebagaimana 
terkandung dalam pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945  menjelaskan bahwa 
pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 
mengurus  sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dan pemerintah daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya.2 
 Kewenangan pemerintahan daerah yang di amanatkan dalam UUD 
1945 kemudian di tuangkan dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan 
                                                          
1 Sekretaris Jendral MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 
(Jakarta: Sekretaris Jendral, 2015), 131. 
2 Sekretaris Jendral MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 
(Jakarta: Sekretaris Jendral, 2015), 132. 

































daerah.3Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur 
dalam undang-undang yang sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (7) UUD 
1945. Dengan adanya UU tentang pemerintahan daerah tersebut maka setiap 
pemerintahan daerah memiliki otonomi atau kewenangan dalam mengatur dan 
mengurus daerahnya sendiri. Tujuan dari otonomi daerah tidak lain adalah 
untuk menciptakan suatu sistem pembagian kekuasaan antar daerah yang mapan 
dimana pemerintah pusat dapat meningkatkan kapasitas, memperoleh dukungan 
masyarakat, dan mengawasi pembagian sumber daya secara adil. Diantara 
filosofi dari otonomi daerah yaitu untuk memaksimalkan pelayanan kepada 
publik. Oleh karenanya pelayanan publik (publik services) merupakan suatu hal 
yang utama dari otonomi daerah.4 
Pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahanya dengan 
melakukan kerjasama dengan pemerintah yang ada dibawahnya, yaitu 
pemerintah desa. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 
pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut juga dengan nama lain 
dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan 
desa.5 Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia mengartikan bahwa 
pemerintah desa sebagai pemerintah terendah yang langsung dibawah kepala 
                                                          
3 Ammiruddin, DKK, “Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Desa Di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timir”, Otorotas, Vol II No. 
1, April 2012,18. 
4 Abdul Chalik dan Muttaqin Habibullah, Pelayanan Publik Tingkat Desa (Perubahan 
dan Pengalaman Program The Sunan Giri Award), (Yogyakarta: Interpena bekerjasama dengan 
SAGAF, 2015), 9. 
5 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa dalam 
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf , (20 September 2017)  

































desa atau lurah yang menyeleggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan 
terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa.6 
Keberadaan desa secara jelas terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah juga menyebutkan tentang 
keberadaan desa. Sebagaimana dijelaskan bahwa Negara Republik Indonesia 
dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. 
Selanjutnya daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi 
atas kelurahan/desa. Dalam pasal 371 ayat (1) juga menegaskan bahwa: 
1. Dalam daerah kabupaten /kota dapat dibentuk desa 
2. Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan mengenai desa.7 
Berdasarkan penjelasan tersebut  jelas bahwa pemerintah desa memiliki 
kewenangan untuk mengatur pemerintahanya sendiri. Terlebih setiap desa 
sekarang sudah memiliki alokasi dana desa masing-masing. Untuk itu harus ada 
pertanggungjawaban dari pemerintah desa. Dalam hal ini yang lebih 
bertanggung jawab adalah kepala desa. Kepala desa pada dasarnya bertanggung 
jawab kepada rakyat desa yang dalam tata caradan prosedur 
pertanggungjawabanya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. 
Selain kepala desa, yang bertanggung jawab pada pemerintahan desa adalah 
Badan Permusyawaratan Desa. 
                                                          
6 Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indoesia Pusat Bahasa, 
(Jakarta: Gramadia Pustaka Utama), 1057. 
7 Pasal 371 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 
Daerahhttp://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_uplod/UU_23_2
014.pdf, (29 September 2017) 

































Kepala desa bersama BPD wajib memberikan laporan 
pertanggungjawabanya kepada rakyat, dengan menyampaikan informasi pokok-
pokok pertanggugjawabanya. Namun tetap harus memberi peluang kepada 
masyarakat melalui Badan Permusyawatan Desa untuk menanyakan dan/atau 
meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan 
pertanggungjawaban dimaksud.8Pemerintah desa diharapkan bisa mengurus 
pemerintahanya sendiri sesuai dengan kewenanganya yang dalam hal ini 
pengelolaan keuangan desa. 
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di 
nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang 
dapat dijadikan milik desa. Sedangkan untuk sumber pendapatan desa sendiri 
terdiri atas, pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan restribusi daerah 
Kabupaten/Kota, Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dari daerah 
yang diterima oleh Kabupaten/Kota, bantuan dari pemerintah, pemerintah 
provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Hibah dari sumbangan pihak 
ketiga. 
Agar dalam pengelolaan keuangan desa  bisa lebih baik maka di atur dan 
ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan.9Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti 
pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintah desa, 
keuangan desa, pembangunan desa dan lain sebagainya dilakukan oleh 
                                                          
8 Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia..., 278. 
9 Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Buana Ilmu, 
2007), 504. 

































Kabupaten dan Kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah mengacu pada 
pedoman yang ditetapkan pemerintah.10 
Sedangkan pemerintah desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur 
pemerintahanya sendiri sesuai dengan pasal 371  ayat (2) Undang-Undang No. 
23 Tahun 2014 harus memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahanya 
terutama dalam hal pelayanan publik. Terlebih pemerintah desa sekarang sudah 
memiliki alokasi dana desa masing-masing. Untuk itu harus ada 
pertanggungjawaban dari pemerintah desa yang daam hal ini kepala desa untuk 
memberikan laporan pertanggungjawaban kepada rakyat dengan menyampaikan 
informasi pokok-pokok pertanggungjawaban. Penyampaian informasi kepada 
publik tersebut sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah desa kepada rakyat. 
Hal tersebut juga sesuai dengan yang telah diamanatkan pasal 1 ayat (9), bahwa 
pemerintah desa sebagai penyelenggara negara harus memberikan sistem 
informasi pelayanan publik yang dalam hal ini adalah tentang pengelolaan 
alokasi dana desa. 11 
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah desa harus 
berasaskan transparansi, yang hal tersebut dijelaskan dalam pasal 4 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pada pasal tersebut di 
sebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik, yakni pemerintah desaharus 
sesuai dengan asas-asas sebagai berikut, yaitu kepentingan umum, kepastian 
hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keproporsionalan, 
                                                          
10 Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia..., 279. 
11 Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
dalam http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-
Publik.pdf, (29 September 2017) 

































partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, 
fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan 
kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.12 
Dengan adanya UU tentang pelayanan publik ini diharapkan 
terwujudnya batasan dan  hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban dan 
kewenangan  seluruh yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. 
Selain itu UU pelayanan publik dimaksudkan untuk terciptanya 
penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan serta terciptanya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 
Munculnya UU pelayanan publik tersebut juga diharapkan bisa 
mengatur kinerja pelayanan publik di Indonesia, khususnya pemerintah desa. 
Namun masih banyak terdapat masalah dalam birokrasi, yaitu kurangnya 
transparansi pelayanan publik. Dari beberapa studi menunjukan bahwa Salah 
satu permasalahan yang mengakibatkan buruknya pelayanan publik adalah 
pelayanan publik yang berbelit-belit dan tidak transparan. Salah satu hal yang 
harus segera diwujudkan untuk meningkatkan keberhasilan otonomi desa dan 
memenangkan persaingan di era golobalisasi adalah dengan menerapkan 
transparansi atau keterbukaan dalam pelayanan publik.13 
                                                          
12 Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam 
http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-PelayananPublik.pdf, 
(29 September 2017) 
13 Dedek Kusnadi, “Menggagas Birokrasi Yang Transparan Dalam Pelayanan Publik”. 
Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2011), 132. 

































Implementasi transparansi pelayanan publik oleh pemerintah desa dalam 
pengelolaan keuangan desa secara tidak langsung juga menerapkan tata 
kelolaan pemerintahan yang baik (good governance). Penerapan ini salah satu 
tujuannya adalah untuk menghindari praktek KKN. Selain itu penerapan good 
governance menjadi faktor pendorong terwujudnya political governance yang 
menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses 
perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan 
birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan 
efesien untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat.14 
Asas transparansi dalam good governance tersebut juga senada dengan 
asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). AAUPB merupakan nilai-
nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi 
negara.15AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar 
dan tatacara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan cara 
demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil dan 
terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan, tindakan 
penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.16 
AAUB lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan 
sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. 
AAUB lahir sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan hak-hak 
individu. AAUPB berfungsi sebagai pedoman atau penuntun bagi pejabat 
                                                          
14 Wirinda Sari, “Studi Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik 
Di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”, Ilmu Administrasi Negara, 
Vol. 3, No. 4, 2015, 928. 
15 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),  235. 
16 Ibid.,  234. 

































administrasi negara dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang baik (good 
governance)17. Good governance adalah praktik penyelenggaraan kekuasaan 
dan  kewenangan oleh pemerintahan secara umum  dan pembangunan ekonomi 
secara khususnya. Dalam good governance ada empat unsur utama, yaitu 
akuntabilitas (accountability), kerangka hukum (rule of law), transparansi 
(transparency) dan keterbukaan (openness)18 
Sedangkan asas transparansi atau keterbukaan penyelenggaraan 
pelayanan publik dalam hal ini pemerintahan desa tidak secara khusus 
dijelaskan dalam Islam(al-Qur’an), karena al-Qur’an bukan kitab undang-
undang yang mengatur secara detail tentang asas penyelenggaraan 
pemerintahan, baik pusat maupun pemerintah daerah, yang mana hal tersebut 
telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.  
Dalam perspektif Siyāsah (ketatanegaraan dalam Islam), asas –asas 
pemerintahan yang baik (AAUPB) selain diperoleh dari hasil penelitian, 
putusan hakim dan lain sebagainya, AAUPB juga dapat digali pula dari sumber 
utama Siyāsah, yaitu al-Qur’an dan al- Hadist. Hal tersebut antara lain  asas 
amanah, asas tanggung jawab (al-mas-ūliyyah), asas maslahah (al-maslahah), 
dan asas pengawasan (al-muhāsabah). Pengawasan (al-muhasabah) tersebut  
terdiri dari pengawasan transcendental (al-muhāsabah al-illahiyyah), 
pengawasan oleh pribadi (al-muhāsabah al- shakhṣiyyah) dan pengawasan yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan (al-muhāsabah al-qomariyyah).  
                                                          
17 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum 
Pemerintahan Yang Baik, (Jakarta: Erlangga, 2010), 151. 
18 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam 
Perspektif Fiqh Siyasah, (Jakarta: Sinar Grafika), 241. 

































Di Indonesia dikenal adanya pengawasan melekat, pengawasan internal, 
pengawasan eksternal dan fungsional. Dalam menjalankan tugas yang baik, 
pengawasan menjadi hal yang penting dalam menjalankan tugas, ucapan dan 
perilaku para pejabat dan aparatur negara.19AAUPB pada umumnya digunakan 
oleh para aparatur penyelenggaraan kekuasaan negara dalam merumuskan 
kebijakan publik dan digunakan untuk pengambilan keputusan pada khususnya. 
Suyuti pulungan menyebutkan dasar dari al-Qur’an yang dijadikan prinsip 
umum pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin untuk mewujudkan 
kemaslahatan warga negara dalam al-siyāsah20, antaranya yaitu: 
1. Prinsip Keadilan  
Prinsip keadilan antar sesama adalah semua rakyat mempunyai 
persamaan hak di depan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh 
mereka semuanya, sebagaimana diterangkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ 
ayat 58: 
 َح َاِذإَو اَهِلَْهأ َىِلإ ِتَاناَملأا اوُّدَُؤت َْنأ ْمُكُرُْمَأي َ َّاللَّ َِّنإ اوُمُكَْحت َْنأ ِساَّنلا َنَْيب ُْمتْمَك
اًريَِصب ًاعيِمَس َناَك َ َّاللَّ َِّنإ ِِهب ْمُكُظَِعي ا َّمِِعن َ َّاللَّ َِّنإ ِْلَدعْلِاب 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 




                                                          
19 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara..., 242. 
20 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam 
Sejak Muhamad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 124. 
21 al- Qur’an, 4: 58. 

































2. Prinsip Musyawarah 
Prinsip musyawarah untuk penyelenggara negara merupakan tolak ukur 
dari dilaksanakanya sikap saling menghargai pendapat dan menghindari 
sikap mengklaim kebenaran sendiri. Hal tersebut sesuai dengan al-Qur’an 
surat asy-Syura ayat 38. 
 َةلاَّصلا اوُماََقأَو ْمِهِِّبَرِل اُوباََجتْسا َنيِذَّلاَو ُْمهَانْقَزَر ا َّمِمَو ْمَُهنْيَب ىَروُش ْمُهُرَْمأَو
 َنُوقِفُْني 
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 
dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari 
rezeki yang kami berikan kepada mereka.22 
 
3. Prinsip Tertib Administrasi Ekonomi 
Prinsip tertib administrasi ekonomi bagi penyelenggara negara 
merupakan acuan agar harta benda milik negara harus digunakan 
kepentingan-kepentingan yang lebih luas, dan menghindarkan untuk 
kepentingan individu seorang. Sebagaimana diterangkan dalam al-Qur’an 
surat an-Nisa’ ayat 36-37. 
 ِلُْخبْلِاب َساَّنلا َنوُرُْمَأيَو َنُولَخَْبي َنيِذَّلاًروَُخف لاَاتْخُم َناَك ْنَم ُّبُِحي لا َ َّاللَّ َِّنإ
 ْنِم ُ َّاللَّ ُمُهَاتآاَم َنوُُمتَْكيَو ًانيِهُم ًابَاذَع َنيِِرفاَكْلِل َانَْدتَْعأَو ِهِلَْضف  
“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 
membangga-banggakan diri, (yaitu) orang-orang yang kikir, dan 
menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia 
Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan kami telah 
menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan”.23 
 
                                                          
22 al-Qur’an, 42: 38. 
23 Ibid., 37. 

































Dalam nomokrasi Islam, Imamah atau kepala Negara merupakan 
pondasi yang menegakan pinsip dan nilai agama, serta mengatur kepentingan 
yang bersifat umum, sehingga urusan rakyat berjalan dengan normal dan 
lancar.24 Karena kepala negara bukanlah sosok untouch able man (orang yang 
tak tersentuh hukum). Kepala negara atau pejabat negara hanyalah orang yang 
“didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting”, sehingga segala tindak-
tanduknya dapat dikontrol oleh masyarakat. 
Contoh nomokrasi dalam Islam ini diperlihatkan dengan tegas oleh Abu 
Bakar dan Umar. Dalam pidato pengukuhanya sebagai khalifah, Abu Bakar 
menyatakan bahwa dirinya menerima kritik dan saran dalam menjalankan 
pemeritahan. Ia menuntut ketaatan kepada rakyat selama berjalan di garis yang 
benar. Sebaiknya bila iamenyimpang, rakyat jangan mengikutinya dan harus 
memperbaikinya. Sementara Umar pernah “disodori” pedang oleh warganya 
sebagai peringatan agar ia menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar. 25 
Pemerintah dalam hal ini pemerintahan desa telah diberi kewenangan 
yang seluas-luasnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan 
pasal 371 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 
Dengan kewenangan yang begitu besar menjadikan pemerintah desa menerima 
beban dan tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kesejahtraan desa. 
Dengan beban dan tanggung jawab yang begitu besar, pemerintah desa 
diharapkan menjalankan penyelenggaraan pelayanan publik dan mengatur 
pemerintahan sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang 
                                                          
24 Imam Mawardi, Al-Ahkām As-Sulthāniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan 
Negara Dalam Syariat Islam, (Jakarta: Darul Falah, 2006), xxxviii. 
25Muhamad Iqbal, Fiqh Siyāsah, (Jakarta: Kencana, 2004), 237. 

































telah disebutkan dalam pasal 4  UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 
publik sebagai pedoman dan praktik pelayanan publik pemerintahan desa. 
Selain asas dalam hukum positif tersebut, juga harus dipraktikan asas atau 
nilai-nilai penyelenggaraan pemerintah desa dalam pandangan Islam, yakni 
dalam tinjaun siyāsah al-dustūriyyah al-idāriyyah yang mencakup nilai atau 
prinsip penyelenggaraan pemerintah desa dalam pandangan al-Qur’an dan al-
Hadist serta contoh praktik kepemimpinan yang dilakukan oleh Nabi dan para 
sahabat. 
Atas dasar paparan latar belakangdiatas tersebut, penulis tertarik untuk 
membahas penelitian ini dan ingin meneliti lebih lanjut tentang implementasi 
transparansi penyelenggaraan pelayaan publik pemerintah desa dalam alokasi 
dana desa dan ingin melakukan tinjauan terhadap transparansi pelayanan publik 
penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pandangan Siyāsahal-dustūriyyah 
al-Idāriyyah. Dengan berbijak dari latar belakang diatas, maka peneliti 
memberikan judul terhadap penelitian ini dengan judul, yaitu: KajianTentang 
UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Implementasinya 
Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Di Desa Sidoharjo Dan 
Desa Banjaranyar- Kecamatan Tanjunganom-Kabupaten Nganjuk). 
 
  

































B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Bermula dari latar belakang diatas tersebut, agar penelitian ini lebih 
fokus, dan dapat dilaksanakan secara sistematis, maka peneliti akan 
mengidentifikasi permasalahan tersebut sebagai berikut: 
1. Mengkaji tentang alasan munculnya UU No. 25 Tahun 2009 tentang 
transparansi pelayanan publik 
2. Konsep transparansi pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 
3. Implementasi transparansi pelayanan publik tentang pengelolaan alokasi  
dana desa di Desa Sidoharjo dan Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom 
Kabupaten Nganjuk 
4. Kreativitas dan Inovasi bentuk transparansi pelayanan publik pemerintah 
desa menurut UU No.25 Tahun 2009  
5. Tinjauan Siyāsah al-dustūriyyah al- idāriyyah terhadap transparansi 
pelayanan publik pemerintah desa menurut UU No. 25 Tahun 2009  
Dari hasil identifikasi masalah diatas, agar penelitian ini tidak 
menimbulkan penafsiran yang terlalu melebar, maka peneliti memberikan 
batasan-batasan dari permasalahan tersebut. Berikut adalah beberapa batasan 
masalahnya: 
1. Alasan munculnya UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik  
2.  Konsep transparansi pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 dan 
implementasinya pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di 
Desa Sidoharjo dan Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten 
Nganjuk 

































3. Tinjauan siyāsah al-dustūriyyah terhadap transparansi pelayanan publik 
penyelenggaraan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, 
mulai dari prinsip-prinsip atau nilai-nilai penyelenggaraan pemerintahan 
yang ada dalam Islam, asas-asas umum yang baik dalam siyāsah al-
dustūriyyah dan praktiknya di pemerintahan Islam( nomokrasi Islam). 
C. Rumusan Masalah 
Sesuai dengan identifikasi dan batasan masalah diatas, permasalahan 
yang akan dibahas dalam tesis ini antara lain ialah: 
1. Apa alasan-alasan munculnya UU No. 25 Tahun 2009 tentang transparansi 
pelayanan publik? 
2. Bagaimana konsep transparansi pelayanan publik menurut UU No. 25 
Tahun 2009 dan implementasinya dalam pengelolaan alokasi dana desa di 
Desa Sidoharjo dan Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten 
Nganjuk? 
3. Bagaimana tinjauan Siyāsah al-dustūriyyah al-idāriyyah terhadap 
transparansi pelayanan publik pemerintah desa dalam alokasi dana desa 
menurut UU No. 25 Tahun 2009? 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai penulis pada penulisan tesis dalam 
penelitian ini diantaranya adalah: 
1. Untuk mengetahui alasan munculnya UU No. 25 Tahun 2009 tentang 
pelayanan publik. 

































2. Untuk mengetahui konsep dan implementasi transparansi pelayanan publik 
pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sidoharjo dan 
Banjaranyar Kecamatan Tanjungaanom-Kabupaten Nganjuk. 
3. Untuk Mengetahui tinjauan Siyāsah al-dustūriyyah al-idāriyyah terhadap 
transparansi pelayanan publik pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi 
dana desa menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 
E. Kegunaan Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 
maupun praktis sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, 
terutama dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi 
Negara, khususnya dalam hal transparansi pelayanan publik pemerintah 
desa dalam Pengelolaan alokasi dana desa serta hasil dari penelitian ini 
diharapkan dapat digunakan untuk menguji serta mengembangkan teori 
good governance, transparansi, pelayanan publik dan konsep Siyăsah al-
dustūriyah al-idāriyyah dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama 
pemerintahan desa. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada: 
a. Pemerintah 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada 
pemerintah, baik pemerintah desa, pemerintah daerah baik Kota maupun 

































Provinsi dan pemerintah pusat agar lebih transparan dalam 
menyelenggarakan pelayanan publik, terutama dalam penyelenggaran 
pemerintahan, dan yang paling penting kepada pemerintah desa agar 
lebih transparansi dalam pelayanan publik yang berkaitan tentang 
pengelolaan alokasi dana desa, karena pemerintah desa merupakan 
pemerintahan yang paling rendah yang jauh dari pengawasan. 
b. Masyarakat 
Untuk masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dan berpartisipasi 
dalam mengawasi pengelolaan alokasi dana desa. Agar pembangunan 
dan kesejahtraan masyarakat desa cepat tercapai. 
c. Akademik 
Agar penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian pengembangan 
keilmuan, terutama asas-asas penyelenggaraan pelayaan publik, 
khususnya asas transparansi pelayanan publik penyelenggaraan 
pemerintahan serta tentang konsep tata kelola pemerintahan, yang dalam 
hal ini lingkup pemerintahan desa. 
F. Penelitian Terdahulu 
Setelah peneliti mengadakan pengamatan, ternyata terdapat kajian yang 
berhubungan dengan tema peneliti, antara lain: 
1. Tesis dari Amin Rahmanurrasiid pada tahun 2008 Pasca Sarjana Universitas 
Diponegoro Semarang dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Dalam 
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan 
Yang Baik Di Daerah”. Hasil penelitian ini adalah terdapat 3 bentuk 

































pertanggungjawaban pemerintah kebumen, yaitu laporan penyelenggaraan 
pemerintah daerah kepada pusat, laporan pertanggunjawaban kepada DPRD, 
dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada 
masyarakat. Sedangkan implementasi akuntabilitas dan transparansi 
pertanggungjawaban daerah lebih cendrung bersifat progress report dan 
untuk mewujudkan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah 
daerah kebumen dengan cara disampaikan melalui beberapa media.26 
2. Tesis dari Ijmaliyah pada tahun 2015, Pasca Sarjana Universitas Islam 
Negeri  Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Kewenangan Kepala Desa 
Terhadap Pengelolaan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan 
desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014”. Hasil dari penelitian ini 
yaitu tentang kewenangan kepala desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, 
yang mana kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
desa. Dari konsekuensi dari kewenangan tersebut kepala desa harus 
bertanggung jawab terhadap masyarakat desa, karena prinsipnya tidak ada 
pertanggungjwaban tanpa kewenangan. Bentuk pertanggungjawaban kepala 
desa meliputi sebagai berikut yaitu: Perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, Serta pengawasan/pengontrolan dan 
pertanggungjawaban oleh kepala desa dalam pengelolaan anggaran alokasi 
dana desa. 27 
                                                          
26 Amin Rahmanurrasiid, “ Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban 
Pemeritah Derah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah” (Tesis—Universitas 
Diponegoro, (Semarang, 2008), 128-133. 
27 Ijmaliyah, “ Kewenangan Desa Terhadap  Pengelolaan Keuangan Desa Dalam 
Penyelenggaran Pemerintah Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014” (Tesis—UIN Sunan Ampel, 
Surabaya, 2015), v 

































3. Jurnal dari Risya Usmani dan Idang Nurodin, Universitas Muhamadiyah 
Sukabumi. 2017. Dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas 
Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” Hasil dari penelitian ini yaitu 
pengaruh transparansi dan akuntabilitas 63, 68% terhadap pengelolaan 
alokasi dana desa dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yakni 
berjumlah 36, 32%. Hal tersebut menunjukan bahwa transparansi dan 
akuntabilitas sangat berpengaruh terhadap pengelolaanalokasi dana desa.28 
4. Jurnal dari Rismawan Joko Handoko. 2014. Dengan Judul”Penerapan Good 
Governance Dalam Pelayanan Publik dikantor Camat Sangatta Utara 
Kabupaten Kutai Timur". Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan good 
governance dalam pelayanan publik di kantor Camat Sangatta Utara 
Kabupaten Kutai Timur sudah terlaksana dengan baik, hal tersebut terlihat 
dengan beberapa indicator, yaitu dengan terlaksanakanya prinsip-prinsip 
good governance dalam pelayanan publik pada masyarakat, seperti 
akuntabilitas, efesiensi dan sebagainya. Terbukti dengan pelayanan publik 
yang sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, seperti mengurusi 
surat pindah dan KK bisa diselesaikan dengan waktu sehari jam kerja 
dengan tanpa biaya.29 
5. Jurnal dari Ayu Amrina Rasyada, Universitas Mulawarman, 2016. Dengan 
judul ”Analisis Penerapan Prinsip Good governance dalam Rangka 
Pelayanan Publik di Badan Pelayanan perizinan Terpada Satu Pintu di Kota 
                                                          
28 Risya Umamii dan Edang Nurodin, “ Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Dalam 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa”, Ilmiah Ilmu Ekonomi, Vol. 6, No. 11, Tahun 2017, 78. 
29 Rismawan Joko Handoko, “ Penerapan Good governance Dalam Pelayanan Publik di 
Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur”, Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 4, (2014), 
3371-3372. 

































Samarinda”. Hasil peneltian ini yaitu bahwa badan pelayanan perizinan 
terpadu satu pintu Kota Samarinda sudah menerapkan prinsip good 
governance, ini terlihat dari pelaksanaan dari pelayanan publik sudah 
mempraktikan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, 
akuntabilitas, partisipasi dan lain sebagainya.30 
6. Jurnal dari Neneng Siti Maryam, Politektik Kridatama Bandung, 2016. 
Dengan Judul ”Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik”. 
Hasil penelitian ini yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang baik good 
governance pada dasarnya menuntut keterlibatan semua pemangku 
kepentingan, baik dari birokrasi maupun masyarakat dengan memberikan 
pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta terselenggaranya 
pemerintahan yang baik memberikan indikasi membaiknya kinerja 
management pemerintahan dan perubahan yang lebih baik terhadap mental 
maupun prilaku aparat pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan 
publik.31 
7. Jurnal dari Tyas Dian Anggraini. 2014.“ Creating Good Publik Service 
Sistem : Bureaucrary in Reform Strategy Suppression  Of  Coruption”. Hasil 
penelitian ini yaitu agar terciptanya sistem pelayanan publik yang baik 
untuk mencegah birokrasi melakukan korupsi serta mengembalikan 
kepercayaan publik, maka harus dengan cara melakukan reformasi birokrasi 
dengan memasukan  metode revolusi mental ke dalam program dan 
                                                          
30 Ayu Amrina Rasyada, “Analisis Penerapan Prinsip Good governance dalam Rangka 
Pelayanan Publik di Badan Pelayanan perizinan Terpada Satu Pintu di Kota Samarinda”, Ilmu 
Pemerintahan, Vol. 4, No. 1, Tahun 2016, 107-108. 
31 Neneng Siti Maryam, “Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik”, 
Ilmu Politik Dan Komunikasi, Vol. VI, No. 1, (Juni, 2016), 15. 

































kebijakan pemerintah, serta memasukan reformasi birokrasi yang benar-
benar menjadi ideology dalam membentuk kebijakan dan program 
pemerintah.32 
Dengan beberapa paparan judul tesis dan jurnal di atas, belum ada  
judul tesis maupun jurnal dan karya ilmiah satu pun yang pernah menulis 
judul yang sama dengan judul penulis, yaitu tentang judul ”Kajian Tentang 
UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Implementasinya 
Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Di Desa Sidoharjo Dan 
Desa Banjaranyar- Kecamatan Tanjunganom-Kabupaten Nganjuk). 
 
G. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan(Field Research), 
secara garis besar untuk penelitian lapangan biasanya berisi tentang teknik 
penarikan sampel dan pengumpulan data.33Penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian 
untuk mengambarkan atau mengamati permasalahan secara sistematis dan 
akurat mengenai fakta dan sifat tertentu.34 Penelitian kualitatif adalah 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan yang di cermati oleh peneliti, dan benda-benda yang di 
                                                          
32 Tyas Dian Anggraini, “Creating Good Publik Service Sistem : Bureaucrary in Reform 
Strategy Suppression  Of  Coruption”, Rechtsvinding, Vol. 3, No. 3, (Desember, 2014), 432. 
33 SofyanA, P. Kau, MetodePenelitianHukum Islam, (Yogyakarta: MitraPustaka, 2013), 
hal 160. 
34 Muhammad Fathurrohman,Belajar Dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 2012), 
hal 100. 

































amati sampai detailnya agar dapat di tangkap makna yang tersirat dalam 
dokumen atau bendanya.35 
2. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan penarikan 
sample di Kantor Desa Sidoharjo dan Banjaranyar, Kecamatan 
Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. 
3. Sumber Data 
Data dari penelitian ini diperoleh bisa berasal dari sumber tertulis 
dan dapat pula dari sumber yang tak tertulis. Sementara untuk penelitian 
lapangan membutuhkan data tak tertulis, disamping data tertulis. 
Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data 
sekunder. Untuk sumber data dari penelitian ini adalah menggunakan 
sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu: 
a) Sumber Data Primer 
Sumber Data primer yaitu sumber data yang didapat langsung 
dari sumber utama melalui penelitian.36Sumber data primer dalam 
penelitian ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 25 Tahun 2009, 
UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 14 Tahun 2008. 
b) Sumber Data Sekeunder 
Sumber Data Sekunderyaitu data yang telah dikumpulkan untuk 
maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini 
                                                          
35 Suharsimi Arikunto,”Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”, (Jakarta: 
Rineka Cipta,2010) ,22. 
36 Soarjono Soekanto,  Pengantar Peneliian Hukum, (Jakarta: Penerbit UI, 2007), 12. 

































dapat ditemukan dengan cepat.37 Sementara yang menjadi sumber data 
sekunder seperti: Buku-buku hukum, Buku-Buku tentang Siyāsah, 
Tesis dan Desertasi, Artikel, Jurnal, serta situs di internet yang 
berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini juga 
melakukan wawancara kepada Kepala Desa Sidoharjo dan Kepala Desa 
Banjaranyar serta para perangkat dari kedua desa tersebut. 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 
sebagai berikut: 
a. Metode Observasi 
Observasi adalah suatu teknik yang digunakan melalui pengamatan 
dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.38 
Penulis menggunakan metode ini untuk mengamati secara langsung 
dilapangan, metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data-data 
tentang implementasi transparansi pelayanan publik tentang Pengelolaan 
alokasi dana desa oleh pemerintah desa, perangkat desa dan ruang lingkup 
serta fenomena yang terjadi dilapangan di Kantor Desa Sidoharjo dan 
Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabuaten Nganjuk. 
b. Metode Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tetentu, percakapan 
itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 
                                                          
37 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137. 
38 Mahmud, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 168. 

































mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan itu.39 Metode Interview atau 
wawancara ini digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dari pihak 
pemerintah desa dalam praktik transparansi pelayanan publik tentang 
pengelolaan alokasi dana desa. 
c. Dokumentasi 
Metode Dokumentasi, dokumentasi merupakan cacatan peristiwa 
yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 
karya-karya monumental dari seseorang.40Dengan metode dokumentasi 
ini, peneliti akan bisa melihat praktik transparansi pelayanan publik 
pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, baik yang sudah 
berlangsung maupun sedang  berlangsung. 
 
5. Teknik Analisa Data 
Setelah semua data terkumpul, dilakukan analisis data menggunakan 
teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual yang 
dilakukan dengan cara penyederhanaan data atau data reduction.41Analisis 
data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasil wawancara,catatan lapangan, dan dokumentasi dan cara 
mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan pada unit - unit, 
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 
                                                          
39 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2014), 186. 
40 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaf dan Kualitatif..., 240. 
41 Ibid., 247. 

































yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan, sehingga mudah difahami 
oleh diri sendiri dan orang lain.42 
Kemudian setelah data terkumpul dilakukan Reduksi data yang 
merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 
membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian 
rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat di verifikasi. Dalam teknik 
ini peneliti melakukan proses pemilihan dan pemusatan perhatian terhadap 
fokus penelitian yang akan dikaji lebih lanjut. Adapun aktifitas  dalam analisa 
data , yaitu sebagai berikut: 
a. Mereduksi data 
b. Mendisplay data 
c. Verification   
                                                          
42 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaf dan Kualitatif..., 244. 

































H. Sistematika Pembahasaan 
Sistematika pembahasaan untuk memberikan gambaran secara garis 
besar masalah-masalah dalam penelitian, dan untuk mempermudah pambahasan 
supaya dapat dipahami permasalahannya secara jelas, maka penelitian ini 
melakukan perencanaan yang disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab 
dan sub bab sebagai berikut: 
Bab Pertama. PENDAHULUAN. Membahas tentang latar belakang, 
batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
penelitian terdahulu dan metode penelitian dan sistematika pembahasaan. 
Bab Kedua. Kerangka Teori. Membahas tentang kedudukan pemerintah 
desa sebagai penyelenggara negara yang meliputi pengertian pemerintah desa, 
pelayanan publik dan wewenang pemerintah dalam pelayanan publik. Serta 
hubungan transparansi pelayanan publik menuju good governance meliputi 
konsep transparansi, good governance dan konsep Siyāsah al-dustūriyyah al-
idāriyyah, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan 
Bab Ketiga. PEMBAHASAAN. Membahas tentang alasan-alasan 
muculnya UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan konsep serta 
praktik transparansi penyelenggaraan pemerintah desa dalam pengelolaan 
alokasi dana desa di Desa Sidoharjo dan Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom 
Kabupaten Nganjuk. 
Bab Keempat. ANALISIS. Bab ini menjelaskan analisis alasan 
munculnya UU No. 25 Tahun 2009 tentang transparansi pelayanan publik, 
konsep transparansi menurut UU No. 25 Tahun 2009 dan implementasi 

































transparansi penyelenggaraan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana 
desa dan tinjauan siyāsah al-dustūriyyah al- idāriyyah terhadap transparansi 
pelayanan publik penyelenggaraan pemerintah desa menurut UU No. 25 Tahun 
2009 tentang pelayanan publik. 





































Pembahasan mengenai “Kajian Tentang UU No. 25 Tahun 2009 dan 
Implementasinya Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Di Desa 
Sidoharjo dan Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk) 
tidak bisa di lepaskan dari pembahasan mengenai kewenangan pemerintah desa 
sebagai penyelenggara negara, hubungan transparansi pelayanan publik dengan 
good governance dan konsep siyăsah al-dustūriyyah al-idăriyyah. 
A. Politik Hukum Terbentuknya UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik 
1. Legal Drafting UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
BAB I PENDAHULUAN 
a. Latar belakang 
Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. 
Yang mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Menurut Abraham 
Lincoln demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat 
dan oleh rakyat (government of people, by the people and for the 
people.1Dengan demikian rakyat memiliki kekuasaan penuh atas 
pemerintahan ini. Kekuasaan rakyat di manifestasikan melalui 
lembaga perwakilan rakyat. 
Sebelum memasuki masa reformasi, pemerintahan sangat 
otoriter dan rakyat tidak memiliki hak untuk mengetahui masalah 
                                                          
1 Pierre Rosalvallon, “The History Of The Word Democracy In France”, Of Democracy, 
Vol. 6, No. 4 Tahun 1995, 140. 

































pemerintahan. Akibatnya terjadi banyak praktik korupsi yang di 
lakukan oleh pejabat pemerintah. Korupsi tentunya sangat merugikan 
warga negara. Atas dasar itu, rakyat merasa perlu untuk melakukan 
perubahan. Berbagai protes yang di lakukan oleh masyarakat yang 
pada akhirnya pemerintah mengubah menjadi reformasi. 
Masuk zaman reformasi serta di berlakukannya UU No. 2 tahun 
1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, 
mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan.2 
Pemerintahan yang sebelumnya terpusat pada pemerintahan pusat 
berubah menjadipemerintahan yang desentralisasi. Setiap daerah 
memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Hal ini juga 
berpengaruh pada partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki hak 
untuk mengetahui segala yang ada di pemerintahan. Hal ini sejalan 
dengan asas pemerintahan yang transparan dalam mengelola 
pemerintahan. Untuk itu, keterbukaan informasi serta pelayanan 
publik menjadi hal yang banyak di tuntut oleh masyarakat. 
Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala informasi 
yang ada di dalam pemerintahan. Hal itu di jamin dalam UU No. 14 
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU No. 14 tahun 
2008 tentang KIP pada pasal 1 angka 2 informasi publik di artikan 
sebagai informasi yang di hasilkan, di simpan, di kelola, dikirim,dan 
                                                          
2 Yusnani Hasjimzun, “Model Demokrasi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik (Studi Otonomi Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Reformasi)”, 
Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, (September, 2013),  445. 

































atau di terima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan 
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara 
dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan UU ini serta 
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.3Adanya UU 
KIP ini di harapkan mampu mendorong dalam mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik, serta penguatan 
peran serta masyarakat dalam setiap bidang pembangunan nasional.4 
Selain memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik, 
rakyat juga berhak untuk mendapatkan pelayanan publik dari 
pemerintah (atau dalam hal ini di sebut dengan pejabat publik). 
Pemerintah yang di maksud adalah pemerintah pusat, pemerintah 
daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Badan publik 
yang ada memiliki tugas untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya 
kepada masyarakat, sebagai bentuk pemenuhan hak-hak dasar dari 
masyarakat. 
Di Indonesia sendiri sudah menjamin warganya untuk 
mendapatkan hak-hak dasar (salah satunya adalah mendapatkan 
pelayanan publik) yang di amantkan dalam UUD tahun 1945 untuk 
memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraan 
masyarakat.Pelayanan public dalam suatu Negara sangat menentukan 
baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan. Jika baik pelayanan 
                                                          
3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam 
http://www.icnl.org/research/library/files/Indonesia/UU14th2008.pdf, (20 September 2017), 2. 
4 Khairunissa Kamaliah, “Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 
Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda” 
IlmuPemerintahan, Vol. 3, No. 2, Tahun 2015, 1114. 

































publiknya maka baik pula pemerintahannya, demikian sebaliknya jika 
buruk pelayanan publiknya maka kinerja pejabat publik di Negara 
tersebut juga buruk.  
Pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting sebagai usaha  
terselenggaranya Good Governance, yakni pemerintahan yang efektif, 
efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.5Lahirnya 
konsep Good Governance akibat ketidakpuasan atas kinerja 
pemerintahan yang dipercayasebagai penyelenggara urusan publik. 
Pelayanan publik menjadi hal yang sangat urgen bagi masyarakat. 
Namun sangat di sayangkan masyarakat masih belum merasakan 
ketidakpuasan akan penyelenggaraan pelayanan publik oleh badan 
publik. Selama ini masyarakat belum mendapatkan pelayanan yang 
baik dari pejabat publik. Pelayanan yang di berikan oleh badan publik 
syarat akan permasalahan, seperti prosedur pelayanan yang bertele-
tele, ketidakpuasan waktu dan harga sehingga menyebabkan 
pelayanan akan sulit di jangkau.6Dengan pada akhirnya masyarakat 
mulai kurang percaya dengan pelayanan badan publik sehingga 
mencari cara lain agar mudah untuk berurusan yaitu dengan 
membayar lebih. Dengan kata lain pemberian pelayanan masih 
                                                          
5Neneng Siti Maryani, “Mewujudkan GoodGovernance Melalui Pelayanan Publik”, 
Ilmu Plotik Dan Komunikasi, Vol. VI, No. 1, (Juni, 2016), 1. 
6 Ibid., 2. 

































bersifat diskriminatif. Kualitas Pelayanan yang di berikan juga masih 
rendah.7 
Kurangnya kualitas pelayanan publik yang di berikan kepada 
masyarakat terlihat dari banyaknya keluhan yang di sampaikan oleh 
masyarakat dalam media massa. Banyak masyarakat yang merasa 
kecewa atas pelayanan yang di berikan. Hal itu tentu menimbulkan 
citra yang kurang baik terhadap badan publik.8 Dampak lain yang 
tidak kalah penting adalah kurangnya kepercayaan masyarakat 
terhadap pejabat publik.9Lambat laun masyarakat akan bersikap acuh 
terhadap apa yang di perintahkan oleh badan publik. Hal ini akan 
berdampak buruk bagi jalannya pemerintahan di negara ini. Sehingga 
tujuan untuk mencapai goodgovernance secara otomatis akan 
terhambat. Sementara good governance merupakan hal yang tidak 
bisa di tawar dan harus di laksanakan di era reformasi seperti saat 
sekarang.  Inti dari pelaksanaan good governance adalah perbaikan 
pelayanan publik kepada masyarakat.10 
Atas dasar itu perlu aturan tentang perbaikan pelayanan publik 
kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepuasan 
bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Peraturan yang di 
                                                          
7 Neng Kamarni, “Analisis Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat” (Studi Pelayanan 
Kesehatan Di Kabupaten Agam), Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol. 2, No. 3, (Septermber, 
2011), 86. 
8 Rudi Rinaldi, “Analisis Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Biro Umum Sekretariat 
Daerah Provinsi Sumatera Utara)”, Hukum Administrasi,Vol. 1, No. 1, (Juni, 2012), 22. 
9 Endang Tri Sudaryana, “Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi 
Masyarakat (Studi Penelitian Di Dinas Perijinan Di Kabupaten Bantul)”, Riset Daerah, Vol. XI, 
No. 2, (Agustus, 2012), 1779. 
10 Ibid., 1781. 

































buat harus berorientasi pada perbaikan dari badan publik, sarana serta 
masyarakat. Jika ketiga elemen sudah baik maka proses pelayanan 
publik akan berjalan dengan baik sehingga masyarakat akan 
mendapatkan kepuasan dalam mendapatkan pelayanan publik. 
b. Identifikasi Masalah 
Dengan berdasarkan latar belakang diatas, ada tiga pokok 
permasalahan yang memandu peneliti hukum atau penyusunan naskah 
akademik ini, yaitu: 
1. Perkembangan teori pelayanan publik dan praktik empiris dalam 
pelayanan publik 
2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan 
publik 
3. Pertimbangan folosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan 
RUU pelayanan publik 
4. Sasaran, jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan yang 
perlu diatur dalam RUU pelayanan publik 
c. Tujuan dan Kegunaan  
Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang 
telah dikemukakan diatas, maka penyusunan naskah akademik 
memiliki tujuan sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui perkembangan teori pelayanan publik dan 
praktik empiris pelayanan publik. 

































2. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan pelayanan publik 
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan yuridis, sosiologis dan 
filosofis pembentukan RUU pelayanan publik 
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan 
arah pengaturan dan materi muatan dalam RUU pelayanan publik 
d. Metode Penelitian 
Dalam penulisan naskah akademik ini, pendekatan yang 
digunakanadalah yuridis normative dengan menggunakan data 
sekunder. 
1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka 
yang menelaah data sekunder. 
a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah 
c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan Informasi Publik 
2. Diskusi dengar pendapat para pakar melalui studi literatur dan 
studi regulasi, yang didiskusikan melalui beberapa seri Focus 





































BAB II KAJIAN TEORITIS 
a. Kajian Teori 
Sesuai dengan tanggungjawab negara yang telah 
diamanatkan dalam UUD 1945, bahwa negara 
bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan 
umum yang layak, maka tugas utama pemerintah memberikan 
kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya, melayani 
kepentingan masyarakat secara merata dan berkeadilan, 
memberikan perlindungan dan rasa aman serta kemudahan 
dalam memberikan pelayanan. 
b. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan 
Penyusunan Norma 
Dalam penyelenggaraan pelayanan terutama 
penyelenggara pelayanan harus berlandaskan asas-asas formil 
sebagai berikut: 
1) Kejelasan tujuan 
2) Kelembagaan atau pejabat yang tepat 
3) Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan 
4) Dapat dilaksanakan 
Sedangkan untuk asas-asas materil adalah sebagai berikut: 
1) Pengayoman 
2) Keadilan  
3) Bhineka tunggal eka 

































4) Kesamaan dalam hukum dan pemerintahan 
5) kemanusiaan 
c. Kajian Terhadap Praktik, Penyelenggaraan, Kondisi Yang 
Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat 
Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus terus 
menerus melakukan upaya untuk membangun kepercayaan 
masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakanya 
agar sejalan dengan tuntutan dan harapan masyarakat terhadap 
peningkatan pelayanan publik. 
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN 
TERKAIT 
a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan Negara 
Republik Indonesia antara lain membentuk suatu pemerintahan 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumbah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, 
negara menjamin bagi setiap orang untuk memperoleh 
pelayanan yang layak, sesuai yang telah diamanatkan dalam 
pasal 34 ayat (3). 
 
 

































b. Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 
Informasi Publik 
Berkaitan dengan pengaturan pelayanan publik dan badan 
publik sebenar sudah disinggung dalam UU No. 14 Tahun 
Tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun karena materi 
yang diatur hanya dalam lingkup pelayanan informasi, maka 
perlu adanya materi  yang lebih luas dalam pengaturan 
pelayanan publik, semisal tentang ruang lingkup, dan produk 
pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat. 
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 
a. Landasan Filosofis 
Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan Negara 
Republik Indonesia antara lain membentuk suatu pemerintahan 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumbah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum. Hal tersebut diperjelas dengan dalam 
ketentuan pasal 34 ayat (3)  yang menyebutkan  bahwa Negara 
bertanggugjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 
dan pelayanan umum yang layak. Hal tersebut menjelaskan 
bahwa negara memberikan jaminan kepada warga negara 
Indonesia untuk memberikan pelayanan yang layak dan 
berkualitas. 
 

































b. Landasan Sosiologis 
Terdapat beberapa pertimbangan sosiologis yang yang 
perlu diuraikan terkait dengan pelayanan publik yaitu: 
Pertama: UU pelayanan publik membuka peluang bagi 
masyarakat untuk bisa berpartisipasi terhadap pembangunan 
Nasional dan ikut serta dalam mengawasi kinerja 
pemerintahan. Hal tersebut guna untuk membangun 
kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik. 
Kedua: Demi untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam 
memberikan kebutuhan pelayanan yang berkualitas, yang 
selama ini sering dikecewakan oleh pejabat publik dengan 
berbagai permasalahan. Disamping itu juga untuk 
mempertegas hak dan kewajiban warga negara. 
Ketiga: UU pelayanan publik diharapkan bisa 
menciptakan kepuasan kepada masyarakat dalam mendapatkan 
pelayanan, guna mendorong terciptanya pemerintahan yang 
baik. Salah satunya dengan memperbaiki dari segi pelayanan. 
c. Landasan Yuridis 
Berdasarkan analisis dan peraturan perundang-undangan 
yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa 
peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik. 
Namun dalam pengaturanya masih menimbulkan multitafsir 
dalam memaknai ruang lingkup pelayanan publik dan standar 

































pelayanan oleh pejabat publik. Tanggungjawab Negara yang 
diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 antara lain adalah 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah 
Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Perlindungan 
yang dimaksud tidak saja terhadap orang baik dari arti 
individual maupu kelompok berikut identitas budaya yang 
melekat padanya, tetapi juga perlindungan terhadap tanah air, 
yang mencakup sumber daya alam dan lingkungan hidup 
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. 
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG 
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 
a. Jangkauan dan Arah Pengaturan 
Jangkauan dan arah pengaturan dalam penyempurnaan UU 
No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 
meliputi pengaturan: pelaksanaan pelayanan, pengelolaan 
pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan 
internal dan penyuluhan masyarakat. 
b. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang 
Materi pokok yang diatur adalah meliputi ketentuan umum, 
ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik, Pembina dan 
penanggungjawab, organisasi penyelenggara, hak dan kewajiban 

































penyelenggara, kewajiban pelaksana, hak dan kewajiban 
masyarakat dan peran serta masyarakat. 
BAB VI Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh 
beberapa kesimpulan antara lain yaitu: 
1. Teori dan praktik empiris dalam pelayanan publik 
a. Penguatan tanggung jawab negara dalam memberikan 
pelayanan yang layak 
b. Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan 
menjamin hak-hak rakyat. 
2. Kondisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
pelayanan publik 
Dalam evaluasi peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan UU pelayanan Publik ditemukan beberapa 
permasalahan baik dalam norma subyektif, maupun teknis 
perundang-undangan, sehingga perlu adanya bentuk peraturan 
yang lebih luas tentang ruang lingkup maupun produk 
pelayanan publik. 
3. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis RUU pelayanan 
publik 
a. Landasan filosofis 
Untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah 
Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Negara 

































juga bertanggungjawab menyediakan pelayanan publik 
yang layak. 
b. Landasan sosiologis 
Untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik, 
maka perlua adanya pengaturan pelayanan publik yang 
baik pula, yaitu dengan memberikan pelayanan yang 
berkualitas, menjamin hak-hak masyarakat dan melibatkan 
partisipasi masyarakat. 
c. Landasan yuridis 
Adanya beberapa permasalahan tentang peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan tentang pelayanan 
publik, yakni masih belum sempurnanya ruang lingkup 
dan ketentuan badan publik dalam memberikan pelayanan. 
4. Materi muatan dari RUU pelayanan publik 
Perlu adanya penambahan produk pelayanan badan publik 
dan ruang lingkup pelayanan yang diberikan oleh masyarakat. 
 
2. Konsep Transparansi Pelayanan Publik Menurut UU No. 25 Tahun 
2009 
Dalam melaksanakan pelayanan publik, pemerintah desa harus 
berdasarkan transparansi. Sesuai dengan azas penyelenggraan pelayanan 
publik. Sebagai upaya untuk mencapai cita-cita pemerintah yaitu 
membentuk pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa. 
 

































a. Konsep Pelayanan Publik 
Pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting sebagai usaha  
terselenggaranya Good Governance, yakni pemerintahan yang efektif, 
efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.11 Pelayanan 
publik menurut UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 
1 ayat (1) adalah: kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa 
dan/atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik.12 
Pelayanan publik sudah di atur dalam UU No. 25 tahun 2009 
tentang pelayanan publik. Tujuan dari UU pelayanan publik menurut 
pasal 3 adalah untuk: 
1) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, 
tanggung jawab, kewajiban,  dan kewenangan seluruh pihak 
yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.  
2) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang 
layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan 
korporasi yang baik. 
3) Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Keempat, terwujudnya 
perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik.13 
 
 
                                                          
11 Neneng Siti Maryani, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”, 
Ilmu Plotik Dan Komunikasi, Vol. VI, No. 1 (Juni, 2016), 1. 
12 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009  Tentang Pelayanan Publik 
dalam http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-Publik.pdf, 
(29 September 2017) 
13 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam 
http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-Publik.pdf, (29 
September 2017) 

































b. PenyelenggaraPelayanan Publik 
Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah membentuk 
organisasi penyelenggara untuk melayanani kebutuhan masyarakat 
yang disebut dengan penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap 
institusi peyelenggara negara, korporasi, lembaga idependen yang 
dibentuk berdasarkan undang- undang untuk kegiatan pelayanan 
publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk 
kegiatan pelayanan publik. Sedangkan untuk atasan kerja 
penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja  yang membawahi secara 
langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelaksanaan 
pelayanan publik. Sementara pelaksana adalah pejabat, pegawai, 
petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi 
penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian 
tindakan pelayanan publik.14 
Adapun dalam pelayanan publik yang menerima pelayanan dari 
penyelenggara pelayanan adalah masyarakat. Masyarakat adalah 
seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang 
perorangan maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai 




                                                          
14 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
dalam http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-Publik.pdf, 
(29 September 2017) 

































3. Asas-asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
Dalam memberikan pelayanan publik, penyelenggara atau 
pejabat publik harus memperhatikan beberapa asas, sebagaimana 
terdapat dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 2009 tentang 
penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu: 
a) Asas kepentingan umum 
Yakni pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan 
kepentingan pribadi atau golongan. 
b) Asas kepastian hukum 
Yakni untuk jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam 
penyelenggaraan pelayanan. 
c) Asas kesamaaan hak 
Yakni pelayanan hak tidak membedakan suku, ras, agama, 
golongan, gender, dan status ekonomi. 
d) Keseimbangan hak dan kewajiban 
Yakni pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang 
harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima 
pelayanan. 
e) Keprofesionalan  
Yakni pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai 
dengan bidang tugas. 
f) Partisipatif  
Yakni peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggraan 
pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan 
masyarakat. 
g) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif 
Yakni setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil 
h) Keterbukaan  
Yakni setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses 
dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. 
i) Akuntabilitas  
Yakni proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
j) Fasilitas dan perlakuan khusus kepada kelompok rentan 
Yakni pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga 
tercipta keadilan dalam pelayanan, 
k) Ketepatan waktu 
Yakni setiap penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat 
waktu sesuai dengan standar pelayanan 
 

































l) Kecepatan, ketermudahan dan keterjangkauan 
Yakni setiap jenis pelayanan dilakukan secara tepat, mudah dan 
terjangkau.15 
 
4. Ruang Lingkup Pelayanan Publik 
Dalam hal pelayanan publik, Penyelenggara pelayanan 
mempunyai batasan-batasan dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, dan untuk ruang lingkup pelayanan publik meliputi 
pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif 
yang diatur dalam peraturanperundang-undangan. Dalam rangka 
untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas serta dijalankan 
dengan penuh tanggungjawab, maka penyelenggara pelayanan publik 
harus berpedoman pada standar pelayanan. Standar pelayanan adalah 
tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan  sebagai kewajiban 
dan janji penyelenggara  kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 
yang bekualitas, cepat, mudah dan terukur.16 
Sebagai pelayan publik, penyelenggara juga dituntut untuk 
memberikan informasi kepada masyarakat  melalui sistem informasi 
yang disediakan kepada masyarakat. Sistem infomasi pelayanan 
publik adalah: 
       Merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan 
pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi 
                                                          
15 Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
dalam http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-Publik.pdf, 
(29 September 2017) 
16 Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
dalam http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-Publik.pdf, 
(29 September 2017) 

































dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam 
bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa 
gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual 
ataupun elektronik. 
 
Pelayanan publik yang di berikan oleh badan publik sangat 
beragam. Terdapat ruang lingkup pelayan publik yang di berikan 
kepada masyarakat, di antaranya: 
a. Dalam ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan publik 
barang dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. 
b.  Ruang lingkup sebagaimana dimaksud meliputi pendidikan, 
pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan 
informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, 
perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan 
sektor strategis lainnya. 
c. Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud  meliputi: 
1) Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan 
oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya 
bersumber dari anggaran belanja negara dan atau anggaran 
pendapatan dan belanja daerah 
2) Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan 
oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya  sebagian 
atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau 
kekayaan daerah yang dipisahkan  
3) Pengadaan dan penyaluran barang publik yang 
pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara atau anggaran pendapatan da belanja 
daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian 
atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau 
kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya 
menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan 
d. Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud meliputi: 
1) Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang 
sebagaimana atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan 
dan belanja daerah 
2) Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal 
pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 
kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan 
dan  

































3) Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber 
dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran 
pendapatan belanja daerah atau badan usaha yang modal 
pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 
kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, 
tetapi kesediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan 
 
5. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik 
Dalam melaksanakan pelayanan publik terdapat Organisasi 
penyelenggara dari pelayan publik itu sendiri. Adapun organisasi 
penyelenggara pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam pasal 
8 UU No. 25 Tahun 2009 sekurang-kurangnya meliputi Pelaksanaan 
pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan 
informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, 
pelayanan konsultasi. Penyelenggaraan dan seluruh bagian organisasi 
penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, 
dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.17 
Adapun dalam melaksanakan pelayanan publik, sesuai dengan 
ketentuan pasal 15 UU No. 25 Tahun 2009 penyelenggara pelayanan 
publik berkewajiban untuk: 
a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan 
b. Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat 
pelayanan 
c. Menempatkan pelaksanaan yang kompeten 
d. Menyediakan sarana prasarana dan/atau fasilitas pelayanan 
publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang 
memadai 
e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-
asas penyelenggaraan pelayanan publik 
                                                          
17 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam 
http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-Publik.pdf, (29 
September 2017) 

































f. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan 
g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan 
publik 
h. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang 
diselenggarakan 
i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan 
tanggngjawabnya 
j. Bertanggungjawab dalam pengelolaan organisasi 
penyelenggara pelayanan publik 
k. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum  
yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan 
tanggungjawab atas posisi atau jawaban 
l. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir 
atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas 
permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau 
instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai 
peraturan perundang-undangan.18 
 
Sebagai pelaksana organisasi penyelenggara pelayanan publik, 
satu yang harus dilakukan adalah mengelola informasi sebagai mana 
sesuai dengan pasal 8 UU No. 25 Tahun 2009. Dalam rangka untuk 
melaksanakan asas transparansi dengan wujud memberikan informasi 
kepada masyarakat secara terbuka  dan mudah diakses. Penyelenggara 
berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri dari sistem 
informasi elektronik maupun non elektronik. Dalam pasal 23 UU No. 
25 Tahun 2009 sekurang-kurangnya meliputi: 
a. Profil penyelenggara, meliputi nama,  penangungjawab, 
pelaksana, struktur organisasi, anggaran penyelenggaraan, 
alamat pengaduan, nomor telepon dan pos elektronik(e-mail). 
b. Profil pelaksana, meliputi pelaksana yang bertanggungjawab, 
pelaksana, struktur organisasi, anggaran penyelenggaraan, 
alamat pengaduan, nomor telepon dan pos elektronik(e-mail). 
                                                          
18 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam 
http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-Publik.pdf, ( 29 
September 2017) 

































c. Standar pelayanan, berisi informasi yang lengkap tentang 
keterangan yang menjelaskan lebih rinci isi standar pelayanan 
tersebut 
d. Maklumat pelayanan, merupakan janji penyelenggara untuk 
memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat 
sebagai pengguna pelayanan 
e. Pengelolaan pengaduan, merupakan proses penanganan 
pengaduan (complain handeling) mulai dari tahap 
penyeleksian, penelaahan, dan pengklarifikasian sampai 
dengan kepastian  penyelesaian pengaduan 
f. Penilaian kinerja, penilaian kinerja merupakan hasil 
pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan yang 
dilakukan oleh penyelenggara sendiri bersama dengan pihak 
lain atau oleh pihak lain atas permintaan penyelenggara untuk 
mengetahui gambaran kinerja pelayanan dengan mngguakan 
metode penilain tertentu.19 
 
 
B. Kedudukan Pemerintah Desa Sebagai Penyelenggara Negara 
Pemerintah desa merupakan badan yang bertugas memberikan pelayanan 
publik di tingkat desa/kelurahan. Dengan demikian pemerintah desa 
berkedudukan sebagai penyelenggara negara yang berkewajiban memberikan 
pelayanan publik kepada masyarakat. 
a. Pemerintah Desa 
Dalam UUD Negara Republik Indonesia  1945, menyatakan bahwa 
negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi 
atas kabupaten dan kota. Selanjutnya kabupaten/kota dibagi atas 
kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan/desa. Pasal 371 ayat (1) 
UU No. 23 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa “dalam daerah 
                                                          
19 Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam 
http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-Publik.pdf, ( 29 
September 2017) 

































kabupaten/kota dapat dibentuk desa.20Istilah desa menurut Soetardjo 
Kartohadikoesoemo adalah suatu kesatuan hukum, di mana 
bertempattinggal  dalam suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan 
pemerintahan sendiri.21Menurut  Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 
mendefinisikan: 
Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.22 
 
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (PP Desa) menyebutkan bahwa desa adalah: 
Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk megatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat bersadarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.23 
 
Desa merupakan salah satu geografis level politik lokal, selain level 
Provinsi dan Kabupaten Kota. Politik lokal dilevel desa menunjuk pada 
                                                          
20 Pasal 371 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 
Daerahhttp://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_23_2014.pdf, 
(29 September 2017) 
21 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 309. 
22 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam 
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf , (20 September 2017)  
23 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Desa dalam 
https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/PP%2047%202015%20Perubahan%20PP%2043
%202014%20tentang%20Peraturan%20Pelaksanaan%20UU%206%202014%20tentang%20Desa.
pdf, (28 September 2017) 

































suatu wilayah geografis suatu tempat yang dibatasi kewenanganya 
menurut undang-undang. Isu-isu yang dapat diangkat dalam politik lokal 
adalah demokrasi, otonomi daerah, akuntabilitas pemerintah daerah, 
partisipasi warga, relasi pusat dan daerah, konflik pusat dan daerah, dan 
birokrasi. Birokrasi merupakan isu yang paling disorot dalam politik 
lokal dilevel desa yang dalam hal ini adalah pemerinah desa. Karena 
pemerintah desa merupakan birokrasi yang paling terendah dalam hal 
otonomi daerah.24 
Sedangkan untuk pemerintah desa berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah desa merupakan 
bagian dari sistem pemerintahan yang paling bawah dalam NKRI. 
Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 
( 2) dan ayat ( 3 ) menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Sedangkan untuk pemerintah desa adalah kepala desa atau 
yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa.25 
                                                          
24  Abd, Chalik, Pertarungan Elite dalam Politik Lokal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2017), 26. 
25 Pasal 1 ayat (2) dan ( 3)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam 
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf , ( 20 September 2017)  

































Pemerintah desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional 
yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Menurut Saparin, 
pemerintahan desa merupakan simbol formal dari pada kesatuan 
masyarakat desa. Pemerintah desa diselengarakan di bawah pimpinan 
seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa), 
mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam 
masyarakat yang bersangkutan.26 
Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah desa merupakan salah 
satu intitusi penyelenggara negara yang dibentuk berdasarkan undang-
undang untuk kegiatan pelayanan publik sesuai dengan pasal 1 ayat (2) 
UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Oleh karena hal 
tersebut pemerintah desa dituntut untuk semaksimal mungkin 
memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat demi 
terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, 
tanggungjawab, kewajiban, serta kewenangan seluruh pihak yang terkait 
dengan penyelenggaraan pelayanan publik seperti halnya semangat dari 
tujuan dari dibentuknya UU pelayanan publik.27Praktik pelaksanaan 
pemerintahan desa  merupakan cerminanan dari  membuminya  
demokrasi dalam pemerintahan kita. Implementasi sistem demokrasi, jika 
diibaratkan sebagai sebuah komoditi, maka pemerintah desa adalah 
                                                          
26 Iqsan,”Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran  Pendapatan Dan 
Belanja Desa (APBDes) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur” 
Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 1, Tahun 2016, 233. 
27Pasal ( 3 ) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam 
http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-PelayananPublik.pdf, (29 
September 2017) 

































etalasenya dari komoditi tersebut. Dengan kata lain kualitas pelaksanaan 
demokrasi pemerintahan Nasional dapat dilihat dari praktek demokrasi  
di pemerintahan desa.28 
Pemerintah desa kini memasuki sebuah babakan baru dengan 
ditetapkanya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ada enam semangat 
utama dalam UU ini, yaitu penghargaan atas keberagaman, payung 
hukum pemerintah desa, memberi anggaran langsung kepada desa, 
participatory budgeting, membuka kesempatan  melalui BUMDes, dan 
memdorong proses transfer teknologi.29 
b. Pelayanan Publik 
Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai 
segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun 
jasa publik yang pada prinsipnya  menjadi tanggungjawab dan 
dilaksanakan  oleh instansi  pemerintah dipusat, daerah maupun dalam 
hal ini pemerintah desa, dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan 
masyarakat maupun dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan  birokrasi 
publik berkewajiban untuk  memberikan pelayanan yang baik dan 
professional kepada masyarakat.30 
Istilah pelayanan berasal dari kata “ layani” yang maknanya adalah 
menolong menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan atau yang 
                                                          
28 Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, (Malang: 
Setara Press, 2015), 354. 
29 Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara…, 354. 
30 Nuriyanto, “Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkan 
Berlandaskan Konsep Welfare State, Konstitusi, Vol. 11, No. 3, (September, 2014) , 433. 

































diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya 
setiap manusia pasti membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim 
dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 
kehidupan manusia.31 
Pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service”, dimana Moenir  
mendefinisikan bahwa: 
Suatu Pelayanan adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu, dimana 
tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang 
melayani atau dilayani, dan hal tersebut tergantung kepada 
kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna 
pelayanan.32 
 
Penggunaan pelayanan publik (publik service) di Indonesia 
dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau 
pelayanan masyarakat. Dari ketiga istilah tersebut dipergunaakan 
bersamaan dan tidak memiiki perbedaan yang mendasar. Fungsi 
pelayanan yaitu sebagai sistem yang menyediakan yang dibutuhkan 
masyarakat. 
Istilah publik, terdapat beberapa pengertian, yang memiliki arti 
dalam bahasa Indonesia, yaitu umum, masyarakat dan negara. Sedangkan 
dalam pengertian negara salah satunya adalah publik authorities (otoritas 
negara), publik building (bangunan negara), publik revenue (penerimaan 
                                                          
31 Lijan Poltak Sinambela, dkk, Reformasi Pelayanan publik, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2006), 3. 
32 Wirinda Sari, “Studi Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik 
Di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”, Ilmu Administrasi Negara, 
Vol. 3, No. 4, Tahun 2015, 931. 

































negara) dan publik sector (sector negara).Untuk hal ini, pelayanan publik 
merujuk pada pengertian masyarakat atau umum.33 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau 
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.34 Sedangkan dalam 
layanan yang umum dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun 
instansi lain berbeda-beda. Untuk bentuk pelayanan dibagi menjadi tiga 
jenis yaitu: 
a. Layanan dengan lisan 
Layanan dengan lisan merupakan layanan yang dilakukan dibidang 
hubungan masyarakat,bidang informasi atau bidang lainya yang 
tugasnya memberikan informasi atau penjelasan kepada masyarakat 
yang membutuhkan. 
b. Layanan dengan tulisan 
Layanan ini merupakan jenis layanan yang paling menonjol dalam 
pratiknya, terutama dari aspek perananya. Layanan dalam jenis tulisan 
ini cukup efesien, terutama dalam layanan jarak jauh karena faktor 
                                                          
33 Badudu, Sutan Mohammad Zain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka 
Sinar Harapan, 2001), 1095. 
34 Pasal 1ayat (1) )Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
dalam http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-Publik.pdf, 
(29 September 2017) 

































biaya. Jenis layanan ini dibagi menjadi dua, yakni pertama, layanan 
yang berupa petunjuk, informasi dan lain sebagainya yang berguna 
untuk memudahkan orang-orang yang berkepentingan dalam 
berurusan dengan instansi, dan yang kedua layanan yang berupa 
berkas tertulis atau permohonan, keluhan, laporan, pemberian dan 
pemberitahuan. 
c. Layanan dengan  perbuatan 
Layanan dalam bentuk perbuatan sering terkombinasi dengan layanan 
lisan, karena hubungan lisan kebanyakan dilakukan dalam hubungan 
pelayanan secara umum, akan tetapi fokusnya di diperbuatan itu 
sendiri yang ditunggu oleh orang yang berkepentingan.35 
Sedangkan untuk tujuan pelayanan publik adalah adanya batasan 
dan hubugan yang jelas tentang hak, tanggungjawab dan kewenangan 
antara pihak terkain dengan penyelenggara pelayanan publik, 
terwujudnya sistem pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas 
umum pemerintahan yang baik, terpebuhinya pelayanan publik yang 
sesuai dengan peraturan  perundang-undangan dan terwujudnya kepastian 
hukum dan perlindungan bagi masyarakat.36Oleh sebab itu harus ada 
pelayanan publik yang profesional dan responsibilitas dari pemberi 
pelayanan. Hal tersebut bisa dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut: 
                                                          
35 Abdul Chalik dan Muttaqin Habibullah, Pelayanan Publik Tingkat Desa (Perubahan 
dan pengalaman Peogram The Sunan Giri Award), (Yogyakarta: Interpena bekerjasama dengan 
SAGAF, 2015), 26. 
36 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
dalamhttp://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-PelayananPublik.pdf, (29 
September 2017) 

































1) Efektif, yakni lebih mengutamakan pencapaian yang menjadi tujuan 
dan sasaran. 
2) Sederhana, yang mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan 
diselenggarakan secara mudah, cepat tepat dan tidak berbelit-belit. 
3) Keterbukaan, yang mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan 
yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib  diinformasikan 
secara terbuka agar mudah diketahui  dan dipahami oleh masyarakat, 
baik diminta maupun tidak diminta. 
4) Efesiensi, artinya dicegah adanya pengulangan pemenuhan 
persyaratan, ketepatan waktu, responsif, dan adaptif.37 
c. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik  
Kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitanya dengan penerapan asas 
legalitas dalam sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau 
negara demokrasi  yang berdasarkan atas hukum. Asas legalitas 
merupakan salah satu prinsip utama dalam menyelenggarakan 
pemerintahan disetiap negara yang menganut konsepsi negara hukum.38 
Kewenangan adalah kekuasaan, namun kekuasaan tidak selalu 
berupa kewenangan. Kedua bentuk pengaruh ini dibedakan dalam 
keabsahanya (legitimate power). Sedangkan kekuasaan tidak selalu  
memiliki keabsahan.39Oleh karena itu dalam konteks Pemerintah desa 
                                                          
37 Nuriyanto, “Penyelengaraan Pelayanan Publik Di Indonesia..,436. 
38 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), 
hal 93. 
39 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 2010), 108. 

































dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus 
mempunyai legitimasi yakni kewenangan yang diberikan oleh undang-
undang. Untuk subtansi asas legalitas adalah wewenang yaitu het 
vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen, yakni 
kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan  hukum tertentu.40 H.D. 
Shot, mengatakan bahwa, “wewenang adalah pengertian yang berasal dari 
hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan 
aturan –aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan 
wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik didalam hukum 
publik”.  
Sedangkan Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian 
Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya 
kedudukan kewenangan ini, sehingga F. A. M. Stroink dan J.G Steenbeek 
menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum 
Administrasi Negara.41Menurut Bagir Manan: 
wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan 
(macht). Dalam hukum, wewenang yang mecakup hak dan 
kewajiban (rechten en plichten). Sedangkan wewenang dalam arti 
kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak 
berbuat. Untuk kaitanya dengan otonomi daerah, hak mengandung 
pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) serta 
mengelola sendiri (zelfbesturen). Kewajiban secara horizontal 
berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan 
sebagaimana mestinya. Kewajiban secara vertical berarti kekuasaan 
untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan 
pemerintahan negara secara keseluruhan. 
 
                                                          
40 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 98. 
41 Ibid., 99. 

































Di negara hukum, asas legalitas merupakan sendi untama dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, dan untuk wewenang pemerintah 
(bestuursbevoegdheid) berasal dari peraturan perundang-undangan.42 
Kewenangan desa semula adalah  bagian dari politik desentralisasi  
dan otonomi daerah, sekarang  berubah menjadi  rekognisi dan 
subsidaritas.43 Sedangkan Menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasal 18 
menyebutkan bahwa, kewenangan desa meliputi kewenangan 
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat 
desa.44Selanjutnya Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2014 kewenangan desa 
meliputi: 
a) Kewenangan berdasarkan asal usul 
b) Kewenangan lokal berdasarkan desa 
c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah 
provinsi atau pemerintah kabupaten/kota; 
d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai 
dengan ketentuan praturan perundang-undangan. 
 
Pasal 22 ayat (1)UU No. 6 Tahun 2014 penugasan dari Pemerintah 
dan atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan 
pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 
                                                          
42 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara…,100. 
43 Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, (Malang: 
Setara Press, 2015), 366. 
44 Pasal 19Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam 
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf , (20 September 2017)  

































kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.45 Pemerintah 
desa mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses 
sosial di dalam masyarakat. Peran utama yang harus dibebankan pada 
pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, 
dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga akan membawa 
masyarakatnya kepada kehidupan yang aman, tentram, adil dan sejahtera. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari 
sistem penyelenggaraan, sehingga desa memiliki kewenangan mengurus 
dan mengatur kepentingan masyarakat. Desa dapat melakukan perbuatan 
hukum, baik hukum publik maupun hukum hukum privat, memiliki 
kekayaan,dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di 
pengadilan.46 
 
C. Hubungan Transparansi Pelayanan Publik Dengan Good Governance 
 
1. Konsep Transparansi 
Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahtraan umum dan 
keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, sebagaimana telah dirumuskan 
dalam pembukaan UUD 1945, maka adanya transparansi oleh 
pemerintah dalam hal ini pemerintah desa bisa terbuka dalam setiap 
kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam 
pengelolaan alokasi dana desa, sehingga kelemahan dan kekurangan 
                                                          
45 Pasal 22 ayat (1)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam 
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf , (20 September 2017)  
46 Erga Yuhanda, “Kewenangan BPDDalam Menjalankan Fungsi Legislasi”, Unifikasi, 
Vol. 3, No. 2, (Juli, 2016), 64. 

































yang ada dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara 
komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi 
langsung) dalam rangka menjamin kebenaran dan keadilan.47 
Untuk makna transparansi secara harafiah adalah jelas, dapat 
dilihat secara menyeluruh dalam artian keterbukaan. Oleh karena itu 
transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan 
suatu proses kegiatan. Sesuai dengan penjelasan tersebut, bahwa 
transparansi merupakan salah satu syarat untuk menciptakan good 
governance. Adanya transparansi disetiap kebijakan tata kelola 
pemerintahan, akan menumbuhkan rasa keadilan.48 
Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar untuk 
menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata 
pemerintahan yang baik mengisyarakatkan adanya keterbukaan, 
keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses 
penyelenggaraan pemerintah, keterbukaan dan kemudahan informasi 
penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk 
mewujudkan indikator lainya. Menurut Agus Dwiyanto mendifiniskan, 
“transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi 
publik dan dijaminya kemudahan di dalam memperoleh informasi-
informasi yang akurat. Dengan artian bahwa transparansi adalah 
memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi 
                                                          
47 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan konstitualisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2010), 133. 
48 Arifin Tahir, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah, (Jakarta: Pustaka Indonesia Pres, 2011), 162. 

































keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan 
menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh 
informasi tersebut.49 
Pengertian transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam 
memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan 
sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi 
tersebut. Pengertian tersebut pemerintah wajib memberikan informasi 
keuangan dan lain sebagainya untuk pengambilan keputusan oleh pihak-
pihak yang berkepentingan.50 Menurut Edah Jubaidah, menyatakan 
bahwa “ Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip untuk membuka 
diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang  
benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi 
dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan 
dan rahasia Negara.51Sedangkan menurut Hari Sabarno dalam Ardy 
Syahputra Samma transparansi merupakan salah satu kunci bagi 
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata 
pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, 
dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan 
                                                          
49 Risya Umami dan Idang Nurodin, ”Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas 
Terhadap Pengelolaan  Keuangan Des”, Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Vol. 6, No. 11, (Oktober, 
2017), 75. 
50Salomi J. Hehanussa, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan 
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kota Ambon”, Conference in Business, Acounting dan Management, Vol. 2, 
No. 1 (Mei, 2015), 84. 
51 Edah Jubaidah, Nugraha Lili, Haris Faozan, Model Pengukuran, Pelaksanaan Good 
Governance, di Pemerintah Kabupaten/kota, (Bandung: PKP2AILAN, 2008), 58. 

































pemerintahan. Keterbukan dan kemudahan informasi memberikan 
pengaruh terhadap perwujudan berbagai indicator lainya.52 
Adapun indicator transparansi yang digunakan ada tiga, yaitu 
indicator pertama adalah mengukur tingkat keterbukaan disini meliputi 
seluruh proses pelayanan publik, yang meliputi persyaratan, biaya dan 
waktu yang dibutuhkan, serta cara pelayanan. Indikator yang kedua yaitu 
transparansi menunjuk seberapa mudah pratutan dan prosedur pelayanan 
yang dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholder yang lain. Indikator 
transparansi yang ketiga yaitu kemudahan untuk memperoleh informasi 
mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin 
mudah pengguna memperoleh informasi penyelenggaraan pelayanan 
publik, semakin tinggi tingkat transparansi.53 
Selanjutnya konsep transparansi menurut Organisation for 
Economic coopration and development (OECD), konsep transparansi 
merupakan nilai utama dari sistem pemerintahan. Konteks utama 
aktivitas transparansi pemerintah harus diyakini berdasarkan pada 
transparansi.  Menurut Smith mengemukakan bahwa proses transparansi 
meliputi: 
a. Standart Procedural Requirements (persyaratan standar prosedur ), 
dalam proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan 
memperlihatkan kebutuhan masyarakat. 
                                                          
52 Ardy Syahputra Samma, “ Transparansi Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, 
Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 2, Tahun 2016, 649. 
53 Transparansi Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan.., 650 

































b. Consultation Proces (proses konsultasi), adanya dialog antara 
pemerintah dan masyarakat. 
c. Appeal Rights ( permohonan izin), pelindung utama dalam proses, 
pengaturan, standar dan tidak berbelit-belit, transparan guna 
menghindari adanya praktisi korupsi.54 
Adapun transparansi bisa dilihat dari tiga aspek yaitu, adanya 
kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi 
sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, 
dan berlakunya prinsip check and balance (eksekutif, legislatif dan 
yudikatif). Untuk tujuan transparansi adalah agar membangun rasa saling 
antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberikan 
informasi akurat kepada publik yang membutuhkanya.55Sedangkan 
kriteria transparansi dalam menyusun anggaran menurut Mardiasmo 
Simson Werinom ada lima,yaitu: 
a. Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran 
b. Tersedianya dokumen anggaran dan aksesnya 
c. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu 
d. Terakomodasinya usulan/suara rakyat 
e. Tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik.56 
                                                          
54 Arifin Tahir,Kebijakan Publik  Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah, (Jakarta: Pustaka Indonesia Press, 2011), 162. 
55 Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi, dan Kepemimpinan Masa 
Depan,(Bandung : Refika Aditama, 2009), 290. 
56 Simsom Werinom dkk, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Tranparansi kebijakan 
publikTerhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan 
Keuangan, (Makasar: Simposium Nasional Akuntasi X, 2017), 8. 

































Dengan beberapa penjelasan dan indicator tersebut ada beberapa 
alasan yang mengharuskan badan publik transparan dalam hal informasi 
kepada masyarakat. Alasan-alasan tersebut telah diamanatkan dalam 
pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(KIP) yaitu:. 
a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui pembuatan 
kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses keputusan 
pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu 
keputusan publik, 
b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 
kebijakan public 
c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan 
kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik 
d. Mewujudkan penyelenggaraan yang baik, yaitu yang transparan, 
efektif, dan efesien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, 
e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajad 
hidup orang banyak 
f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa; dan/atau 
g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan 
badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang 
berkualitas.57 
 
2. Good Governance 
Good governance merupakan pergeseran paradigma konsep 
government (pemerintah) menjadi governance (kepemerintahan). 
Perubahan paradigma tersebut karena pergeseran mindset dan orientasi 
birokrasi sebagai unit pelaksana dan penyedia layanan bagi masyarakat. 
                                                          
57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 
dalamhttp://www.icnl.org/research/library/files/Indonesia/UU14th2008.pdf,  (20 September 2017), 
hal 3. 

































Birokrat yang semula melayani kepentingan kekuasaan menjadi birokrat 
yang berorientasi pada pelayanan publik.58 
Good governance muncul akibat semakin kompleksnya 
permasalahan, seolah mengisyaratkan bahwa tidak adanya iklim yang 
baik dan didorong dalam reformasi sector publik. Good governance ini 
lahir sejalan dengan konsep dan terminologi  demokrasi, masyarakat 
sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat 
secara berkelanjutan.59 Isu good governance merupakan kemenangan 
demokrasi liberal dan masyarakat dengan orientasi pasar. Istilah good 
governance popular di Indonesia namun hingga saat ini belum ada istilah 
baku dalam bahasa Indonesia baik untuk governance maupun untuk good 
governance. 
Konsep good governance mempunyai arti yang luas dan sering 
dipahami secara berbeda tergantung pada konteksnya. Pada umumnya 
good governance  diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. 
Dalam konteks pemberantasan KKN, good goveernance diartikan 
sebagai pemerintahan yang bersih dari praktk KKN. Ada beberapa 
kalangan ada yang mengartikan good governance sebagai penerjemahan 
kongkrit dari demokrasi dengan meniscayakan adanya civic culture 
sebagai penopang kelangsungan (sustainability) demokrasi itu sendiri. 
Kendati pemahaman mengenai good governance berbeda-beda, namun 
                                                          
58 Kristian Widya Wicaksono, Administrasi dan Birokrasi Pemerintah, (Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2006), 51. 
59 Aris Iswahyudi, Iwan Triyuwono, M. Achsin, “Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, 
Transparansi, Partisipasi, Value For Money, Dan Good Governance”, Ilmiah Akuntansi, Vol. 1, 
No. 2, (Desember, 2016), 156. 

































setidaknya sebagian besar  dari mereka membayangkan bahwa dengan 
good governance mereka akan dapat memiliki pemerintahan yang lebih 
baik, sehingga dengan demikian, kualitas pelayanan publik akan menjadi 
semakin baik, angka korupsi akan semakin rendah dan pemerintahan 
akan semakin peduli dengan kepentingan warga. 60 
Good governance merupakan isu sentral yang paling mengemuka 
dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan masyarakat akan 
terselenggaranya pemerintahan yang baik tidak lepas dari sejarah 
perjalanan administrasi pemerintah pasca kemerdekaan sampai reformasi 
sekarang ini yang banyak diwarnai oleh praktek korupsi, kolusi dan 
nepotisme (KKN).61Good governance muncul karena karena 
ketidakpuasan masyarakat pada kinerja pemerintah yang dipercaya 
sebagai penyelenggara publik. Menerapkan praktik good governance 
dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, 
masyarakat sipil dan mekanisme pasar.dan salah satu penerapan good 
governance di Indonesia adalah melalui pelayanan publik.62 
Good governance diartikan sebagai cara kekuasaan negara dalam 
mengatur sumber-sumber ekonomi dan sosial bagi pembangunan 
masyarakat ( the way state power is used in managic economic and 
                                                          
60Alwi Hasyim Batubara, “Pelayanan Publik Sebagai Pintu Masuk Dalam Mewujudkan 
Good Governace”, Analisis Administrasi dan Kebijaka, Vol. 2, No. 1, Tahun 2011, 1. 
61  Rismawan Joko Handoko, “Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik di 
Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur”, Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 4, 2014, 
3364. 
62 Neneng Siti Maryam, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”, 
Ilmu Politik Dan Komunikasi, Vol. VI, No. 1, (Juni, 2016), 2. 

































social resources for development of society).63 Sedangkan arti good 
dalam good governance mengandung dua pengertian sebagai berikut: 
a) Nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan 
nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian 
tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan 
keadilan sosial. 
b) Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efesien dalam 
dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. 
Istilah good governance Menurut Horby dalam Jimung 
memfokuskan diri pada tindakan, fakta atau tingkah laku governing, 
yakni mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah 
publik dalam suatu negara. Dengan demikian good governance bisa 
diartikan sebagai tidakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-
nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi 
masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam prilaku 
kehidupan sehari-hari.64 Oleh karena itu ada delapan kunci yang harus 
diterapkan demi terwujudnya good governance, yaitu: Akuntabilitas, 
transparansi, bertanggung jawab, adil dan inklusif, efektif dan efisien, 
mengikuti aturan hukum, partisipasi dan konsesus berorientasi.65 
Sedangkan menurut Ryaas Rasyid terdapat 6 karakteristik  good 
governance yaitu: 
                                                          
63 Wirinda Sari, “ Studi Pelaksanaan Prinsip Good Governance…, 930. 
64 Ibid., 3367. 
65 Friedl Weiss and Silke Steiner, “Transparency as an Element Of Good Governance in 
the Practice of  the EU and the WTO: Overview and Comparison”, Fordham International Law, 
Vol. 30, No. 5, 2006, 1549. 

































a. Prinsip kepastian hukum yang meliputi pencitaan hukum yang 
benar dan adil dalam hukum nasional, hukum adat, hukum 
kemasyarakatan, pemberdayaan pranata hukum, desentralisasi dan 
penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pengawasan 
masyarakat. 
b. Prinsip keterbukaan yang menimbulkan iklim yang kondusif bagi 
terlaksananya pengakuan terhadap hak-hak manusia, transparansi 
informasi secara benar, jujur dan adil. 
c. Prinsip akuntabilitas, yang meliputi kejelasan rencana kerja, 
mekanisme kerja, prosedur dan  sistem pertanggungjawaban yang 
jelas, serta pemberlakuan sistem pemberian ganjaran dan sanksi. 
d. Prinsip profesionalitas yang meliputi kapabilitas, kompetensi, dan 
integritas. 
e. Perkembangan sistem “check and balance”. Dalam mewujudkan 
good governance memerlukan sistem check and balace yang 
berkembang dari keseluruhan unsur  penyelenggaraan negara. 
f. Partisipasi, aktivitas, dan desentralisasi sebagai wujud komitmen 
terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. 
Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, peran kepala desa sangat 
penting untuk mewujudkan pelaksanaan good governance, sehingga 
perlu ditegakannya proses pemilihan kepala desa yang sehat didukung 
perangkat pemerintahan desa yang mumpuni. Dengan demikian peran 
masyarakat pun menjadi sangat vital dalam mencari, meminta, 

































mengawasi, dan memberikan informasi kepada pemerintah desa tentang 
kondisi di lingkungannya. 66 
3. Pengaruh Transparansi Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good 
Governance 
Transparansi merupakan suatu keadaan atau sifat yang mudah 
dilihat dengan jelas. Jika hal tersebut dikaitkan dengan penyelenggraan 
publik (pelayanan), transparansi adalah suatu kondisi dimana masyarakat 
mengetahui apa-apa yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah dalam 
pelaksanaan urusan publik. Dalam hal ini peran pemerintah adalah 
membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi 
yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan 
pemerintahan.67 
Transparansi dalam konteks pelayanan publik adalah terbuka, 
mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta 
disediakan  secara memadai dan mudah dimengerti. Pelayanan publik 
adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan  oleh penyelenggara 
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 
kebutuhan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.68 
                                                          
66 Agusniar Rizka Luthfia, “Menilik Urgensi Desa Di Era Otonomi Daerah”, Of Rural 
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67 CUI-ITB Departemen Teknik Planologi, Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi 
Dalam Pencapaian Good Governance, Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 1, No. 1, 2004, 40. 
68 Dedek Kusnadi, “Menggagas Birokrasi Yang Transparan Dalam Pelayanan publik”, 
Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 3, No. 1, (Juni 2011), 136. 

































Untuk mewujudkan pelayanan publik pemerintah terhadap 
masyarakat, maka salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan 
menggunakan prinsip-prinsip transparansi pelayanan publik. 
Transparansi penyelenggaraan pemerintahan memiliki arti yang sangat 
penting dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui 
kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintahan. 69 Sesuai 
dengan prinsip utama demokrasi yaitu persamaan. Persamaan yang 
dimaksud adalah bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang 
sama (hak dipilih-memilih dan mendapat privilege) dalam berpartisipasi 
di pemerintahan70 
Disamping itu dengan adanya transparansi penyelenggaraan 
pemerintahan, masyarakat dapat memberikan feedback atau outcomes 
terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Hal tersebut tentu akan 
memberikan makna yang sangat berarti disamping salah satu wujud 
pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, juga dapat menciptakan 
penyelenggaraan pemeritahan yang baik atau good governance dan juga 
dapat mengurangi ksempatan  praktik KKN. Oleh karena itu disinilah 
kunci mengapa transparansi sangat diperlukan dalam good governance 
bahkan menjadi salah satu syarat penting.71Sehingga tujuan untuk 
mencapai good governance merupakan hal yang tidak bisa ditawar dan 
harus dilaksanakan di era reformasi  seperti saat sekarang. Inti dari 
                                                          
69 Arifin Tahir, Kebijakan Publik dan Transparansi..., 161. 
70 Abdul Chalik, Islam Dan Kekuasaan : Dinamika Politik dan Perebutan Dalam Ruang 
Negara, (Yogyakarta: Interpena, 2012), 114. 
71 Ibid., 162. 

































pelaksanaan good governance adalah perbaikan pelayanan publik yang 
dalam konteks ini yaitu dalam hal transparansi.72 
 
D. Konsep al-Fiqh al-Dustūriyah 
1. Konsep al-Fiqh al-Dustūriyah al- Idāriyyah 
Dalam permasalahan siyāsah al-dustūriyyah adalah hubungan yang 
menyangkut antara pemimpin di satu pihak, dan rakyatnya di pihak lain 
serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Hal 
tersebut tentu sangat luas ruang lingkup pembahasanya.73 
Siyāsah al-dustūriyyah adalah bagian siyāsah yang membahas 
masalah perundang-undangan negara. Disamping itu, kajian ini juga 
membahas konsep negara hukum dalam siyāsah dan hubungan timbal 
balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara 
yang wajib dilindungi.74Siyasah al-dustūriyyah ialah hubungan disatu 
tempat atau wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-
kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu biasanya 
dibatasi hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan 
yang dituntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 
kemasyarakatan manusia serta memenuhi kebutuhanya.75 
                                                          
72 Endang Tri Sudaryana, “Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi 
Masyarakat (Studi Penelitian Di Dinas perizinan di Kabupaten Bantul), Riset Daerah, Vol. IX, No. 
2, (Agustus, 2012), 55. 
73 Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu 
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74 Muhamad Iqbal, Fiqh Siyāsah, ( Jakarta: Kencana,2004), 177. 
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Dalam siyāsah, konstitusi disebut juga dengan al-dustūry, kata ini 
berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah” seorang yang memiliki 
otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Setelah mengalami 
penyerapan ke dalam bahasa arab, kata dustûri berkembang  pengertianya 
menjadi azas, dasar, ataupun pembinaan.76 Persoalan siyāsah al-
dustūriyyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok, pertama, 
dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur’an maupun hadist, maqăsidu 
syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang 
tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Kedua, aturan-
aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk 
di dalamnya hasil ijtihad para ulama, walaupun tidak seluruhnya.77 
Dalam siyasah ruang lingkup yang dibahas meliputi siyāsah al-
dustūriyyah, siyāsah dauliyyah, dan siyāsah harbiyyah. Salah satu dari 
ketiga bagian tersebut yang merupakan teori yang digunakan dalam tesis 
ini adalah siyāsah al- dustūriyah yang meliputi pengkajian tentang 
penetapan hukum (tasrȋ’iyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan 
(qadhā’iyyah) oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan 
(idāriyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.78 
Pemerintah eksekutif ialah struktur pemerintahan yang 
menyelenggarakan fungsi. Fungsi penerapan peraturan tidak hanya 
meliputi pelaksanaan peraturan sebagai aturan dan prilaku, akan tetapi juga 
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mencakup pembuatan keputusan yang bersifat penjabaran. Pemerintah 
dalam negara yang menerapkan kabinet presidensial ialah Presiden dan 
wakil Presiden, para menteri dan birokrasi. 
Secara etimologis birokrasi  berasal dari kata “biro” (bureau) yang 
berarti kantor ataupun dinas, dan kata “krasi” (cracy, kratie) yang berarti 
pemerintahan. Sedangkan secara tipologis (tipe ideal).79 
Menurut Max Weber dalam bukunya Ramlan Surbakti yang 
berjudul “MemahamiIlmu Politik” mendeskripsikan  sejumlah karakteristik 
birokrasi sebagai berikut: 
a. Organisasi ini terdapat pembagian kerja dengan spesialis peranan yang 
jelas. 
b. Organisasi jabatan ini mengikuti prinsip hirarki. Artinya, jabatan yang 
lebih rendah berada dalam kontrol dan pengawasan jabatan yang lebih 
tinggi. 
c. Organisasi jabatan ini dilakukan berdasarkan sistem aturan abstrak ke 
dalam kasus-kasus yang khusus. 
d. Setiapa pejabat melaksanakan tugasnya dalam semangat dan 
hubungan yang formal dan impersonal, yakni tanpa perasaan benci 
atau simpati, karena itu tanpa afeksi atau antusiasme. 
e. Organisasi administrasi yang bertipe birokrasi dari segi teknis murni 
cenderung lebih mampu mencapai tingkat efesiensi yang lebih baik.80 
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2. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Siyăsah al Dustūriyah 
al-Idāriyyah 
Sesuai yang telah dijelaskan diatas, bahwa Siyāsah al-dustūriyyah 
adalah bagian siyāsah yang membahas masalah perundang-undangan 
negara. Disamping itu dustūr juga bisa diartika prinsip-prinsip pokok bagi 
pemerintahan negara mana pun, seperti di dalam perundang-undangan, dan 
peraturan-peraturanya. Kata prinsip berarti asas, yaki kebenaran yang 
menjadi pokok dasar orang berfikir, bertindak, dan sebagainya.81Hal 
tersebut sesuai dengan perkembangan makna dustūri yang bisa diartikan 
suatu azas atau pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang 
dilakukan oleh birokrasi (eksekutif) atau Siyăsahal-dustūriyah al- 
idāriyyah.82 
Dengan demikian, penyelenggraan pemerintahan dalam Siyăsah al-
dustūriyah al- idāriyyah Allah juga telah memberi bimbingan dan 
petunjuk sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhamad SAW. 
Kesuksesan Islam yang ditunjukan oleh nabi dalam menciptakan tatanan 
politik membuat kekaguman banyak masyarakat, etika dan kebudayaan 
telah banyak memberikan banyak konstribusi penting bagi peradapan 
dunia.83 
Namun hal ini tidak dimaksudkan, sebagai suatu yang baku, karena 
Allah lebih banyak memberikan garis-garis besarnya saja melalui al-
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Qur’an dan al-Sunah. Untuk itu, manusia harus dapat melakukan 
pemahaman kreatif terhadap garis-garis besarnya saja melalui al-Qur’an 
dan al-Sunah. Dengan itu, manusia harus dapat melakukan pemahaman  
kreatif terhadap garis-garis besar tersebut agar dapat diterapkan dalam 
masyarakat Islam, sesuai dengan tuntutan zaman xg berkembang. 
Pemahaman kreatif inilah yang disebut dengan ijtihad sesuai dengan 
persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari siyasah al-dustūriyyah.84 Hal 
tersebut dikarenakan diantara filsafat hidup perkembangan masyarakat 
adalah memecahkan masalah dan mencari tujuan, berikhtiyar untuk 
membuka jalan pengertian,  berfikir sedalam-dalamnya setiap gejala yang 
dipermasalahkan, agar sampai pada kesimpulan yang umum serta dengan 
menggunakan sistem dan metode.85 
Sebagai sumber ajaran Islam al-Qur’an dan al-Sunnah tidak 
mengatur secara ekplisit bagaimana pemerintahan Islam harus dijalankan 
oleh negara. Islam hanya mengatur prinsip-prinsip umum saja. Menurut 
Azhary, prinsip-prinsip pemerintahan Islam tersebut kekuasaan sebagai 
amanah, musyawarah, keadilan, perlindungan terhadap HAM, peradilan 
yang bebas, perdamaian,  kesejahtraan, dan ketaatanrakyat terhadap 
pemerintahan.  
Sementara Munawir Sjadzali hanya menyebutkan enam prinsip saja 
yang terdapat dalam al-Qur’an  yaitu prinsip kedudukan manusia di bumi, 
musyawarah, ketaatan pada pemimpin,  keadilan persamaan dan hubungan 
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baik antar agama. Adapun Pulungan mengemukakan enam belas prinsip 
dalam nomokrasi Islam yang digariskan al-Qur’an. Dari pendapat-
pendapat diatas, setidaknya kita dapat menyimpulkan prinsip-prinsip 
nomokrasi Islam sebagai berikut: 
a. Prinsip kedudukan manusia di bumi 
b. Prinsip kekuasaan sebagai amanah 
c. Prinsip penegakan keadilan 
d. Prinsip musyawarah 
e. Prinsip kapatuhan kepada pemimpin 
f. Prinsip persaudaraan dan kesatuan 
g. Prinsip perdamaian 
h. Prinsip amar ma’ruf nahi munkar 
i. Prinsip profesionalisme( kejujuran) dan akuntabilitas publik dalam 
pengisian jabatan pemerintahan. 
j. Prinsip penegakan HAM.86 
3. Good Governancedalam Perspektif Al-Maslahah Al-‘Ammah 
Sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam 
Siyăsah al-dūsturiyyah al-Idāriyyah, bahwa prinsip pemerintahan yang 
harus dijalankan olehSiyăsahal-dustūriyyah al-idāriyyah (birokrasi atau 
eksekutif) merupakan usaha untuk menciptakan pemerintahan yang baik 
(good governance). Sedangkan asas-asas pemerintahan yang baik 
(AAUPB) dalam dalam pemerintahan Islam juga dapat digali pula dari 
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sumber utamanya, yaitu al-Qur’an dan al- Hadist. Hal tersebut antara lain  
asas amanah, asas tanggung jawab (al-mas-ūliyyah), asas maslahah (al-
maslahah), dan asas pengawasan (al-muhāsabah). Pengawasan (al-
muhasabah) tersebut  terdiri dari pengawasan transendental(al-muhāsabah 
al-illahiyyah), pengawasan oleh pribadi (al-muhāsabah al- shakhṣiyyah) 
dan pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (al-
muhāsabah al-qomariyyah).  
Di Indonesia dikenal adanya pengawasan melekat, pengawasan 
internal, pengawasan eksternal dan fungsional. Dalam menjalankan tugas 
yang baik, pengawasan menjadi hal yang penting dalam menjalankan 
tugas, ucapan dan perilaku para pejabat dan aparatur negara.87 AAUPB 
pada umumnya digunakan oleh para aparatur penyelenggaraan kekuasaan 
negara dalam merumuskan kebijakan publik dan digunakan untuk 
pengambilan keputusan pada khususnya. Suyuti pulungan menyebutkan 
dasar dari al-Qur’an yang dijadikan prinsip umum pelaksanaan kebijakan 
seorang pemimpin untuk mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam 
al-siyāsah88 
Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam Siyăsah al-
dūsturiyyah al-Idāriyyah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik 
yang telah dijelaskan di atas merupakan kunci atau usaha untuk 
menciptakan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good 
governance). Hal tersebut guna untuk kemaslahatan umat/masyarakat dan 
                                                          
87 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara..., 242. 
88 Beni Ahmad Saebani,  Fiqh Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam 
Sejak Muhamad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 124. 

































mencegah dari kemadharatan sesuai dengan lima kaidah-kaidah fiqhiyyah 
assasiyyah. Kelima kaidah ini merupakan yang pokok. Semua ulama 
merujukan semua masalah fiqh kepada kelima kaidah fiqh tersebut. 
bahkan, sebagian ulama mengembalikan fiqh kepada satu qaidah yang 
lengkap, yaitu:  
دس افملا ءردو حل اصملا بلج 
                   Artinya: “Menarik maslahat dan menolak mafsadat”89 
Kata al-mashalahah adalah kata bahasa arab yang berbentuk mufrad 
(tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya adalah al-mashālih. Dilihat dari 
segi lafatnya, kata al-mashalahah setimbangan dengan lafat maf’alah  dari 
kata ash-shalāh. Kata tersebut mengandung makna keadaanya yan 
sempurna, ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu itu dengan 
peruntukanya. 
Kata yang hampir sama maknanya dengan kata al-mashlahah ialah 
kata al-khair (kebaikan), al-naf’u (manfaat) dan makna al-hasanah 
(kebaikan). Adapun makna yang hampir sama maknanya dengan kata- al-
mafsadah ialah asy-syarr (keburukan), adh-dharr (bahaya) dan as-sayyi’ah 
(keburukan). Al-Qur’an sendiri selalu menggunakan kata al-hasanah 
untuk menunjukan  pengertian al-mashlahah, serta kata as-sayyi’ah untuk 
menunjuk pengertian al-mafsadah.90Imam al-Ghazali  mengemukakan 
                                                          
89 Rachmat Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),  270-272. 
90 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta : Amzah, 2010), 305. 

































pada prinsipnya mashlahah adalah mengambil manfaat dan menolak 
kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.91 
Adapun manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara’(Allah) 
adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya untuk 
mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluknya. Manfaat 
merupakan suatu yang akan menghantar kepada kenikmatan. Dengan 
demikian tujuan utama al-mashlahah al-‘ammah adalah kemashlahatan, 
yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatanya.92 
Secara sederhana maslahat itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat 
diterima oleh akal sehat. Dalam artian akal dapat mengetahui dengan jelas 
kenapa begitu. Setiap suruhan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa 
Allah menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia 
baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah maupun tidak.93 Seperti alasan 
perintah sholat yang terkandung dalam  al-Qur’an  surat al-Ankabut, 
29:45: 
 َكْنُمْلاَو ِءاَشَْحفْلا ِنَع ىَهَْنت َةلاَّصلا َّنِإ َةلاَّصلا ِمَِقأَو ِر  
Sesungguhnya shalat itu mencegah dari ( perbuatan-perbuatan) keji 
dan munkar.94 
 
Teori al-Maslahah al-‘ammah terikat pada konsep bahwa syari’ah 
ditunjukan kepada kepentingan masyarakat, dan berfugsi untuk 
                                                          
91 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114. 
92 Andewi Suhartini, Ushul Fiqh, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2012), 
hal 138. 
93 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017),  247. 
94 al-Qur’an, 29: 45. 

































memberikan kemanfaatan dan mencegah kemafsadatan.95Hal tersebut 
senada dengan maksud-maksud syariat yaitu tujuan yang menjadi target 
teks dan hukum particular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. 
Baik berupa perintah, larangan, dan mubah.Untuk individu, keluarga, 
jamaah, dan umat. Maksud-maksud tersebut juga bisa disebut dengan 
hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkanya hukum, baik yang 
diharuskan maupun tidak. Karena setiap hukum yang disyariatkan oleh 
Allah untuk hambanya pasti terdapat hikmah.96 
Dengan hal tersebut sudah tentu Allah tidaklah mungkin membuat 
perundang-undangan atau syariat dengan main-main atau senda gurau, 
tidak pula menciptakanya dengan sembarangan ( sungguh maha suci Allah  
dari semua hal seperti ini), namun Allah mensyariatkan perundang-
undangan Islam untuk tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan 
akhirat yang kembali kepada para hamba, sehingga kesejahteraan akan 
merata dan rasa aman sentosa akan mendominasi.97 
Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang 
pencapaianya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak 
memafsadatan. 
1. Kemaslahatan dharuriyyah (inti/pokok); kemaslahatan maqashid 
syar’iyyah yang berada urutan paling atas. 
                                                          
95 Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis, 
(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 127. 
96 Yusuf Al- Qaradhawi, Fiqh Maqoshid Syari’ah, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2017), 
hal 18. 
97 Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar,  Maqashid Syariah, (Jakarta: Amzah, 2009), xiv. 

































2. Kemaslahatan ghairu dharuriyyah (bukan kemaslahatan pokok); 
namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan. 
Kemaslahatan merupakan inti/pokok yang disepakati dalam semua 
syariat yang mencakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut 
oleh para ulama dengan nama al-kulliyyat al-khams (lima hal inti/pokok) 
yang mereka anggap sebagai dasar dan tujuan umum syariat yang harus 
dijaga, sebagaimana dikatakan Imam al-Ghazali dan Imam Asy-Syathibi, 
yaitu: 
1. Menjaga agama ( Hifdz ad-Din) 
2. Menjaga jiwa ( Hifdz an-Nafs) 
3. Menjaga akal ( Hifdz al-Aql) 
4. Menjaga harta ( Hifdz al-Mal) 
5. Menjaga keturunan ( Hifdz an-Nasl)98 
Menurut Jasser Auda, agar syariah Islam mampu memainkan peran 
positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu 
menjawab tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori 
maqăsid seperti yang dikembangkan dalam hokum Islam klasik harus 
diperluas. Yang semula terbatas pada kemashlahatan individu, harus 
diperlua dimensinya menjadi wilayah yang lebih umum.99 
Sedangkan kategori yang kedua merupakan kemaslahatan yang tidak 
inti dan kemaslahatan ini dibagi menjadi dua, yaitu: 
                                                          
98 Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah…, xv. 
99 Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke 
Arah Fiqh Post-Post-Modernisasi, Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 6, No. 1, (Juni 2012), 
51. 

































1. Hajji (bersifat kebutuhan), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan 
manusia untuk bisa melakukan pekerjaan dan memperbaiki kehidupan 
mereka, seperti jual beli, sewa menyewa. 
2. Tahsini (bersifat perbaikan), yakni kemaslahatan yang merujuk 
kepada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan 
seseorang menuju muru’ah dan jalan diatas metode lebih utama dan 
jalan yang lebih baik.100 
Ketiga kemaslahatan tersebut perlu dibedakan, agar seorang muslim 
dapat menentukan prioritas  dalam mengambil suatu kemaslahatan. 
Kemaslahatan dharūriyah  harus lebih didahulukan  dari pada 
kemaslahatan hājiyyah  dan kemashlahatan hājiyyah lebih didahulukan 
dari kemaslahatan tahsȋniyyah. 
Sedangkan dilihat dari segi kandungan mashlahah, para ulama ushul 
fiqh membaginya kepada: 
1. Mashlahah al-‘amah  (ةماعلا ةحلصملا) , yaitu kemaslahatan yang 
menyangkut kepentingan orang banyak. 
2. Mashalahah al-khashshah ةصاخلا ةحلصملا), yaitu kemashlahatan yang 
bersifat pribadi, dan ini sangat jarang sekali.101 
Para ulama yang menjadikan mashlahat sebagai salah satu dalil syara’, 
menyatakan bahwa dasar hukum mashlahah mursalah adalah: 
1. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, 
demikian pula kepentiangan dan keperluan hidupnya, kenyataan 
                                                          
100 Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah..., xvi 
101 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh..., 116. 

































menunjukan bahwa  banyak hal-hal dan persoalan yang tidak terjadi 
pada masa Rasulullah Saw.  
2. Sebenarnya para sahabat, tabi’in tabi’at dan para ulama yang datang 
sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat 
menetapkan hukum sesuai kemashlatan kaum muslimin pada saat 
itu.102 
Adapun untuk obyek maslahat mursalah adalah kejadian atau 
peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satu pun nash 
(al-Qur’an dan hadist) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini 
disepakati oleh kebanyakan  pengikut mazhab yang ada dalam fiqh, 
demikian pernyataan Imam al-Qarafi Ath-Thufi dalam kitabnya 
Mashalihul Mursalah menerangkan hukum dalam bidang muamalah dan 
semacamnya, sedang soal-soal ibadah adalah Allah untuk menetapkan 
hukumnya. Karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap 
hikmah ibadah itu.103 
 
                                                          
102 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh…,  81. 
103 Ibid., 82. 
































GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
Dalam pembahasan tentang “Kajian UU No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik dan Implementasinya Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa” 
(Di Desa Sidoharjo dan Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten 
Nganjuk) perlu adanya data dari lapangan, guna untuk melihat transparansi 
pelayanan publik yang telah diamanatkan oleh UU No. 25 Tahun 2009 tentang 
pelayanan publik dengan praktik yang sudah dijalankan pemerintah Desa 
Sidoharjo dan Desa Banjaranyar.  
Untuk melihat sejauh mana pemerintah desa sebagai penyelenggara 
pelayanan publik sudah mengimplementasikan bentuk-bentuk transparansi 
pelayanan publik. Berikut adalah pemaparan data dari lapangan yang dihasilkan 
peneliti: 
A. Gambaran Umum Pemerintah Desa 
Deskripsi wilayah penelitian sangat di perlukan dalam penelitian ini. Hal 
ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dari wilayah dan guna untuk 
mempermudah dalam penelitian. Deskripsi wilayah penelitian terdiri dari 
pemaparan tentang pemerintahan desa yang menjadi objek penelitian. 
1. Pemerintah Desa Sidoharjo 
a. Sejarah Desa 
Sejarah Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk 
tidak terlepas dari sejarah masyarakat Samin Kabupaten Nganjuk. Desa ini 
awalnya bernama ”DESA JARAKAN” dengan Kepala Desa seumur desa 

































yang bernama “ SUROJOYO”. Kepala Desa Surojoyo adalah kepala desa 
yang dermawan, karena sangat perpengaruh oleh gaya kehidupan 
masyarakat Samin pada waktu itu. 
Dengan adanya semangat perubahan, maka Desa Jarakan pada Tahun 
1962 diubah namanya menjadi “ DESA SIDOHARJO”. Adapun nama 
Sidoharjo didasarkan pada asumsi orang tua dulu bahwa SIDO dalam 
bahasa Jawa yang artinya JADI sedangkan HARJO atau REJO kalau bahasa 
Jawa artinya RAMAI atau kalau digabungkan menjadi “Desa yang ramai”. 
Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa 
Sidoharjo adalah: 
1) Surojoyo 




6) Sigit Somopawiro 
7) Martadji 
8) PJ Suwarno 
9) Agus Sumarno 
10) KH. A Syaiful Anam S. PdI., M. Si. 
11) KH. A. Syaiful Anam S. PdI., M. Si. 
 
 

































b. Geografis Desa 
Desa Sidoharjo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan 
Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, yang berada pada ketinggian 46 meter 
diatas permukaan laut. Adapun untuk luas wilayah Desa Sidoharjo adalah 
629,613,5 Ha. 
Secara administrasi, Desa Sidoharjo terletak di wilayah Kecamatan 
TanjunganomKabupaten Nganjuk dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-
desa tetangga, berikut adalah batas-batas wilayah Desa Sidoharjo: 
1) Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sambirejo  
2) Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Banjaranyar 
3) Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumberkepuh  
4) Di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Warujayeng. 
Untuk jarak tempuh Desa Sidoharjo ke Ibu Kota Kecamatan 
Tanjunganom adalah 1km, yang hal tersebut dapat ditepuh dengan waktu 
sekitar 5 menit dengan kendaraan bermontor. Sedangkan jarak tempuh ke 
Ibu Kota Kabupaten adalah 17 km, yang dapat ditempuh dengan waktu 
sekitar 30 menit. 
c. Demografis Desa Sidoharjo 
Untuk demografis Desa Sidoharjo Berdasarkan data administrasi 
pemerintah desa Tahun 2017, dengan jumlah total penduduk 9. 252 jiwa, 
dengan rincian 4.545 laki-laki dan 4.707 perempuan. 
 
 

































d. Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa Sidoharjo 
Berpedoman pada Peraturan Dearah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 
Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan 
desa terdiri dari: 
1) Kepala desa                                    : KH. A. Syaiful Anam, S. PdI 
2) Perangkat desa   :  
a) Sekretaris desa  : Ir. Puguh Riyanto 
b) Kaur. Tata usaha dan umum      : Didik Sugiantoro 
c) Pelaks. Tata usaha dan umum    : Suwarni 
d) Kaur Keuangan                          : Jaed 
e) Kaur Perencanaan                      : Mawardi 
f) Pelaks. Perencanaan                   : Supriono 
g) Kasi Pemerintahan   : Sudarto 
h) Pelaks. Sie Pemerintahan  : M. Munawar 
i) Kasi Kesejahteraan                     : Ali Afandi 
j) Pelaks. Sie Kesejahteraan           : Muhari 
k) Kasi Pelayanan                           : Imam Wakhid 
l) Kepala Dusun                             :  H. Harsono S. Pd,  
                                                                       : Suwarno 
                                                                       : Amin Thohari 
e. Visi dan Misi  
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana 
Desa Sidoharjo harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, 

































antisipatif, inovatif serta produktif. Sedangkan untuk visi Pemerintah Desa 
Sidoharjo adalah:  
“Terwujudnya Desa Sidoharjo Yang Rukun, Damai, Relegius dan 
Makmur serta Terdepan Dalam Bidang Pembangunan dan Pertanian”. 
Makna dari pernyataan visi tersebut adalah untuk terjalinya sinergi yang 
dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Sidoharjo dan seluruh lembaga 
desa dalam merealisasikan pembangunan Desa Sidoharjo secara terpadu. 
Sedangkan untuk misi Pemerintah Desa Sidoharjo adalah sebagai 
berikut: 
1) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk 
menambah keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa. 
2) Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar 
dan intrn warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan 
agama, keyaqinan, organisasi, dan lainya dalam suasana saling 
menghargai dan menghormati. 
3) Mengembangkan usaha kecil dan menengah 
4) Menumbuh kembangkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani 
serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan 
petani. 
5) Menata Pemerintah Desa Sidoharjo yang kompak dan 
bertanggungjawab dalam mengemban amanat masyarakat. 
 
 

































f. Masalah dan Potensi Desa 
Agar pembangunan desa berhasil sesuai dengan tujuannya, maka 
harus ditangkap kondisi dan gejala yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut 
menyangkut masalah yang masih menjadi kendala dalam terwujudnya 
kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Sidoharjo. Beberapa masalah 
yang strategis tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 
1) Masih rendahnya pendapatan petani dan produktifitas pertanian 
Masyarakat Desa Sidoharjo mayoritas bermata pencarian  
sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. Oleh karena itu 
bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Untuk meningkatkan 
perekonomian masyarakat agar lebih maju dan sejahtera lagi. 
2) Masihnya rendahnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta 
kesehatan 
Untuk aksesibilitas bidang pendidikan  secara umum  sudah 
cukup memadai, akan tetapi masih ada angka putus sekolah. 
Sedangkan aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan 
kesehatan sudah menunjukan perbaikan, namun masih kurang 
berfungsinya Polindes Desa karena rusak berat, dengan hal tersebut 
pelayanan masyarakat miskin belum maksimal. 
3) Belum memadainya pembangunan infrastruktur 
Keberadaan sarana dan prasarana insfratruktur sangat diperlukan 
dalam pembangunan desa, sehingga akses informasi dan distribusi 
barang dan jasa dapat bisa dirasakan lebih merata oleh masyarakat. 

































Sedangkan untuk kondisi jalan saat ini sangat menurun, karena 
perbaikan jalan belum diimbangi dengan peningkatan dan sistem 
kualitas dan sistem pemeliharaan yang optimal. 
4) Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap usaha kecil dan 
masih tingginya pengangguran 
Ada berbagai usaha kecil di masyarakat belum mendapatkan 
perhatian dan pembinaan dari pemerintah, termasuk dalam hal 
pendanaan untuk meningkatkan produksi, sehingga bisa menyerap 
kebutuhan tenaga kerja. Sedangkan untuk pengangguran masih cukup 
tinggi, terutama setelah tanam / penen pertanian. 
5) Masih rendahnya konstribusi PAD terhadap APBDes 
Sumbangan PAD  terutama dari pendapatan BUMDES terhadap 
APBDes masih rendah, sehingga perlu adanya usaha untuk 
mengoptimalkan meningkatkan pendapatan desa. 
Sedangkan dalam hal potensi Desa Sidoharjo memiliki potensi yang 
sangat besar, baik dalam sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun 
kelembagaan atau organisasi. Namun hingga saat ini sumber daya yang ada 
tersebut masih belum optimal diberdayakan. Di antara potensi-potensi 
tersebut adalah: 
1) Potensi Ekonomi 
Lahan pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya. 
Dan beberapa usaha kecil (kerajinan tangan) yang mempunyai nilai 
tinggi belum dimanfaatkan secara maksimal. 

































2) Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan 
Potensi kelembagan yakni sudah tersedianya kualitas SDM 
pemerintah desa yang cukup baik, tersedianya sarana dan prasarana 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan semakin tertatanya 
kelembagaan pemerintah desa. 
3) Potensi Sosial Budaya 
Potensi sosial budaya di Desa Sidoharjo yaitu keragaman budaya 
masyarakat di dusun-dusun merupakan aset potensial bagi masyarakat, 
cukup banyaknya sumber daya manusia angkatan kerja diberbagai 
lapangan pekerjaaan, dan cukup tinggi potensi kepemudaan untuk 
menggerakan ekonomi pedesaan. 
2. Pemerintah Desa Banjar Anyar 
a. Sejarah Desa 
Sejarah Desa Banjaranyar tidak terlepas dari sejarah masyarakat desa-
desa di sekitar Kabupaten Nganjuk. Sejarah berdirinya Banjaranyar 
awalnya merupakan gabungan beberapa dusun dengan lurah seumur hidup. 
Orang yang pertama kali menjabat pertama adalah Doel Salam, kemudian 
kemudian diteruskan oleh lurah-lurah yang lainya. 
Sejak adanya UU Nomor 5 Tahun 1979 yang mengatur tentang 
pembatasan masa jabatan kepala desa, maka masa jabatan kepala desa 
seumur hidup  menjadi 8 (delapan tahun), dan di Desa Banjaranyar 
diadakan pemilihan kepala desa yang mengacu pada aturan UU tersebut 
pertama kali dilaksanakan pada tahun 1990. Desa Banjaranyar terdiri dari 

































6 Dusun, yang terdiri dari Dusun Krajan/Banjaranyar, Dusun 
Sumberagung, Dusun Sumberwungu, Dusun Sumberjo, Dusun Blimbing, 
dan trakhir Dusun Sumberwaru. Berikut beberapa kepala desa yang pernah 
menjabat hingga sekarang: 
1) Doel Salam 
2) Soerodjoyo 
3) Soemo Diwiryo 
4) Mimbar 
5) Prapto Miharjo      ( Tahun 1939 sampai Tahun 1972) 
6) Bambang Prayitno ( Tahun 1972 sampai Tahun 1990) 
7) Samijo                    ( Tahun 1990 sampai 1999) 
8) Hengki Yulianto     ( Tahun 1999 sampai 2013) 
9) Samsul Anam         ( Tahun 2013 sampai sekarang) 
b. Geografis Desa 
Secara geografis Desa Banjaranyar terletak di wilayah Kecamatan 
Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan posisi dibatasi oleh wilayah 
desa-desa tetangga, berikut adalah batas-batas wilayah Desa Banjaranyar: 
1) Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sambirejo 
2) Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wates, Ngadirejo 
Kecamatan Tanjunganom, Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro 
3) Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumberkepuh 
4) Di sebelah Timur berbatasab dengan Desa Sidoharjo. 
 

































c. Demografis Desa Banjaranyar 
Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2014, 
jumlah total penduduk Desa Banjaranyar adalah 8.468, dengan rincian 
4.257 laki-laki dan 4.221 perempuan. 
d. Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa Banjaranyar 
Berpedoman pada Peraturan Dearah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 
Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan 
desa terdiri dari: 
Nama Pejabat Pemerintah Desa Banjaranyar: 
1) Kepala desa          : Samsul Anam 
2) Perangkat desa          :  
a) Sekretaris desa                       : M. Sirojutolibin 
b) Kaur. Tata usaha dan umum  : Jauhar Rachmad 
c) Kaur Keuangan                      : Koirul Rozikin 
d) Kaur Perencanaan                  : Purwanto 
e) Kasi Pemerintahan                 : Bunaji 
f) Kasi Kesejahteraan                : Darmawan 
g) Kasi Pelayanan                      : Andhika Pratama 
h) Kepala Dusun                        : Ryza Bakti Kusuma, S. Pd. 
                                     : Slamet Hariyono, S. Kom. 
                                     : Nurul Kurniawan, S. H. 
                                     : Agung Cahya Pratama 
                                     : Imam Wahyudi 

































                                                                   : Istiqomah 
e. Visi dan Misi  
Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah desa mempunyai 
visi dan misi yang cukup untuk bisa memajukan pembangunan desa. Visi 
merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Desa 
Banjaranyar harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, 
antisipatif, inovatif, serta produktif. Sedangkan untuk visi Pemerintah 
Desa Banjaranyar adalah: 
“Menciptakan Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Yang 
RelegiusDengan Tingkat Ekonomi Tinggi” 
Makna dari pernyataan visi tersebut adalah untuk terjalinnya sinergi 
yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Banjaranyar dan 
seluruh lembaga desa dalam merealisasikan pembangunan Desa 
Banjaranyar secara terpadu. 
Sedangkan untuk misi Pemerintah Desa Banjaranyar adalah sebagai 
berikut: 
a) Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk  pengembangan dan 
optimalisasi sector pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, 
baik tahap produksi maupun tahap pengelolaan hasilnya. 
b) Membangun dan meningkatkatkan hasil pertanian dengan jalan 
penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, dan pola 
tanam yang baik. 
c) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius. 

































d) Menata pemerintahan Desa Banjaranyar yang kompak dan 
bertanggungjawab dalam mengemban amanat masyarakat. 
e) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal 
maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga 
masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan 
intelektual, inovatif dan entrepreneur (wirausahawan). 
f. Masalah dan Potensi Desa 
Agar pembangunan desa berhasil sesuai dengan tujuanya, maka harus 
ditangkap kondisi dan gejala yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut 
menyangkut masalah yang masih menjadi kendala dalam terwujudnya 
kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Sidoharjo. Beberapa masalah 
yang strategis tersebut diantaranya adalah: 
1) Masih rendahnya pendapatan petani dan produktifitas pertanian 
Masyarakata Desa Sidoharjo mayoritas bermatapencarian  sebagai 
petani atau bekerja  di bidang pertanian. Oleh karenanya bidang 
pertanian harus menjadi prioritas utama.Untuk meningkatkan 
perekonomian masyarakat. 
2) Masihnya rendahnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta 
kesehatan. 
Untuk aksesibilitas bidang pendidikan  secara umum  sudah cukup 
memadai, akan tetapai masih angka putus sekolah. Sedangkan 
aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan 
sudah menunjukan perbaikan, namun masih kurang berfungsinya 

































Polindes Desa karena rusak berat, dengan hal tersebut pelayanan 
masyarakat miskin belum maksimal. 
3) Belum memadainya pembangunan infrastruktur 
Keberadaan sarana dan prasarana insfratruktur sangat diperlukan 
dalam pembangunan desa, sehingga akses informasi dan distribusi 
barang dan jasa dapat bisa dirasakan lebih merata oleh masyarakat. 
Sedangkan untuk kondisi jalan saat ini sangat menurun, karena 
perbaikan jalan belum diimbangi dengan peningkatan dan sistem 
kualitas dan siste pemeliharaan yang optimal. 
4) Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap usaha kecil dan 
masih tingginya pengangguran 
Ada berbagai usaha kecil di masyarakat belum mendapatkan 
perhatian dan pembinaan dari pemerintah, termasuk dalam hal 
pendanaan untuk meningkatkan produksi, sehingga bisa menyerap 
kebutuhan tenaga kerja. Sedangkan untuk pengangguran masih cukup 
tinggi, terutama setelah tanam / penen pertanian. 
5) Masih rendahnya konstribusi PAD terhadap APBDes 
Sumbangan PAD terutama dari pendapatan BUMDES terhadap 
APBDes masih rendah, sehingga perlu adanya usaha untuk 
mengoptimalkan meningkatkan pendapatan desa. 
Sedangkan dalam hal potensi Desa Banjaranyar memiliki potensi yang 
sangat besar, baik dalam sumber daya alam, sumber daya manusia, 
maupun kelembagaan atau organisasi.Namun hingga saat ini sumber daya 

































yang ada tersebut masih belum optimal diberdayakan. Di antara potensi-
potensi tersebut adalah: 
1) Potensi Ekonomi 
Lahan pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya. 
Dan beberapa usaha kecil (kerajinan tangan) yang mempunyai nilai 
tinggi belum dimanfaatkan secara maksimal. 
2) Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan 
Potensi kelembagan yakni sudah tersedianya kualitas SDM 
pemerintah desa yang cukup baik, tersedianya sarana dan prasarana 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan semakin tertatanya 
kelembagaan pemerintah desa. 
3) Potensi Sosial Budaya 
Potensi sosial budaya di Desa Sidoharjo yaitu keragaman budaya 
masyarakat di dusun-dusun merupakan asset potensial bagi masyarakat, 
cukup banyaknya sumber daya manusia angkatan kerja  diberbagai 
lapangan pekerjaaan, dan cukup tinggi potensi kepemudaan untuk 
menggerakan ekonomi pedesaan. 
 
B. Implementasi Transparansi Pelayanan Publik Pemerintah Desa 
Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik bahwa 
pemerintah desa merupakan salah satu penyelengara pelayanan publik. Dalam 
pasal 1 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penyelenggara 
adalah institusi penyelenggaa negara, korporasi, lembaga idependen yang 

































dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, badan 
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 1 
Sesuai UU tersebut sebagai penyelenggara pelayanan publik pemerintah 
desa harus berasaskan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, 
agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 
Sebagaimana dikemukakan oleh Ryas Rasyid, bahwa karakteristik good 
governance yaitu: prinsip kepastian hukum, prinsip keterbukan, prinsip 
akuntabilitas, prinsip profesionalitas, perkembangan sistem dan partisipasi.2 
Salah satunya dari transparansi pelayanan publik pemerintah desa adalah 
dalam hal pengelolaan alokasi dana desa. Hal tersebut guna untuk terciptanya 
penggunaan alokasi dana desa yang diprioritaskan dan tepat sasaran. Sesuai 
dengan Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2017 tentang pedoman 
penyusunan penyusunan APB Desa. Penggunaan alokasi dana desa 
diprioritaskan untuk membiayai: 
1. Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala 
desa, perangkat desa, staf desa, dan BPD. 
2. Kegiatan oprasional Pemerintah Desa 
3. Kegiatan oprasional BPD 
4. Kegiatan pemilihan desa 
5. Kegiatan pengangkatan perangkat desa 
6. Kegiatan pembentukan BPD 
                                                          
1 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
dalam dalam http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-
Publik.pdf, (29 September 2017) 
2 Agusniar Rizka Luthfia, “Menilik Urgensi Desa Di Era Otonomi Daerah”, Of Rural 
and Development, Vol. IV, No. 2, (Agustus, 2013), 142. 

































7. Kegiatan forum Pembina desa 
8. Kegiatan penyelenggaraan evaluasi tingkat pengembangan desa 
9. Kegiatan sistem administrasi  dan informasi desa 
10. Kegiatan penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan desa 
11. Kegiatan pembentukan dan pembinaan lembaga kemasyarakatn dan 
lembaga adat.3 
Pengelolaan alokasi dana desa sebagai bagian dari pembangunan desa, 
sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan 
karakteristik good governance. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, peneliti 
akanmelihat bentuk-bentuk transparansi pelayanan publik alokasi dana desa, 
mulai dari sejauh mana pemerintah desa menyediakan akses informasi, 
melakukan inovasi bentuk transparansi dan partisipasi langsung masyarakat 
dalam pengelolaan alokasi dana desa. Sesuai dengan prinsip good governance 
dan kemanfaatan yang diterima masyarakat dari penyelenggara pelayanan 
publik. 
Dalam tingkat transparansi pelayanan pubik dalam 
implementasinyapengelolaan alokasi dana desa dimulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan alokasi 
dana desa dan bentuk transparansi yang sudah di sediakan secara tidak 
langsung di Kantor Pemerintah Desa. Berikut adalah bentuk-bentuk 
implementasi transparansi pelayanan publik pemerintah Desa Sidoharjo dan 
                                                          
3 Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2017 

































Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 
1. Pemerintah Desa Sidoharjo 
Sebelum peneliti memaparkan bentuk- bentuk praktik transparansi 
pelayanan publik yang sudah dijalankan pemerintah Desa Sidoharjo dalam 
alokasi dana desa, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan segala 
permasalahan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah desa dalam 
transparansi pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang 
pelayanan publik. 
Setelah peneliti melakukan penelitian di Desa Sidoharjo ada beberapa 
masalah yang belum dijalankan oleh pemerintah Desa Sidoharjo dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik. Sesuai dengan tujuan dan kegunaan 
terbentuknyaUU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Diantara 
masalah-masalah tersebut adalah: 
a. Belum adanya standar pelayanan 
Pertama yang ditemukan peneliti di Kantor Pemerintah Desa 
Sidoharjo adalah belum adanya standar pelayanan yang dibuat oleh 
pemerintah desa. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang 
dipergunakaan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara 

































kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, 
mudah, terjangkau, dan terukur.4 
b. Belum terpasangnya papan pengumuman kebijakan anggaran ADD 
Masalah lain yang ditemukan peneliti tentang transparansi pelayanan 
publik adalah belum terpasangnya papan pengumuman kebijakan 
anggaran ADD.  
Sebenarnyadalam hal papan pengumuman kebijakan ADD sudah 
dibuat oleh pemerintah desa, akan tetapi pengumuman kebijakan 
anggaran tersebut belum dipasang dengan baik. Dulu pernah 
dipasang akan tetapi sering hilang, diambil orang yang tidak 
bertanggungjawab, karena di Pemerintah desa Sidoharjo di 
sediakan wifi, akhirnya banyak anak-anak muda yang bermain di 
gedung pemerintah desa.5 
 
c. Belum tersedianya kotak saran/usulan 
Selain itu, dalamtransparansi pelayanan publik dalam pengelolaan 
alokasi dana desa, pemerintah Desa Sidoharjo kurang perhatian atau 
kesadaran dalam memberikan pelayanan publik tentang keterbukaan 
informasi maupun keterbukaan masukan/usulan dari masyarakat. Hal 
tersebut terlihat dari tidak adanya kotak saran/usulan yang disediakan 
pemerintah desa kepada masyarakat yang ada di Kantor Pemerintah Desa 
Sidoharjo. 
d. Belum tersedianya prosedur pelayanan 
Masalah lain yang ditemukan peneliti adalah belum tersedianya 
prosedur pelayanan di Kantor Pemerintah Desa Sidoharjo. Prosdur 
                                                          
4 Pasal 1 ayat (7)Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
dalam dalam http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-
Publik.pdf, (29 September 2017) 
5 Puguh Riyanto, Wawancara, Kantor Pemerintah Desa Sidoharjo, 12 Februari 2018. 

































pelayanan adalah persyaratan atau ketentuan teknis dalam produk 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sesuai dari informasi 
Kepala desa Sidoharjo: 
Dulu itu pernah ada, tentang teknis dan persyaratan pelayanan 
publik dengan bentuk banner, agar hal tersebut memudahkan 
masyarakat yang menginginkan kebutuhan pelayanan kepada 
pemerintah desa secara mudah, akan tetapi sudah rusak dan 
tidak dibuat lagi sampai sekarang. Karena biasanya 
pengumuman teknis dan syarat-syarat pelayanan publik tersebut 
sudah diumumkan liwat pengajian/ pertemuan-pertemuan 
masyarakat desa.6 
 
e. Belum disiplinya pegawai pemerintah desa 
Adapun yang paling penting dari masalah tentang pelayanan publik 
adalah disiplinya pemerintah desa. Akan tetapi hal tersebut belum terlihat 
dan dipraktikan oleh para pegawai di wilayah Kantor Pemerintah Desa 
Sidoharjo. Masih banyak para pegawai pemerintah desa yang terlambat 
menjadi masalah yang perlu adanya evaluasi dan pembinaan oleh kepala 
desa. Hal tersebut terbukti dengan adanya masyarakat yang 
membutuhkan pelayanan dari salah satu pegawai pemerintah desa, akan 
tetapi pegawai tersebut belum hadir di tempat. 
f. Belum adanya kesadaran dalam praktik transparansi pelayanan publik 
Dalam hal transparansi pelayanan publik, pemerintah Desa Sidoharjo 
belum mempunyai kesadaran atau perhatian terhadap bentuk transparansi 
pelayanan publik yang disediakan kepada masyarakat. Hal tersebut agar 
masyarakat bisa mendapatkan produk-produk pelayanan dengan mudah, 
                                                          
6 Saiful Anam, Wawancara, Kantor Pemerintah Sidoharjo, 2 Maret 2018. 

































terutama dalam hal transparansi pelayanan publik dalam alokasi dana 
desa. 
g. Belum adanya akses informasi elektronik 
Masalah yang tidak kalah penting dari transparansi pelayanan publik 
adalah tentang belum tersedianya sistem pemberian informasi kepada 
publik melalui media elektronik. Terutama dalam hal pengelolaan 
keuangan, yang dalam hal ini adalah tentang pengelolaan alokasi dana 
desa. 
Sedangkan berikut adalah hasildari penelitian tentang implementasi 
bentuk-bentuk transparansi pelayanan publik dalam hal pengelolaan 
alokasi dana desa (ADD) di Desa Sidoharjo, baik bersifat langsung 
maupun tidak langsung. Untuk yang bersifat langsung peneliti melihat 
praktik transparasi tersebut mulai dari sejauh mana pemerintah Desa 
Sidoharjo melibatkan partisipasilangsung masyarakat sesuai dengan 
prinsip good governance dan bentuk akses informasi kepada masyarakat. 
Dimulai dalam hal perencanaan, pelaksaksanaan, pengawasan, dan 
pertanggungjawaban. 
Adapun untuk yang bersifat tidak langsung peneliti melihat bentuk 
transparasi dari sistem pemberian  informasi kepada publik yang sudah di 
sediakan oleh pemerintah desa di Kantor Pemerintah Desa Sidoharjo 
maupun diluar Kantor Pemerintahan Desa Sidoharjo. 
Selanjutnya Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2017 
tentang pedoman penyusunan APB Desa. Bahwa penggunaankan alokasi 

































dana desa di prioritaskan untuk beberapa hal, yang salah satunya adalah 
untuk kegiatan sistem administrasi desa dan informasi desa serta kegiatan 
penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan desa. Maka penelitian ini 
akan melihat implementasi transparansi pelayanan publik tersebut dari 
keterlibatan langsung masyarakat serta bentuk akses informasi yang 
diberikan kepada masyarakat. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan dan pertanggungjawaban, serta inovatif bentuk transparansi 
pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa Sidoharjo. Berikut 
pemaparanya: 
a. Perencanaan  
Dalam hal perencanaan penggunaan alokasi dana desa,pemerintah 
desa memfasilitasi agenda musyawarahdesa (musdes) antara BPD dan 
masyarakat,guna untuk merencanakan penggunaan alokasi dana desa 
serta meminta masukan atau usulan dari berbagai unsur masyarakat 
sebagi bentuk respon dari keinginan masyarakat.  
Pemerintah desa dalam musyarawahdesa tersebut melibatkan 
partisipasi berbagai unsur masyarakat, diantaranya dari 
pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa), BPD, unsur 
kelembagaan desa (karang taruna, ketua RT, ketua RW), unsur 
lembaga tingkat desa (tokoh adat, tokoh agama, ketua kelompok 
tani, organisasi perempuan desa . Akan tetapi dari banyaknya 
unsur masyarakat yang di undang, tidak semua bisa hadir. Hal 
tersebut dikarenakan kurang kesadaranya masyarakat dalam hal 
perencanaan alokasi dana desa.7 
 
Dalam musyawarah desa tersebut juga dihadiri oleh unsure non 
warga desa  yang tidak memiliki hak suara, namun kedudukan/tugasnya 
                                                          
7 Saiful Anam, Wawancara, Kantor Pemerintah Desa Sidoharjo, 2 Maret 2018. 

































diperlukan dalam memberikan data/informasi/ diantaranya dari pihak 
kecamatan, babinsa, bhabinkamtibmas, kepala sekolah, petugas 
penyuluh, aparatur pemerintah yang bekerja dilingkungan desa dan 
pendamping desa. Namun beberapa lapisan tersebut tidak semua di 
undang untuk bisa hadir dalam musyawarah desa. Hal tersebut 
dikarenakan terkendala dana dan balai tempat musyawarah desa tidak 
mendukung untuk mengundang banyak orang dari lapisan masyarakat 
tersebut untuk bisa hadir di musyawarah desa.8 
Sebagai wujud transparansi dalam penggunakan alokasi dana desa 
pemerintah desa membuat papan inforamasi rencana 
pembangunan/kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa dalam 
bentuk banner yang dipasang di Kantor Pemerintah Desa Sidoharjo, 
namun dalam pemasangan terkendala keamanan. 
b. Pelaksanaan 
Dalam kegiatan pelaksaaan alokasi dana desa yang ditetapkan dalam 
APBDes. Pelaksanaan dilaksanakan oleh Tim Pekerjaan Umum (PU) yang 
berasal dari unsur pemerintah desa. Mulai dari Kepala Urusan Keuangan, 
Kepala Seksi Kesejahtraan. Dalam pelaksanaan juga dihadiri BPD untuk 
mengawasi pelaksanaan Penggunaan ADD. Akan tetapi guna mendukung 
keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, setiap 
pelaksanaan kegiatan ADD belum disertai papan informasi kegiatan di 
lokasi kegiatan. 
                                                          
8 Puguh Riyanto, Wawancara, Kantor Pemerintah Desa Sidoharjo, 15 Februari 2018. 


































Dalam hal pengawasan penggunann ADD, pemerintah desa sudah 
bekerja sama, dengan mengadakan MOU dengan Kapolsek, Dandim, 
Kapolres dan Kejaksaan dalam pengawasan ADD. Walaupun hal tersebut 
masih bersifat baru, akan tetapi hal tersebut merupakan langkah yang baik 
dari pemerintah desa untuk menjaga dan mengawasi penggunaan alokasi 
dana desa.9 
d. Pertanggungjawaban 
Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan alokasi dana desa. Tim 
pelaksana kegiatan yang berasal dari unsur pemerintah Desa Sidoharjo 
setiap selesai kegiatan pelaksanaan alokasi dana desa, pemerintah desa 
membuat sebuah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD yang 
mencakup penyerapan dana dan perkembangan pelaksanaan kegiatan 
dalam bentuk dokumen.10Namun dalam pelaporan pertanggungjawaban ini 
pemerintah desa tidak menyediakan akses informasi kepada masyarakat 
untuk menciptakan keterbukaan pada masyarakat. 
Sedangkan dalam bentuk-bentuk implementasi transparansi pelayanan 
publik dalam pengelolaan alokasi dana desayang bersifat tidak langsung, 
pemerintah desa menyediakan informasi kepada masyarakat melalui 
beberapa bentuk akses informasi, diantaranya adalah: 
 
 
                                                          
9 Saiful Anam, Wawancara, Kantor Pemerintah Desa Sidoharjo, 2 Maret 2018. 
10 Ali Afandi, Wawancara, Kantor Pemerintah Desa Sidoharjo, 1 Maret 2018 

































a. Papan pengumuman kebijakan anggaran ADD dan APBDes (Banner) 
Sebenarnya pemerintah desa sudah membuat papan pengumuman 
tentang ADD, namun dalam pemasanganya belum terlaksana dengan 
baik (tidak dipasang). Penyedikan akses informasi papan 
pengumuman tersebut hanya disediakan di Kantor Pemerintah Desa. 
Namun penyediaan papan informasi anggaran ADD tersebut juga 
tidak disediakan ditempat lain untuk memudahkan masyarakat 
mengetahuinya. 
b. Dokumen Laporan pertanggung Jawaban 
Dalam hal pelaporan pertanggungjawaban, pemerintah desa setiap 
kegiatan/pencairan penggunaan ADD membuat laporan 
pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen. Hal tersebut meliputi 
penyerapan dana, perkembangan pelaksanaan kegiatan serta kemajuan 
fisik pada setiap tahapan pencairan ADD. 
2. Pemerintah Desa Banjaranyar 
Setelah peneliti melakukan penelitian di Desa Banjaranyar, dalam 
rangka untuk melihat permasalahan tentang penyelenggaraan pemerintah 
desa dalam memberikan pelayanan publik ada beberapa masalah yang 
belum dijalankan oleh pemerintah Desa Banjaranyar dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik. Sesuai yang telah diamanatkan oleh UU 
No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Maka diantara permasalahan 
yang ada dilapangan yang telah ditemukan peneliti adalah: 
 

































a. Kurang memadainya ruang pelayanan administrasi 
Pertama yang menjadi permasalahan dalam hal pelayanan publik 
pemerintah Desa Banjaranyar adalah kurang memadai/ kurang luasnya 
pelayanan administrasi pemerintah Desa Banjaranyar. Hal tersebut 
terlihat dengan banyaknya masyarakat yang membutuhkan pelayanan 
oleh pemerintah desa merasa kurang nyaman. Karena terkadang banyak 
masyarakat membutuhkan pelayanan menjadi menumpuk. Hal tersebut 
menjadikan pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak efesien dan 
efektif. 
b. Kurang disiplinya pegawai Pemerintah Desa 
Masih banyaknya pegawai pemerintah desa Banjaranyar yang 
terlambat dalam bekerja, menjadikan pelayanan kepada masyarakat 
menjadi terganggu. Hal tersebut terlihat dengan adanya masyarakat yang 
membutuhkan pelayanan menjadi menunggu, karena pegawai yang 
menyediakan pelayanan belum datang. 
c. Belum adanya standar pelayanan 
Belum adanya standar pelayanan dalam pemerintah desa 
Banjaranyar, menjadikan ketidak maksimalan para pegawai pemerintah 
dalam menyediakan pelayanan publik. Hal tersebut diakui oleh Sekretaris 
Desa Banjaranyar: 
Iya, memang kami belum membuat standar pelayanan, karena tidak 
adanya pelatihan bagi para pegawai pemerintah desa dalam 
melaksanakan  pembuatan standar pelayanan. Oleh sebabnya 
kurangnya kemampuan dari para pegawai pemerintah desa menjadi 
alasan belum terlaksanaya pembuatan standar pelayanan yang 
sesuai diamanatkan oleh UU tersebut. Maka seharusnya perlu 

































adanya pelatihan bukan hanya sekedar pembinaan seperti yang 
selama ini sudah dijalankan oleh Pemerintah Kecamatan.11 
 
d. Belum adanya prosedur pelayanan 
Masalah lain yang ditemukan peneliti ketika melakukan observasi 
adalah belum adanya prosedur pelayanan dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik di Kantor Pemerintah Desa Banjaranyar. Prosedur 
pelayanan merupakan persyaratan teknis maupun administrasi kepada 
masyarakat untuk membuat produk yang disediakan pemerintah desa 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun secara umum 
pemerintah desa sudah mempunyai inovasi dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan publik, dengan cara: 
Pemerintah desa Banjaranyarmembuat dan memberikan 
informasi yang berbentuk banner kecil tentang produk-produk 
pelayanan dan prosedur pelayanan kepada masyarakat agar lebih 
mudah dan cepat dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, dengan cara membagikan kepada  setiap RT. Akan 
tetapi hal tersebut belum terealisasi karena suatu alasan yakni 
masih terkendala kesibukan administrasi yang lainya . 12 
 
e. Belum adanya kotak saran/usulan 
Masalah lain yang tidak kalah penting yang ditemukan peneliti 
adalah belum tersedianya kotak saran/usulan kepada masyarakat yang 
disediakan pemerintah desa. Hal ini jelas menghalangi kesempatan 
kepada masyarakat dalam memberikan masukan/usulan tentang 
pengelolaan alokasi dana desa atau pun tentang penyelenggaraan 
pelayanan publik pemerintaha desa. 
                                                          
11 Sirojutholibin, Wawancara, Kantor Pemerintah Desa Banjaranyar, 27 februari 2018. 
12 Sirojutholibin, Wawancara, Kantor Pemerintah Desa Banjaranyar, 2 Maret 2018. 

































Walaupun dulu pernah ada kotak usulan/saran yang disiapkan 
pemerintah desa untuk masyarakat, akan tetapi hal tersebut 
sudah tidak terawat dengan baik, karena kurangnya tanggapan 
dari masyarakat tentang usulan/saran yang diberikan kepada 
pemerintah desa, selain itu juga alasan dari tidak terawatnya 
kota usulan tersebut juga dikarenakan kurang pegawai 
pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Namun 
alhamdulilah bulan desember kemarin pemerintah desa sudah 
melantik beberapa pegawai baru, semoga dengan bertambah 
pegawai tersebut bisa mendorong terselenggaranya 
pemerintahan dengan lebih baik.13 
 
f. Belum adanya akses informasi elektronik 
Transparansi pelayanan publik pemerintah Desa Banjaranyar, 
khususnya dalam hal alokasi dana desa adalah belum adanya akses 
informasi elektronik yang disediakan pemerintah Desa Banjaranyar 
kepada masyarakat. Seperti belum adanya informasi web-set untuk 
informasi penyelenggaraan pemerintahan maupun E-Badgeting dalam 
pengelolaan alokasi dana desa. Namun dalam pengelolaan keuangan ada 
namanya SILOKDES yang menjadi program pemerintah Kabupaten 
untuk pemerintah desa. Sebagai wujud pertanggunganjawaban. 
g. Belum tersedianya papan informasi pelayanan  
Pemerintah desa Banjaranyar juga belum menyediakan papan 
informasi kepada masyarakat, berhubungan dengan informasi pelayanan. 
Hal tersebut membuat masyarakat yang ingin membutuhkan informasi 
harus menanyakan langsung kepada pegawai pemerintah desa.Dengan 
tanpa ada papan informasi yang disediakan pemerintah desa guna untuk 
                                                          
13 Sirojutholibin, Wawancara, Kantor Pemerintah Desa Banjaranyar, 3 Maret 2018. 

































mengantisipasti informasi yang dibutuhkan masyarakat.Sebagai bentuk 
memberikan pelayanan yang mudah kepada masyarakat. 
Sedangkan Hasil dari penelitian tentang bentuk-bentuk praktik 
transparansi pelayanan publik dalam hal pengelolaan alokasi dana desa 
(ADD) di Desa Banjaranyar, baik bersifat langsung maupun tidak 
langsung.Pemerintah desa akan melihat hal tersebut mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan alokasi 
dana desa Banjaranyar sebagaimana juga yang dilakukan di pemerintah 
Desa Sidoharjo. Berikut adalah rincianya: 
a. Perencanaan  
Perencanaan pelaksanaan alokasi dana desa, pemerintah desa 
mengadakan musyawarah desa (Musdes) untuk merencanakan 
penggunaanalokasi dana desa, serta meminta masukan dan usulan dari 
berbagai unsur masyarakat. Sebagai bentuk respon masyarakat atas 
penggunaan alokasi dana desa. 
Musyarawah tersebut pemerintah desa melibatkan berbagai 
unsur masyarakat, diantaranyadari pemerintah desa (kepala desa 
dan perangkat desa), BPD, unsure kelembagaan desa (karang 
taruna, ketua RT, ketua RW), unsure lembaga tingkat desa 
(tokoh adat, tokoh agama, ketua kelompok tani, organisasi 
perempuan desa dan lain sebagainya. Selain itu pemerintah desa 
juga mengundang dari pihak Babinsa dan Bhabinkamtibmas 
untuk ikut mengawal dan membantu kelancaran musyawarah 
desa tersebut.14 
 
Dalam pelaksanaan musyawarah desa tersebut, dari beberapa 
lapisan masyarakat yang diundang untuk ikut berpartisipasi langsung 
                                                          
14 Samsul Anam, Wawancara, Kantor Pemerintah Desa Banjaranyar, 27 Februari 2018. 

































dalam masyawarah desa, tidak semua masyarakat bisa hadir dalam 
musyawarah tersebut. Akan tetapi kebanyakan dari lapisan masyarakat 
yang di undang bisa menghadiri musyawarah tersebut dengan aktif. 
b. Pelaksanaan 
Kegiatan pelaksaaan alokasi dana desa yang ditetapkan dalam 
APBDes. Pelaksanaan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan (PK) yang 
berasal dari unsur pemerintah desa yang mencakup Kasi Pemerintahan, 
Kasi Kesejahtraan dan Kasi pelayanan, dan dalam pelaksanaanya juga 
dihadiri dari pihak BPD untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan yang 
bersumber dari ADD: 
Serta demi menjunjung tinggi asas transparansi, agar masyarakat 
mengetahui informasi tentang kegiatan yang bersumber dari 
alokasi dana desayaitu dengan cara memasang papan 
pengumuman kegiatan meliputi volume, jumlah biaya yang 
dihabiskan dan nama kegiatan yang bersumber dari alokasi dana 
desa. Namun dari tim pelaksana tersebut tidak ada unsur dari 
masyarakat.15 
 
Adapun dalam pelaksanaannya, pemerintah desa sudah 
menjalankan asas transparansi namun belum menjalankan asas 
partisipasi. Hal tersebut terlihat dari belum adanya perwakilan 
masyarakat dalam tim pelaksana kegiatan yang bersumber dari alokasi 
dana desa. 
c. Pengawasan 
Pengawasan pelaksanaan ADD pemerintah Desa Banjaranyar telah 
bekerja sama dengan BPD untuk mengadakan rapat dengan berbagai 
                                                          
15 Sirojutholibin, Wawancara, Kantor Pemerintah Desa Banjaranyar, 26 Februari 2018. 

































unsur masyarakat, guna untuk menyampaikan informasi maupun 
memberikan pemaparan tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
ADD. 16Dengan  demikian dalam hal pengawasan pemerintah desa 
melibatkan BPD dan masyarakat untuk secara langsung mengawasi 
pelaksanaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh tim dari pemerintah 
desa.  
d. Pertanggungjawaban 
Dalam hal Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa, 
pemerintah desa yang dalam hal ini tim pelaksana kegiatan setiap selesai 
kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban dari kegiatan yang 
bersumber dari alokasi dana desa tersebut dalam bentuk dokumen. Hal 
tersebut untuk mempertanggungjawaban pelaksanaan kegaiatan tersebut 
kepada masyarakat: 
Pemerintah Desa Banjaranyar selain membuat laporan 
pertanggungjawaban yang berbentuk dokumen, pemerintah 
Desa Banjaranyar juga mempunyai agenda rapat penyampaian 
informasi pertanggungjawaban kepada masyarakat yang 
dilakukan 1 / 2 bulan sekali, yang melibatkan berbagai lapisan 
masyarakat Banjaranyar, diantaranya adalah RT, RW, tokoh 
agama, kelompok tani, PKK dan lain sebagainya untuk 
melaporkan hasil dari pelaksanaan kegiatan yang pembiayaanya 
berasal dari ADD. Hal tersebut agar masyarakat bisa membantu 
memberikan saran atau evaluasi atas pelaksanaan kegaiatan 
ADD.17 
 
Bentuk-bentuk implementasi transparansi pelayanan publik dalam 
pengelolaan alokasi dana desa yang bersifat tidak langsung, pemerintah desa 
                                                          
16 Samsul Anam, Wawancara, Kantor Pemerintah Desa Banjaranyar, 27 Februari 2018. 
17 Samsul Anam, Wawancara, Kantor Pemerintah Desa Banjaranyar, 27 Februari 2018. 

































menyediakan informasi kepada masyarakat melalui beberapa hal, 
diantaranya adalah: 
a. Papan pengumuman kebijakan anggaran ADD dan APBDes (Banner) 
Salah satu praktik transparansi pelayanan publik pemerintah Desa 
Banjaranyar dalam alokasi dana desa secara tidak langsung adalah 
dengan menyediakan papan informasi kebijakan ADD. Namun dalam hal 
ini pemerintah Desa Banjaranyar hanya menyediakan di Kantor 
Pemerintah Desa Sidoharjo dan tidak menyediakan di tempat lain yang 
strategis guna memberikan informasi kepada masyarakat yang mudah. 
b. Dokumen Laporan pertanggungjawaban 
Dalam hal pelaporan pertanggungjawaban, pemerintah desa setiap 
kegiatan/pencairan ADD membuat laporan pertanggungjawaban dalam 
bentuk dokumen. Hal tersebut meliputi penyerapan dana, perkembangan 
pelaksanaan kegiatan serta kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan 
ADD. Hal tersebut dilaksanakan guna untuk menyediakan informasi 
kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ADD dan 
untuk menjunjung tinggi asas akuntabilitas dan transparansi.18 
 
                                                          
18 Sirojutholibin, Wawancara, Kantor Pemerintah Desa Banjaranyar, 2 Maret 2018. 
































ANALISIS IMPLEMENTASI TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK 
PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA 
Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab sebelumya, dengan 
berdasarkan  metode penelitian yang telah digunakan oleh peneliti, untuk mencari 
data dari lapangan, sebagai bahan untuk menemukan jawaban dari permasalahan 
tersebut. Dengan menyesuaikan data dan permasalahan dilapangan dengan teori 
yang digunakan oleh peneliti, Maka tesis yang berjudul “Kajian UU No. 25 Tahun 
2009 Tentang Pelayanan Publik dan Implementasinya Dalam Transparansi 
Alokasi Dana Desa” (Di Desa Sidoharjo dan Banjaranyar Kecamatan 
Tanjunganom Kabupaten Nganjuk) menghasilkan jawaban dari masalah yang 
dicari oleh peneliti. Berikut jawaban dari penelitian tesis tersebut: 
A. Alasan-Alasan Terbetuknya UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik 
Setelah penulis membuat legal drafting yang berisi lima bab, 
diantaranya adalah pendahuluan, kajian teori, evaluasi dan analisis perundang-
undangan terkait, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, serta jangkauan, 
arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan, Maka penulis menemukan 
beberapa alasan tentang terbentuknya UU tersebut, diantara alasan tersebut bisa 
dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.  


































Asalan terbetuknya UU pelayanan publik ini dilihat dari segi filosofis 
adalah untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan tumbah darah tumpah darah Indonesia serta 
memajukan kesejahteraan umum, sesuai dengan pembukaan UUD 1945. 
Selain itu guna untuk menyediakan pelayanan yang layak bagi 
masyarakat, seperti yang diamanatkan dalam pasal 34 ayat (3), yang hal 
tersebut merupakan tanggungjawab negara. 
2. Sosiologis 
Terdapat beberapa pertimbangan sosiologis yang yang perlu diuraikan 
terkait dengan pelayanan publik, diantaranya yaitu: 
a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 
Banyaknya ketidakpusan masyarakat dan keluhan masyarakat 
dalam media masa dan media sosial. Banyak masyarakat yang 
kecewa terhadap pelayanan pejabat publik serta kurangnya 
kepercayaan masyarakat, maka dengan munculnya UU tersebut bisa 
meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pejabat publik. 
b. Keinginsertaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
Sebelum masuk masa reformasi, pemerintahan sangat otoriter 
dan rakyat tidak mempunyai hak untuk mengetahui masalah 
pemerintahan, yang pada akhirnya banyak praktik korupsi yang 
dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Hal tersebut jelas akan 
merugikan warga negara, karena pembangunan dan kesejahtraan 

































rakyat akan terganggu. Dengan demikian masyarakat harus 
berpartisipasi dalam pembangunan Nasional, dengan ikutserta 
mengawasi kinerja pemerintahan, baik pusat, maupun daerah. 
c. Tuntutan masyarakat terhadap informasi pemerintahan 
Adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tersebut, 
masyarakat menuntut agar pejabat publik bisa memberikan mereka  
informasi tentang tata kelola pemerintahan. Agar keterbukaan 
pejabat publik terhadap rakyat, bisa diawasi langsung oleh 
masyarakat dan masyarakat bisa memberikan masukan dan saran 
kepada pemeritahan yang lebih baik. Demi untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat yang kurang maksimal. 
d. Menciptakan kepuasan pelayanan pada masyarakat   
Dengan atas dasar UU tersebut, diharapkan ada perbaikan 
tentang pelayanan publik. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan 
kepuasan pada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. 
Oleh sebab itu hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari elemen penting 
dalam pelayanan publik, yaitu perbaikan dari badan publik, sarana 
serta pasrtisipasi dari masyarakat. 
e. Mengembalikan martabat rakyat dan citra badan publik 
Dalam hal pelayanan publik, rakyat sering kali mendapatkan 
pelayanan yang mengecewakan dari pejabat publik, bahkan tidak 
jarang masyarakat mendapatkan pelayanan yang martabatnya 
sebagai warga negara di lecehkan oleh pejabat publik. Masyarakat 

































seolah dijadikan klien yang membutuhkan bantuan pejabat publik, 
sehingga harus tunduk terhadap kemauan pejabat publik. Hal 
tersebut dkarenakan pejabat publik bukan mengarah pada pelayanan, 
melainkan pada budaya kekuasaan. Oleh karena hal tersebut dengan 
adanya UU tersebut bisa mengembalikan martabat rakyat dan citra 
pejabat publik. 
3. Yuridis 
Sesuai dengan amanat UUD 1945, bahwa warga Negara Indonesia 
dijamin hak-hak dasarnya, yang salah satunya ialah hak mendapatkan 
pelayanan publik. Sebenarnya sudah ada beberapa peraturan perundang-
undangan yang menyinggung tentang pelayanan publik, namun dalam 
pengaturannya belum bisa menjamin hak-hak dasar warga negara 
Indonesia, karena dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik hanya terbatas dalam pelayanan informasi, belum 
menyangkut pelayanan secara luas yang bisa disediakan oleh pejabat 
publik kepada masyarakat. 
 
A. Konsep dan Implementasi Transparansi Pelayanan Publik Pemerintah 
Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Sebelum penulis memaparkan hasil dari penelitian tentang praktik-
praktik yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa terhadap penyelenggaraan 
transparansi pelayanan publik dalam alokasi dana desa, terlebih dahulu penulis 
akan memaparkan tentang konsep transparansi pelayanan publik menurut UU 
No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan teori yang digunakan peneliti 

































untuk menganalisa permasalahan tersebut. Berikut adalah konsep pelayanan 
publik tersebut: 
1. Konsep Transparansi Pelayanan Publik Menurut UU No. 25 Tahun 
2009 Tentang Pelayanan Publik 
Dalam UU No. 25 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) mendifinisikan 
bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, 
jasa dan/ atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik.1 
Sedangkan penyelenggara dalam pelayanan publik adalah setiap 
institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang 
dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan 
badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan 
publik. Penyelenggara pelayanan publik dalam konteks ini adalah 
pemerintah desa Sidoharjo dan Banjaranyar sebagai pemerintahan yang 
paling bawah. 
Untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan 
Pembina dan penanggungjawab. Pembina dalam hal ini terdiri dari 
pimpinan lembaga negara, pimpinan kementrian, pimpinan lembaga 
pemerintah nonkementrian, pimpinan lembaga komisi negara, atau yang 
                                                          
1 Pasal 1ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
dalam http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-
Publik.pdf, ( 29 September 2017) 

































sejenis, dan pimpinan lembaga lainya, serta gubernur pada tingkat provinsi, 
bupati pada tingkat kabupaten dan walikota pada tingkat kota. Pembina 
mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan tugas dari penanggungjawab.2 Untuk pemerintah desa 
yang menjadi pembina dan penanggungjawab atas penyelenggaraan 
pelayanan publik adalah Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai tugas 
melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
tugas dari penanggungjawab. Pelaksana merupakan pejabat, pegawai, 
petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara 
yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan 
publik. 
Sedangkan penerima pelayanan publik dari penyelenggara negara 
yang dalam hal ini adalah pemerintah desa adalah masyarakat. Masyarakat 
adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang 
perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai 
penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Selanjutnya untuk ruang lingkup pelayanan publik meliputi 
pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut meliputi 
pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi, 
                                                          
2 Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
dalam http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-
Publik.pdf, ( 29 September 2017) 

































informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial energi, perbankan, 
perhubungan, sumberdaya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainya.  
Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara negara yakni 
pemerintah desa harus memiliki standar pelayanan kepada masyarakat. 
Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan  sebagai 
kewajiban dan janji penyelenggara  kepada masyarakat dalam rangka 
pelayanan yang bekualitas, cepat, mudah dan terukur.3 
Adapun dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah desa 
sebagai penyelenggarapelayanan publik harus memperhatikan beberapa asas 
yang berkaitan tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Di antara asas 
tersebut adalah sebagai berikut: 
a. asas kepentingan umum   
b. asas kepastian hukum 
c. asas kesamaan hak  
d. asas keseimbangan hak dan kewajiban  
e. asas keprofesionalan  
f. asas partisipatif  
g. asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif  
h. asas keterbukaan  
i. asas akuntabilitas  
j. asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan  
k. asas ketepatan waktu  
l. asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.4 
 
                                                          
3 Pasal 1 ayat (7)Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
dalam http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-
Publik.pdf, ( 29 September 2017) 
4 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam 
http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-PelayananPublik.pdf, 
( 29 September 2017) 

































Sedangkan salah satu asas yang harus diperhatikan serta di 
implementasikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal ini 
adalah pemerintah desa yaitu transparansi (keterbukaan). Pemerintah desa 
yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan 
mengelola penggunaan alokasi desa desa harus terbuka dalam setiap 
penggunaanya dana tersebut untuk pembangunan masyarakat desa. 
Pelayanan yang dimaksudkan adalahmenyediakan sistem informasi 
pelayanan publik kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
semisal dalam hal pengelolaan alokasi dana desa. Pemerintah desa harus 
memberikan kemudahan informasi semaksimal mungkin, agar masyarakat 
bisa melihat secara langsung penggunaan alokasi dana desa melalui sistem 
informasi pelayaan publik yang disediakan oleh pemerintah desa. 
Sistem infomasi pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang 
meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme 
penyempaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan 
sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf Braile, 
bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun 
elektronik.5 
Sesuai dengan konsep diatas, bahwa pemerintah desa sebagai 
institusi atau penyelenggara negara berkewajiban untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan yang berkualitas, cepat, 
                                                          
5 Pasal 1 ayat (9)Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
dalam http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-
Publik.pdf, ( 29 September 2017) 

































mudah dan terukur. Pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanan 
publik juga harus melaksanakan asas-asas yang sudah ditentukan dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik. Sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Salah satunya dengan menjalankan transparansi pelayanan 
publik.  
Dalam konteks pelayanan publik, transparansi adalah terbuka, 
mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta 
disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Transpaaransi 
penyelenggaraan pelayanan pubik adalah pelaksanaan tugas dan kegiatan 
yang bersifat terbuka untuk masyarakat mulai dari proses kebijakan, 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalianya. Dengan adanya 
transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah, yang dalam dalam hal ini 
pemerintah desa dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan 
termasuk dalam pengelolaan alokasi dana desa,  kelemahan dan kekurangan 
yang ada dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara 
komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi 
langsung) dalam rangka menjamin kebenaran dan keadilan.6 
Sedangkan transparansi menurut penjelasan UU No. 25 Tahun 2009 
tentang pelayanan publik adalah setiap penerima pelayanan dapat dengan 
mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang 
                                                          
 
6 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan konstitualisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2010), 133. 

































diinginkan.7Berikut adalah implementasi konsep transparansi pelayanan 
publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 yang dilakukan penelitian di Desa 
Sidoharjo dan Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. 
2. Implementasi Transparansi Pelayanan Publik Pemerintah Desa Dalam 
Alokasi Dana Desa. 
Sesuai dengan kewenangan pemerintah desa , bahwa pemerintah desa 
merupakan institusi atau penyelenggara negara yang diberi kewenangan 
untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pengelolaan alokasi dana 
desa. Sesuai esensi UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Selain 
hal tersebut menurut pasal 18 juga menyebutkan bahwa pemerintah desa 
juga diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan 
pelaksanaan pembangunan desa, yang hal tersebut salah satunya bersumber 
dari alokasi dana desa.8 
Kewenanganya yang sangat besar tersebut, pemerintah desa 
seharusnya bisa melakukan beberapa langkah untuk bisa mendorong 
terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan pembangun desa yang 
merata. Agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan maju. Sesuai 
dengan tujuan otonomi desa. Oleh karena itu pemerintah desa sudah 
seharusnya menjalankan asas transparansi pelayanan publik sebagai usaha 
untuk menciptakan pemerintahan yang baik. 
                                                          
7 Penjelasan Pasal 4 (h) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik dalam http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-
Pelayanan-Publik.pdf, ( 29 September 2017) 
8 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam 
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf ,(20 September 2017)  

































Transparansi pelayanan publik dalam pengelolaan alokasi dana desa 
dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
baik (good governance). Transparansi pelayanan publik merupakan salah 
satu prinsip atau kunci yang harus diterapkan demi terwujudnya good 
governance. Prinsip tersebut antara lain adalah akuntabilitas, transparansi, 
partisipatif, bertanggungjawab, adil, inklusif, efektif, efesien, menghukumi 
aturan hukum, dan konsesus berorientasi9 
Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian dari pelaksanaan 
pembangunan di Desa, serta guna untuk membiayai prioritas yang telah 
diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2017 tentang pedoman 
penyusunan APBDes. Antara lain yaitu: 
a. Kegiatan forum Pembina desa 
b. Kegiatan sistem administrasi dan informasi desa 
c. Kegiatan penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan desa 
d. Kegiatan pembentukan dan pembinaan  lembaga kemasyarakatan serta 
lembaga adat.10 
Dengan pentingnya pengelolaan alokasi dana desa tersebut, 
pemerintah desa sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang 
merupakan  kunci good governance. Oleh sebab itu dalam menggambarkan 
transparansi pelayanan publik dalam pengelolaan alokasi dana desa, akan 
diuraikan lebih lanjut berdasarkan data yang diperoleh di tempat penelitian, 
                                                          
9 Friedl Weiss and Silke Steiner, “Transparency as an Element Of Good Governance in 
the Practice of  the EU and the WTO: Overview and Comparison”, Fordham International Law, 
Vol. 30, No. 5, 2006, 1549. 
10 Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2017 

































untuk melihat sejauh mana implementasi transparansi pelayanan publik 
dijalankan. 
Masyarakat sebagai pihak penerima kemanfaatan pelayanan publik, 
baik langsung maupun tidak langsung, maka implementasi transparansi 
pelayanan publik dalam pengelolaan alokasi dana desa akan dilihat dari 
sejauh mana pemerintah desa memberikan akses informasi langsung 
maupun tidak langsung. Sedangkan untuk akses informasi langsung dimulai 
dari partisipasi langsung masyarakat dalam  perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa.  
Sesuai ketentuan pasal 4 (h) menyebutkan bahwa pemerintah desa 
sebagai penyelenggara negara harus melaksanakan keterbukaan dalam 
menyelenggarakan pelayanan publik dan salah satu kunci terciptanya tata 
kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam hal keterbukaan melalui 
musyawarah desa yang hasilnya dituangkan dalam peraturan desa. Sebagai 
bentuk untuk melihat implementasi transparansi pengelolaan alokasi dana 
desa tersebut, akan dilihat sejauhmana pemerintah desa melibatkan 
partisipasi masyarakat yang juga merupakan salah satu asas 
penyelenggaraan publik dan kunci terciptanya good governance. Disamping 
itu menurut Robert A. Dahl, partisipasi  merupakan kritetia minimal negara 
yang menganut sistem demokrasi. Meningkatnya partisipasi berarti 
meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak-hak politik dan 
kebebasan.11 
                                                          
11 Ayang Utriza Yakin, Islam Moderat,  (Jakarta: Kencana, 2016), 43. 

































Selain melihat implementasi transparansi pelayanan publik dalam 
alokasi dana desa dari partisipasi langsung masyarakat, implementasi 
transparansi pelayanan publik tersebut juga akan melihat dari sejauh mana 
pemerintah desa memberikan akses informasi secara tidak langsung, yakni 
dengan cara sejauh mana pemerintah desa memberikan akses informasi 
dengan mudah dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang 
dinginkan.12Sedangkan menurut Hari Sabarno dalam Ardy Syahputra 
Samma transparansi merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan 
yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan 
akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. 
Keterbukan dan kemudahan informasi memberikan pengaruh terhadap 
perwujudan berbagai indicator lainya.13 
Berikut adalah implementasi transparansi pelayanan publik dalam 
alokasi dana desa secara langsung dengan melibatkan partisipasi masyarakat 
dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban di 
Desa Sidoharjo dan Banjaranyar: 
1) Perencanaan  
Alokasi dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa 
yang penggunaanya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan 
                                                          
12Penjelasan pasal 4 (H) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik dalam http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-
Pelayanan-Publik.pdf, ( 29 September 2017) 
13Ardy Syahputra Samma, “ Transparansi Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, 
Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 2, 2016, 649. 

































Belanja Desa (APBDesa). Perencanaan program dan kegiatanya disusun 
melalui agenda Musyawarah Perencanaan  Pembangunan Desa 
(Musrenbangdes). Musrebangdes tersebut berpedoman pada prinsip 
partisipasi masyarakatakat desa. Hal tersebut melibatkan partispasi dari 
unsur-unsur lapisan masyarakat. mulai dari BPD, lembaga desa dan 
tokoh agama serta tokoh adat. Untuk bertujuan merespon aspirasi 
masyarakat. Prinsip partisipasi yang dijalankan di pemerintah Desa 
Sidoharjo dan Banjaranyar dibuktikan dengan hasil wawancara: 
Dalam perencanaan kami selalu melibatkan partisipasi 
masyarakat, untuk merespon aspirasi masyarakat. Mulai dari 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lemabaga 
kemasyarakatan desa, lembaga tingkat desa meliputi Ketua RT, 
Ketua  RW, karang taruna, lembaga pemerdayaan masyarakat, 
kelompok tani, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut juga 
dihadiri oleh tim dari Kecamatan  sebagai narasumber14 
 
Senada dengan yang disampaikan oleh Kepada Desa Sidoharjo, 
Kepala Desa Banjaranyar juga menyampaikan demikian. Berikut adalah 
sampel data tingkat kehadiran  masyarakat dalam musyawarah desa. 
Tabel 4.1:Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Sidoharjo dalam 
Musyawarah Desa 




1 Unsur Pemerintah Desa 15 13 
2 Badan Permusyawatan Rakyat 11 10 
3 Unsur LPMD 11 10 
4 Tokoh Masyarakat 13 9 
 Jumlah 50 45 
Sedangkan untuk tingkat kehadiran masyarakat di Desa 
Banjaranayar adalah sebagai berikut: 
                                                          
14 Saiful Anam, Wawancara, Kantor Pemerintah Desa Sidoharjo, 2 Maret 2018. 

































Tabel 4.2:Tingkat Kehadiran  Masyarakat Desa Banjaranyar dalam 
musyawarah desa: 




1 Unsur Pemerintah Desa 10 10 
2 Badan Permusyawatan Rakyat 8 8 
3 Unsur LPMD 20 16 
4 Tokoh Masyarakat 14 13 
 Jumlah 52 47 
 
Dari data tersebut, apabila dilihat dari partisipasi masyarakat 
dalam hal musyawarah desa perencanaan penggunaan alokasi dana desa,  
dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Dengan tidak 
semua yang diundang bisa hadir, akan tetapi data tersebut menunjukan 
masih banyak partisipasi dari masyarakat. Hal tersebut menunjukan 
bahwa kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam 
musyawarah penggunaan alokasi dana desa masih baik. 
2) Pelaksanaan  
Sesuai prinsip good governance dan karakter transparansi anggaran, 
yakni partisispasi dan tersedianya papan pengumuman anggaran 
merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh pemerintah 
desa.15Sedangkan pelaksanaan kegiatan yang pembiayaanya bersumber 
dari alokasi dana desa, pemerintah Desa Sidoharjo maupun Pemerintah 
Desa belum melibatkan partisipasi masyarakat, hal tersebut terlihat 
dengan tidak adanya partisipasi dari unsur masyarakat dalam tim 
pelaksana yang dibentuk oleh pemerintah desa. Karena tim pelaksana 
                                                          
15 Simsom Werinom dkk, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Tranparansi 
Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan 
Pengawasan Keuangan, (Makasar: Simposium Nasional Akuntasi X, 2017), 8. 

































hanya berasal dari lingkup pemerintah desa. Hal tersebut dibenarkan oleh 
salah satu tim pelaksana kegiatan:  
Iya, dalam pelaksanaan alokasi dana desa, pemerintah desa 
membentuk tim ang berasal dari unsur pemerintah desa, guna 
untuk mengerjakan kegiatan yang sudah direncanakan 
sebelumnya. Dalam tim tersebut tidak ada unsur dari 
masyarakat. Akan tetapi masyarakat dan BPD selalu dilibatkan 
dalam setiap kegiatan, namun hanya bersifat gotong royong.16 
 
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Sekretaris Desa Banjaranyar, 
bahwa dalam tim pelaksana kegiatan penggunaan alokasi dana desa, 
pemerintah desa tidak melibatkan dari unsure masyarakat. Namun dalam 
setiap kegiatan selalu menghadirkan BPD dan pihak Babinsa untuk 
sekedar memberikan pengawasan dan saksi atas kegiatan tersebut. 
Adapun dalam Setiap pelaksanaan kegiatan dari ADD, pemerintah 
desa Sidoharjo belum menyediakan papan informasi kegiatandi lokasi 
kegiatan sepertipapan informasi tersebut memuat biaya, volume, waktu 
pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal tersebut diakui oleh salah satu tim 
pelaksana kegiatan, yaitu Kasi Kesejahteraan pemerintah desa: 
Untuk saat ini kami belum bisa menyediakan papan informasi 
dalam setiap pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa, hal 
tersebut dikarenakan masih sibuk mengurus laporan 
pertanggungjawaban yang belum selesai, setelah selesainya 
membuat laporan pertanggungjawaban kami akan membuat 
papan informasi tersebut, agar masyarakat mengetahui tentang 
kegiatan tersebut. 17 
 
Namun untuk pemerintah Desa Banjaranyar Walaupun belum 
melibatkan partisipasi masyarakat dalam tim pelaksana, akan tetapi 
                                                          
16 Ali Afandi, Wawancara, Kantor Pemerintah Desa Sidoharjo, 1 Maret 2018. 
17 Ali Afandi, Wawancara, Kantor Pemerintah Desa Sidoharjo, 1 Maret 2018. 

































Pemerintah Desa Banjaranyar dalam setiap pelaksanaan sudah 
menyediakan papan informasi pelaksanaan kegiatan. 
Dari data diatas, menunjukan bahwa pemeritah Desa Banjaranyar 
sudah cukup baik dalam melaksanakan implementasi transparansi 
pelaksanaan alokasi dana desa. Hal tersebut terbukti dengan sudah 
tersedianya akses informasi pelaksanaan alokasi dana desa dalam bentuk 
papan pengumuman yang di sediakan di lokasi kegiatan. Adapun guna 
untuk memberikan kemudahan informasai bagi masyarakat. Karena 
transparansi merupakan suatu yang mendasar dalam menciptakan 
pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemeritahan yang baik  
mengisyaratkan adaya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses 
bagi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya 
dalam hal pelaksanaan alokasi dana desa.18 
3) Pengawasan  
Untuk dalam hal pengawasan, pemerintah desa Sidoharjo sudah 
baik, yakni dengan dibuktikan dalam wawancara dengan Kepala desa 
Sidoharjo: 
Dalam pengelolaan alokasi dana desa pemerintah desa Sidoharjo 
sudah bekerja sama dan mengadakan MOU dengan berbagai 
pihak, diantaranya dengan kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi 
hal tersebut masih terbilang baru. Hal tersebut guna untuk 
menciptakan keterbukaan dari pihak luar dan mengawasi 
pengelolaan alokasi dana desa. 19 
 
                                                          
18 Jimly Asshidiqie, Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2010), 133. 
19 Saiful Anam, Wawancara, Kantor Pemerintah Desa Sidoharjo, 4 Maret 2018. 

































Sesuai dengan yang didefinisikan oleh Sondang Siagian, bahwa 
pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan 
organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai 
dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.20 
Adapun untuk pemerintah Desa Banjaranyar dalam hal pengawasan 
juga sudah cukup baik. Yaitu dengan membentuk pengawasan dari 
unsure BPD dan masyarakat. Untuk secara langsung mengawasi atas 
pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa.  
4) Pertanggungjawaban  
Dalam hal transparansi pertanggungjawaban pemerintah Desa 
Sidoharjo, hanya membuat laporan pertanggungjawaban yang berbentuk 
dokumen. Hal tersebut meliputi laporan kegiatan dan jumlah pencairan 
dana yang berasal dari ADD. Akan tetapi dalam laporan 
pertanggungjawaban ini hanya disediakan di Kantor Pemerintah Desa 
Sidoharjo, jadi masyarakat yang ingin melihat informasi tentang laporan 
pertanggungjawaban dari suatu kegiatan harus datang langsung ke 
Kantor Pemerintah Desa Sidoharjo. Dengan tidak adanya sistem 
informasi pertanggungjawaban yang diberikan dengan mudah kepada 
masyarakat, tentu akan menghambat keterbukaan kepada publik.21 
Sedangkan untuk pemerintah Desa Banjaranyar dalam hal transparansi 
pertanggungjawaban, selain menyediakan dalam bentuk dokumen, 
                                                          
20 Inu Kencana, Ilmu Pemerintahan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 131. 
21 Risya Umami dan Idang Nurodin,” Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas 
Terhadap Pengelolaan  Keuangan Des”, Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Vol. 6, No. 11, (Oktober, 
2017), 75. 

































pemerintah Desa Banjaranyar juga mengadakan pertemuan 1/ 2 sekali 
dengan lapisan masyarakat dan BPD, yang bertujuan untuk memaparkan 
laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Agar ada evaluasi dan 
masukan dari masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan yang bersumber 
dari alokasi dana desa. Hal tersebut dilakukan guna untuk membuka 
peluang kesempatan masarakat untuk memberikan masukan/kritik 
kepada pemerintah desa.   
Kami setiap 1/ 2 sebulan sekali mengadakan pertemuan dengan 
lapisan masyarakat, guna untuk pemaparan laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan alokasi dana desa secara 
khususnya dan segala macam penyelenggaraan yang dilakukan 
oleh pemerintahan desa. Sekaligus untuk meminta masukan 
kepada masyarakat.22 
 
Dari data tersebut menunjukan bahwa dalam hal transparansi 
petanggungjawaban pelaksanaan alokasi dana desa, pemerintah Desa 
Banjaranyar lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan akses 
informasi kepada masyarakat dalam hal transparansi pelayanan publik. 
Hal tersebut dibuktikan dengan selain pemerintah desa mengagendakan 
pertemuan atau rapat, pemerintah desa juga memberikan informasi 
laporan pertanggugjawaban tersebut dengan menyampaikan liwat RT . 
Berikut adalah gambaran praktik transparansi dalam bentuk 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa, mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. 
 
 
                                                          
22 Samsul Anam, Wawancara, Kantor Pemerintah Desa Banjaranyar, 3 Maret 2018. 

































           Tabel 4.3:Implementasi Transparansi Pengelolaan ADD di Desa Sidoharjo 
 
No Tahap Pengelolaan ADD Praktik Transparansi 
1 Perencanaan Partisipasi unsur masyarakat 
2 Pelaksanaan                   --- 
3 Pengawasan Partisipasi dari kepolisian, 
BPD dan kejaksaan. 
4 Pertanggungjawaban --- 
 
Sedangkan untuk gambaran Implementasi transparansi dalam 
bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa di 
Desa Banjaranyar adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.4: Implementasi Transparansi dalam Pengelolaan ADD di Desa 
Banjaranyar 
NonNo Tahap Pengelolaan ADD Praktik Transparansi 
1 Perencanaan Partisipasi masyarakat 
2 Pelaksanaan ---------, papan pengumuman 
anggaran ADD 
3 Pengawasan Partisipasi dari BPD 
4 Pertanggungjawaban Partisipasi (agenda rapat  
masyarakat) 
 
Sedangkan untuk Implementasi transparansi yang bersifat secara 
tidak langsung, yakni dengan cara sejauh mana pemerintah desa 
menyediakan akses informasi dengan mudah kepada masyarakat dalam 
implementasi transparansi pelayanan publik dalam alokasi dana desa 
pemerintah Desa Sidoharjo adalah sebagai berikut: 
1) Papan pengumuman kebijakan anggaran ADD 

































Pemerintah desa sudah membuat papan pengumuman kebijakan 
anggaran ADD dalam bentuk banner, akan tetapi dalam 
pemasanganya untuk informasi kepada masyarakat belum terpasang 
dengan baik. Hal tersebut dikarenakan tidak setiap saat pemasanganya 
bisa dilakukan. Akhirnya papan pengumuman tersebut tidak dipasang. 
2) Dokumen laporan pertanggungjawaban 
Selain pemerintah desa menyediakan papan pengumuman 
kebijakan anggaran ADD dalam bentuk banner sebagai penyedia 
informasi kepada masyarakat, pemerintah desa Sidoharjo juga 
menyediakan dalam bentuk dokumen laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan penggunaan ADD. Dokumen tersebut disediakan di 
Kantor Pemerintah Desa Sidoharjo. 
Dengan demikian implementasi transparansi pelayanan publikyang 
sudah dijalankan oleh pemerintah desa, baik yang berisfat langsung maupun 
tidak langsungmenunjukan bahwa implementasitransparansi pelayanan 
publikdalam alokasi dana desa di Desa Sidoharjo dalam hal perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban belum semuanya 
melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu pemerintah Desa Sidoharjo 
dalam hal implementasi transparansi pelayanan publik secara tidak langsung 
juga belum tersedinya akses informasi dengan mudah kepada masyarakat. 
Hal tersebut dibuktikan dengan belum adanya  akses informasi yang 
disediakan oleh pemerintah Desa Sidoharjo, baik yang bersifat secara 
langsung maupun tidak langsung tentang pengelolaan alokasi dana desa. 

































Seperti belum menyediakan partisipasi dalam hal pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban. Selain itu pemerintah Desa Sidoharjo juga belum 
maksimalnya penyediaan informasi pelayanan publik tentang alokasi dana 
desa secara tidak langsung, seperti papan pengumuman yang jarang di 
pasang, hanya menyediakan informasi di Kantor Pemerintah Desa, serta 
tidak adanya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat tentang 
pelaksanaa ADD secara kreatif dan inovatif. Sedangkan untuk implementasi 
transparansi pelayanan public yang bersifatsecara tidak langsung baik media 
cetak maupun elektronik yang sudah berjalan di Desa Sidoharjo adalah 
dalam bentuk papan pengumuman anggaran pendapatan dan belanja desa 
(APBDes) atau Banner. Akan tetapi hal tersebut juga jarang di pasang oleh 
pemerintah desa. Dengan tanpa disediakan informasi seperti web-set dan 
sosialisasi kepada masyarakat tersebut, akan sulit bagi masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan informasi terhadap pemerintah desa. 
Adapun untuk implementasi transparansi pelayanan publik yang 
bersifat secara tidak langsung dalam alokasi dana desa pemerintah Desa 
Banjarnyar adalah sebagai berikut: 
1) Papan pengumuman kebijakan anggaran ADD 
Sebagai bentuk transparansi pelayanan publik dalam pengelolaan 
ADD, pemerintah desa Banjaranyar sudah menyediakan papan 
informasi kebijakan anggaran ADD kepada masyarakat dalam bentuk 
banner. Namun penyediaanya ini hanya ada di Kantor Pemerintah Desa 

































Banjaranyar dan belum disediakan ditempat-tempat strategis yang bisa 
memudahkan masyarakat melihatnya. 
2) Dokumen laporan pertanggungjawabn 
Bentuk implementasi transparansi pelayanan publik lain yang 
disediakan pemerintah desa Banjaranyar adalah laporan 
pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen. Hal tersebut guna untuk 
memberikan laporan/pemaparan kepada masyarakat dalam agenda rapat 
1/2  bulan sekali. 
Dengan demikian, dengan berbagai masalah yang ada, dan bentuk-
bentuk implementasi transparansi yang sudah berjalan di pemerintah Desa 
Banjaranyar juga belum tersedianya akses informasi secara tidak langsung 
dengan mudah. Namun ada beberapa langkah dari pemerintah desa dalam 
transparansi pelayanan publik alokasi dana desa yang sangat baik dan 
inovatif. Hal demikian bisa dilihat dari sistem informasi yang diberikan 
pemerintah Desa Banjaranyar kepada masyarakat, baik langsung maupun 
tidak langsung lebih mudah dan kreatif. Selain ada beberapa sistem 
informasi yang belum berjalan dengan baik. Seperti dalam memberikan 
informasi tersebut, pemerintah Desa Banjaranyar membagi menjadi dua 
sistem, yakni sistem langsung dan tidak langsung. Sistem langsung yaitu 
dengan mengadakan pertemuan dalam bentuk rapat, dengan mengundang 
beberapa unsure lapisan masyarakat. Seperti tokoh agama, lembaga 
masyarakat dan mensosialisasikan liwat RT. 

































Hal tersebut dilakukan untuk memberikan menyampaikan informasi 
secara langsung tentang pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat, 
yang mencakup pencairan dan kegunakaan dana, kemajuan atau 
perkembangan kegiatan tersebut. Hal itu dilakukan oleh pemerintah Desa 
Banjaranyar untuk menghindari ketidakpercayaan masyarakat dan 
prasangka yang negatif pada pemerintah desa.23 
Sedangkan untuk keterlibatan partisipasi masyarakat secara langsung 
dalam hal pengelolaan ADD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan dan pertanggungjawaban, pemerintah Desa Banjaranyar juga 
sudah melibatkan partisipasi masyarakat dengan baik. Meskipun dalam 
pelaksanaan pemerintah desa tidak melibatkan dalam tim pelaksana, akan 
tetapi pemerintah desa sudah menyediakan papan informasi kegiatan 
sebagai bentuk  pelaksanaan asas transparansi. 
3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Implementasi Transparansi Dalam 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
a. Pemerintah Desa Sidoharjo 
Dengan demikian, sesuai dengan data yang telah dijelaskan diatas, 
bahwa pemerintah desa belum banyak menjalankan  menyelenggarakan 
transparansi pelayanan publik. Hal tersebut tidak tanpa alasan. Ada 
faktor-faktor yang menjadi hambatan pemerintah desa dalam 
menjalankan transparansi pelayanan publik dalam alokasi dana desa. 
faktor-faktor tersebut antara lain: 
                                                          
23 Samsul Anam, Wawancara, Kantor Pemerintah Desa Banjaranyar, 22 februari 2018. 


































Dana menjadi faktor yang paling utama dalam menjalankan 
transparansi pelayanan publik. Terutama dalam alokasi dana desa. 
Hal tersebut dikarenakan anggaran dari ADD lebih di optimalkan 
dalam penggunaan pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan dan 
yang lainya.24 
2) Adanya oknum 
Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan ADD adalah 
adanya oknum yang tidak bertanggungjawab dalam pelaksanaa 
kegiatan yang bersumber dari ADD. Hal tersebut jelas menghambat 
kelancaran pembangunan desa yang pembiayaanya bersumber dari 
ADD.25 
3) Sibuk dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban 
Diantara salah satu faktor yang menghambat transparansi 
pelayanan publik dalam alokasi dana desa dalam hal transparansi 
pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut dikarenakan sibuk dalam hal 
pembuatan pertanngungjawaban, yang mengakibatkan belum 
terealisasinya implementasi transparansi pelayanan publik tersebut. 
Semisal dalam pembuatan informasi kepada masyarakat dalam 
bentuk papan pengumuman kegiatan dan penyerapan dana.26 
4) Tidak adanya inovasi maupun kreatifitas pemerintah desa 
                                                          
24 Puguh Riyanto, Wawancara, Kantor Desa Sidoharjo, 2 Maret 2018. 
25 Syaiful Anam, Wawancara, Kantor Desa Sidoharjo, 27 Februari 2018. 
26 Ali Afandi, Wawancara, Kantor Desa Sidoharjo, 1 Maret 2018. 

































Factor lain yang menghambat terlaksananya transparansi 
pelayanan publik dalam alokasi dana desa adalah tidak adanya 
inovasi dan kreatifitas pemerintah Desa Sidoharjo dalam 
menyediakan atau membuat bentuk transparansi pelayanan publik 
secara tidak langsung. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya bentuk 
transparansi yang disediakan pemerintah desa secara mudah dan 
kreatif dan inovatif. 
5) Kurang perhatian/kesadaran pemerintah desa 
Diantaranya faktor yang menghambat implementasi 
transparansi pelayanan publik adalah kurang perhatian/kurang 
kepedulian pemerintah desa dalam membuat informasi pelayanan 
publik, baik dalam alokasi dana desa maupun produk-produk 
pelayanan lainya. 
b. Pemerintah Desa Banjaranyar 
Dalam hal pelayanan publik, dalam transparansi pelayanan 
publik dalam alokasi dana desa. Pemerintah Desa Banjaranyar juga 
tidak tanpa kendala. Ada beberapa kendala atau hambatan, dalam 
menjalan transparansi pelayanan publik, terutama dalam pengelolaan 
ADD. Diantara faktor-faktor yang menjadi hambatan pemerintah Desa 
Banjaranyar dalam menjalankan transparansi pelayanan publik dalam 
alokasi dana desa. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: 
a. Dana 

































Dalam implementasi transparansi pelayanan publik dalam 
alokasi dana desa, dana menjadi faktor yang menghambat 
terlaksananya transparansi di pemerintah Desa Banjaranyar, hal 
tersebut dikarenakan dana dari ADD atau APBDes sudah 
digunakan untuk kegiatan fisik pembangunan desa, sehingga dana 
untuk membuat bentuk-bentuk implemntasi transparansi terhambat 
atau tidak jalan.27Hal senada juga dibenarkan oleh Kepala Desa 
Banjaranyar, bahwa dana menjadi suatu hal yang urgen bagi 
pemerintah desa maupun masyarakat. Karena biasanya soal 
pencairan dana sering terlambat sampai 6 bulan. Akhirnya 
pelaksanaan pembangunan, program dan inovasi dalam 
pelaksanaan transparansi pelayanan publik jadi tidak terlaksanan 
dengan baik.28 
b. Perangkat desa yang Kurang 
Karena banyaknya bentuk implementasi transparansi yang 
kurang terawat dan tidak berjalan, salah satunya karena kurangnya 
pegawai dalam pemerintah desa, karena banyaknya tugas dalam 
pemerintahan  desa, akhirnya bentuk transparansi seperti web-set 
dan kotak suara/usulan, dan inovatif dalam mengimplentasikan 
transparansi pelayanan publik masyarakat tidak jalan. Hal tersebut 
karena pengangkatan pegawai pemerintah Desa Banjaranyar baru 
                                                          
27  Muhammad Sirojutholibin, Wawancara, Kantor Desa Banjaranyar, 29 januari 2018. 
28 Samsul Anam, Wawancara, Kantor Desa Banjaranyar, 2 Februari 2018. 

































dilaksanakan bulan desember. Dengan demikian belum adanya 
hasil yang diberikan oleh para pegawai pemerintah desa. 
c. Aturan yang rumit (Perbub)29 
Hambatan lain yang menjadi faktor kurang maksimalnya 
bentuk implementasi transparansi pelayanan publik dalam alokasi 
dana desa adalah karena banyaknya aturan atau sering berubah-
ubahnya aturan bupati tentang administrasi pertanggungjawaban, 
yang hal tersebut menjadikan pemerintah desa sibuk pada hal 
administrasi pertanggungjawaban, dan akhirnya hal tersebut 
menjadikan tidak terlaksannya implementasi transparansi 
pelayanan publik dalam alokasi dana desa. Kejadian ini terus 
berlangsung setiap tahun. Banyaknya aturan dan sering berubahnya 
aturan tentang pertanggungjawaban menjadi sesuatu yang 
mengganggu terlaksananya inovatif  implementasi transparansi. 
Selain tentang Peraturan Bupati yang sering berubah, peraturan dari 
pemerintah pusat yang sering berubah juga menjadi kendala dan 
hambatan pemerintah desa untuk melaksanakan pemerintahan. Hal 
tersebut dikarenakan sejak pemerintahan Presiden Jokowi, 
peraturan tersebut sering berganti2.30 
d. Kurangnya Pembinaan (SDM yang berkualitas) 
Selain masalah-masalah diatas, dalam mewujudkan 
transparansi pelayanan publik, ada satu hambatan yang sekiranya 
                                                          
29 Muhammad Sirojutholibin, Wawancara, Kantor Desa Banjaranyar, 29 januari 2018. 
30 Samsul Anam, Wawancara, Kantor Desa Banjaranyar, 2 Februari 2018. 

































perlu untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah yakni 
belum adanya pelatihan SDM perangkat desa untuk meningkatkan 
kecakapan bekerja. Dalam praktiknya yang sudah berjalan lebih 
pada pembinaan dari pada pelatihan. Hal tersebut tentu tidak akan 
efektif, karena hanya untuk keperluan jangka pendek.31 
 
B. Analisis Implementasi Transparansi Pelayanan Publik Pemerintah Desa 
dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Tinjauan Siyăsah Al-
Dustūriyyah 
Sesuai dengan pembahasan tesis ini yakni tentang “Kajian UU No. 25 
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Implementasinya dalam 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pemerintah desa sebagai penyelenggara 
negara (eksekutif) dalam  menjalankan penyelenggraan pemerintahan harus 
sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Salah satunya dengan 
menjalankan penyelenggaraan pelayanan publik yang terbuka sesuai dengan 
yang diamanatkan dalam pasal 4 (h) UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 
publik.  Transparansi merupakan prinsip-prinsip yang harus diimplimentasikan dalam 
menjalankan pemerintahan Islam. Selain pada prinsin-prinsip yang lainya. Berikut 
adalah prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam pemerintahan Islam. 
1. Relasi Siyāsah al-Dustūriyyah al-Idāriyyah dengan Prinsip-prinsip 
Pemerintahan Desa dalam Pelayanan Publik 
Siyāsah al-dustūriyyahmerupakan masalah yang membahas perundang-
undangan negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara 
                                                          
31 Muhammad Sirojutholibin, Wawancara, Kantor Desa Banjaranyar, 29 januari 2018. 

































hukum dalam siyāsah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan 
warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.32 
Siyasah al-dustūriyyah ialah hubungan disatu tempat atau wilayah dan 
rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam 
masyarakatnya. Oleh karena itu biasanya dibatasi hanya membahas 
persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan 
prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan manusia 
serta memenuhi kebutuhanya.33Selain dari makna tersebut, dalam Siyasah 
Konstitusi disebut juga dengan dustûry, kata ini berasal dari bahasa persia. 
Semula artinya adalah” seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang 
politik maupun agama.” Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa 
arab, kata dusturi berkembang  pengertianya menjadi azas, dasar, ataupun 
pembinaan.34 
Dengan ketentuan tersebut bisa diartikan bahwa Siyasah al-
dustūriyyah merupakan suatu UU yang mengatur tentang hak-hak negara 
yang wajib dilindungi.  UU tersebut dalam konteks ini adalah UU tentang 
pelayanan publik. Warga atau masyarakat berhak untuk mendapatkan 
pelayanan dari peyelenggara pelayanan atau pejabat publik (Siyăsah al-
dustūriyyah al-idāriyyah). Disamping itu Siyasah al-dustūriyyahjuga bisa 
diartikan suatu azas, dasar atau pembinaan dalam menyelenggarakan 
pelayanan public oleh  pejabat birokrasi pemerintah desa. 
                                                          
32 Muhamad Iqbal, Fiqh Siyāsah, ( Jakarta: Kencana, 2004), 177. 
33 Muchtar Afandi, Ilmu-ilmu kenegaraan, (Bandung:Alumni, 1971), 157 
34 Muhamad Iqbal, Fiqh Siyāsah…,178. 

































Siyăsah al-dustūriyyah al-idāriyyah(Birokrasi), berasal dari kata “biro” 
yang berarti kantor ataupun dinas, dan kata “krasi” yang berarti 
pemerintahan yang dalam konteks ini adalah pemerintah desa wajib 
memberikan hak-hak kepada masyarakat termasuk dalam hak pelayanan. 
Siyăsah al-dustūriyyah al-idāriyyah merupakan struktur pemerintahan yang 
menyelenggarakan fungsi. Fungsi penerapan peraturan tidak hanya meliputi 
pelaksanaan peraturan sebagai aturan dan prilaku, akan tetapi juga 
mencakup pembuatan keputusan yang bersifat penjabaran. 35 
Sebagai birokrasi (Siyăsahal-dustūriyyah al-idāriyyah) yang dalam 
konteks ini adalah pemerintah desa wajib melaksanakan asas atau prinsip-
prinsip  yang diatur dalam suatu undang-undang yang melekat padanya 
dalam melaksanakan pemerintahan termasuk dalam pelayanan publik. 
Dalam pemerintahan Islam, Imamah atau kepala pemerintahan merupakan 
pondasi yang menegakan pinsip dan nilai agama, serta mengatur kepentingan 
yang bersifat umum, sehingga urusan rakyat berjalan dengan normal dan 
lancar.36 
Menurut Jasser Auda, menawarkan pendekatan sistem. Menurutnya, 
filsafat sistem hadir sebagai kritikatas dan postmodernitas, yang menolak 
reduksionisme modern yang mengklaim bahwa seluruh pengalaman manusia 
hanya dapat dipahami  melalui logika sebab akibat. Menurut filsafat sistem, 
semesta ini  merupakan struktur yang kompleks, dan struktur ini tidak bisa 
                                                          
35 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 2010),  234. 
36 Imam Mawardi, Al-Ahkām As-Sulthāniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan 
Negara Dalam Syariat Islam, (Jakarta: Darul Falah, 2006), xxxviii 

































didekati dengan pendekatan sebab akibat.37Filsafat system menjelaskan 
bahwa tabiat hubungan antara sistem dengan realitas nyata bersifat korelatif. 
Yakni, pikiran dan perasaan kita mampu memahami dunia dalam wujud 
hubungan (korelasi) antara realitas yang maujud dengan tanpa terpisah 
darinya dan tanpa ada kesesuaian. Sistemlah yang menjadi sarana untuk 
menata pikiran kita mengenai realitas nyata, maka atas dasar inilah Jasser 
Auda menjadikan teori sistem  sebagai pendekatan terhadap hukum Islam. 
Untuk mengamplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam 
hukum Islam, Jasser Auda membangun seperangkat kategori, yaitu: 
a. Cognitive nature (watak kognisi) 
b.Wholeness (keseluruhan) 
c. Openness (keterbukaan) 
d.Interrelated hierarchy, multi dimentionality dan pusposefulness38 
Sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh Jasser Auda tersebut, 
maka hukum Islam salah satunya harus memlihara keterbukaan dan 
pembaharuan diri supaya tetap aksis. Adapun prinsip-prinsip yang harus 
djalankan oleh birokrasi (al-dustūriyyah al-idāriyyah) dalam  pemerintahan 
sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam  adalah Prinsip kedudukan manusia di 
bumi, Prinsip kekuasaan sebagai amanah, Prinsip penegakan keadilan, Prinsip 
musyawarah, Prinsip kapatuhan kepada pemimpin, Prinsip persaudaraan dan 
kesatuan, Prinsip perdamaian, Prinsip amar ma’ruf nahi munkar, Prinsip 
                                                          
37 Jasser Auda, Maqashid Al-Shariah As Philosophy…, 29. 
38 Muhammad Iqbal Fasa, Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah, Analisis 
Pendekatan Sistem Jasser Auda, Studia Islamika, Vol. 13, No. 2, (Desember:2016), 234. 

































profesionalisme( kejujuran) dan akuntabilitas publik dalam pengisisian 
jabatan pemerintahan, prinsip penegakan HAM.39 
2. Prinsip Transparansi Pelayanan Publik Pemerintah Desa Sebagian dari 
Maqăsid Syariah 
Sistem pemerintahan yang benar adalah sumber yang berasal dari 
rialitas masyarakat dan kehendak generasinya, dan berjalan atas pasrtisipasi 
setiap individu dalam setiap tangggungjawab pemerintahan, legislasi dan 
pengawasan. Ia akan senantiasa mengiringi perkembangan dan kemajuan 
dunia, kemudian mengambil prinsip-prinsip yang paling mulia mengenai 
kebebasan, keadilan dan persamaan, mengambil kaidah-kaidah yang mulia 
mengenai kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan.40 
Dalam menjalankan sistem pemerintahan Islam, Allah lebih banyak 
memberikan garis-garis besarnya saja melalui al-Qur’an dan al-Sunah yang 
diberikan petunjuknya kepada nabi Muhammad. Untuk itu, manusia harus 
dapat melakukan pemahaman kreatif terhadap garis-garis besarnya saja 
melalui al-Qur’an dan al-Sunah. Agar dapat diterapkan dalam masyarakat 
Islam, sesuai dengan tuntutan zaman xg berkembang. Pemahaman kreatif 
inilah yang disebut dengan ijtihad.41 Oleh karena itu kita dituntut untuk 
mengembangkan makna-makna tersebut sesuai dengan tuntutan zaman, 
termasuk dalam makna transparansi dalam Islam. 
                                                          
39 Muhamad Iqbal, Fiqh Siyāsah..,239-240. 
40 Muhammad, Said Al-Asymawi, Nalar Kritis Syari’ah, (Yogyakarta: Lkis Group, 
1983), 181. 
41 Muhamad Iqbal, Fiqh Siyāsah...,198. 

































Transparansi dalam Islam bisa disebut juga dengan shidiq (jujur), 
selain itu transparasi juga bisa diartikan dengan makna adil. Hal tersebut 
terdapat dalam sumber ajaran Islam yakni al-Qur’an surat at-taubat ayat 
119. 
 َعَم اُونوُكَو َ َّاللَّ اُوقَّتا اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي  َنيِقِدا َّصلا  
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan 
hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.42 
 
Selain ayat tersebut Allah juga memerintah jujur dalam surat al-
Maidah ayat 8. 
 َأ ىَلَع ٍمَْوق ُنآَنَش ْمُكَّنَمِرَْجي لاَو ِطْسِقْلاِب َءَادَهُش ِ َِّلِلَ َنيِما َّوَق اُونوُك اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي لا
 َأ َوُه اُولِدْعا اُولِدَْعت َنُولَمَْعت اَِمب ٌريِبَخ َ َّاللَّ َِّنإ َ َّاللَّ اُوقَّتاَو ىَوْقَّتلِل ُبَرْق  
         “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang 
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 
dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan”.43 
 
Dalam Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam  
tersebut merupakan kunci atau usaha untuk menciptakan dan 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Hal tersebut 
guna untuk kemaslahatan  umat/masyarakat dan mencegah dari 
kemadharatan sesuai dengan lima kaidah-kaidah fiqhiyyah assasiyyah. 
Kelima kaidah ini merupakan yang pokok. Semua ulama merujukan semua 
                                                          
42 al-Qur’an, 9:119. 
43 Ibid.,5:8. 

































masalah fiqh kepada kelima kaidah fiqh tersebut. bahkan, sebagian ulama 
mengembalikan fiqh kepada satu qaidah yang lengkap, yaitu: 
دس افملا ءردو حل اصملا بلج 
                     Artinya: “Menarik maslahat dan menolak mafsadat”44 
Transparansi merupakan salah satu prinsip, atau karakter/kunci untuk 
menciptakan pemerintahan yang baik (good governance).45 Hal tersebut 
juga sejalan dengan yang ada dalam kaidah fiqh, yaitu menarik 
kemaslahatan dan menjauhkan dari kemafsadatan. Kaidah tersebut 
merupakan rujukan sebagian para ulama untuk memecahkan masalah fiqh. 
Dengan ketentuan tersebut bisa diartikan juga bahwa kaidah fiqh tersebut 
bisa untuk memecahkan masalah tentang transparansi pelayanan publik 
dalam pengelolaan alokasi dana desa. Pemerintah desa sebagai pejabat yang 
menyelenggarakan publik ditingkat desa harus menjalankan prinsip 
kejujuran dan keadilan dalam menyelenggarakan pemerintahan, guna untuk 
menciptakan kemaslahatan (good governance). Karena teori al-Maslahah 
al-‘Ammah terikat pada konsep bahwa syari’ah ditunjukan kepada 
kepentingan masyarakat, dan dan berfugsi untuk memberikan kemanfaatan 
dan mencegah kemafsadatan.46 
Dengan adanya pemerintahan yang baik (good governace), yaitu 
dengan menjalankan prinsip keterbukaan, kejujuran dan keadilan dalam 
                                                          
44 Rachmat Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 270-272. 
45 Friedl Weiss and Silke Steiner, “Transparency as an Element Of Good Governance in 
the Practice of  the EU and the WTO: Overview and Comparison”, Fordham International Law, 
Vol. 30, No. 5, 2006, 1549. 
46 Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis, 
(Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya, 1991), 127. 

































menyelenggarakan pemerintahan yang dalam hal ini adalah transparansi 
pelayanan publik dalam pengelolaan alokasi dana desa. Pemerintah desa 
bisa mencegah/menjaga dari kemafasadatan korupsi, kolusi dan nepotisme 
(KKN) yang bisa merusak kesejahteraan masyarakat. Karena dengan 
adanya pratik KKN tersebut, sudah tentu akan merusak tujuan dari pada 
kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan desa yang baik (good 
governance). Tujuan tersebut sama seperti  dalam konteks Islam, maksud-
maksud syariat yaitu tujuan yang menjadi target teks dan hukum particular 
untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, 
larangan, dan mubah.  
Maksud-maksud dari aturan/ syariat tersebut juga bisa disebut 
dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkanya hukum, baik 
yang diharuskan maupun tidak. Karena setiap hukum yang disyariatkan 
oleh Allah untuk hambanya pasti terdapat hikmah.47 Oleh karena itu 
dengan di perintahkannya untuk berasaskan keterbukaan, kejujuran dan 
keadilan pasti akan membawa kenikmatan dan kebahagian dunia akhirat. 
Sebab Allah tidaklah mungkin membuat perundang-undangan  atau syariat 
dengan main-main atau senda gurau, tidak pula menciptakanya dengan 
sembarangan (sungguh maha suci Allah  dari semua hal seperti ini), 
namun Allah mensyariatkan perundang-undangan Islam untuk tujuan-
tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada 
                                                          
47 Yusuf Al- Qaradhawi, Fiqh Maqoshid Syari’ah, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2017),  
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para hamba, sehingga kesejahteraan akan merata dan rasa aman sentosa 
akan mendominasi.48 
Dengan adanya pemerintah desa menciptakan prinsip keterbukaan, 
kejujuran dan keadilan, sesuai yang diperintahkan Allah, maka hal 
tersebutkan akan membawa kemaslahatan bagi umat ( masyarakat). 
Kemaslahatan merupakan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat 
yang mencakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh 
para ulama dengan nama al-kulliyyat al-khams (lima hal inti/pokok) yang 
mereka anggap sebagai dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, 
sebagaimana dikatakan Imam al-Ghazali dan Imam Asy-Syathibi, yaitu  
menjaga agama ( hifdz ad-din), menjaga jiwa ( hifdz an-nafs), menjaga 
akal ( hifdz al-aql), menjaga harta ( hifdz al-mal), menjaga keturunan 
(hifdz an-nasl)49 
Kemaslahatan merupakan inti/pokok yang disepakati dalam semua 
syariat. Sedangkan salah satu yang menjadi dasar atau tujuan dari pada 
suatu syariat adalah untuk menjaga lima hal seperti yang telah disebutkan 
diatas, yang salah satunya adalah untuk menjaga harta (hifdz al-mal) yang 
bisa juga diartikan dalam masalah ini adalah alokasi dana desa.  Dengan 
diperintahkannya Allah untuk berprinsip keterbukaan kejujuran dan 
keadilan, maka hal tersebut bertujuan untuk menjaga harta tersebut dari 
segala kerusakan (korupsi). Oleh karena itu pemerintah desa diharapkan 
untuk selalu berasaskan  kejujuran,keterbukaan dan keadilan, guna untuk 
                                                          
48 Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, (Jakarta: Amzah, 2009), xiv. 
49 Ibid., xv 

































mencapai kebahagian dunia akhirat. Sesuai dengan kategori kemaslahatan 
tahsini (bersifat berbaikan) yakni kemaslahatan yang merujuk kepada 
moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang 
menuju muru’ah dan jalan diatas metode lebih utama dan jalan yang lebih 
baik yakni dengan mempraktikan praktik kejujuran, keterbukaan dalam 
melaksankan pemerintahan desa .50 
Namun umat Islam sekarang hidup di tengah era globalisasi yang 
sedang tumbuh dan hampir menyeluruh. Sistem Negara bangsa (nation 
state), ekonomi dunia yang saling berkaitan, dan sistem transportasi 
menjadi manisfestasi nyata dari gelombang globalisai. Globalisasi 
memberikan cara pandang baru dalam menghadapi tantangan-tantangan 
kontemporer yang harus dihadapi umat Islam.51 Perubahan paradigm studi 
ilmu hukum Islam dengan perspektif maqăshid, dari teori maqăshid lama 
ke teori maqăshid baru terletak pada titik tekan keduanya. Kalau maqăshid 
lama lebih pada protection (perlindungan) dan preservation (penjagaan, 
pelestarian), sedangkan untuk teori maqăshid baru  lebih menekankan  
development (pembangunan, pengembangan) dan right (hak-hak).52 
Pengembangan konsep maqăshid di era baru ini, auda mengajukan 
konsep human  development sebagai target utama dari maslahah 
(publicinteres). Maslahah inilah yang seharusnya menjadi sasaran dari 
                                                          
50 Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah.., xvi 
51 Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke 
Arah Fiqh Post-Post-Modernisasi, Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 6, No. 1, (Juni 2012), 
40. 
52 Jasser Auda, Maqashid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System 
Approach, (London: The International Istitute of Islamic Thought, 2007), 45. 

































maqăshid syariah dalam merealisasikan studi ilmu hukum Islam yang 
komprehensip.53 
Menurut Jaseer Auda dalam meneliti, mendayagunakan, dan 
mengembangkan kembali kajian maqăshid terlihat berbeda dari kajian 
maqăshid sebelumnya, semisalnya bahwa hifz nasl (pelestarian keturunan) 
berkembang menjadi kepedulian kepada keluarga, konsep hifz ‘aql 
(pelestarian akal) berkembang  menjadi pengembangan pemikiran ilmiah, 
perjalanan menuntut ilmu, menekankan mentalitas ikut-ikutan, konsep hifz 
al-‘irdi (pelestarian kehormatan) berkembang menjadi pelestarian harga 
diri manusia dan menjaga hak-hak asasi manusia, konsep hidz al-din 
(pelestarian agama) berkembang menjadi kebebasan kepercayaan dalam 
ekspresi-ekspresi kontemporer, konsep hifz al-mal (pelestarian harta) 
berkembang menjadi pelestarian ekonomi dan menekankan jurang antar 
kelas.54 
 
                                                          
53 Jasser Auda, Maqashid Al-Shariah As Philosophy…,45 
54 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah ( Bandung: 
Mizan Pustaka, 2015),320. 


































Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan, 
dengan Tesis yang berjudul “Kajian UU No. 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik dan Implementasinya dalam Alokasi Dana Desa”, maka 
penulis  menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bahwa, alasan-alasan  munculnya UU No. 25 Tahun 2009 tentang 
pelayanan publik meliputi berapa alasan, diantaranya adalah alasan 
yuridis, sosiologis dan filosofis yaitu: 
a. Alasan yuridis 
Berdasarkan alasan yuridis, bahwa terbentuknya UU pelayanan 
publik  adalah karena belum maksimal dan belum terpenuhinya 
peraturan yang mengatur tentang pelayanan publik terhadap hak-
hak warga negara Indonesia. Karena UU yang ada (UU No. 14 
Tahun 2008 tentang KIP) hanya mengatur pelayanan informasi, 
belum menyangkut ruang lingkup pelayanan secara luas. 
b. Alasan sosiologis  
Selain alasan yuridis, ada beberapa pertimbangan sosiologis yang 
menyangkut alasan munculnya UU pelayanan publik, yaitu: 
1) Ketidakpuasan rakyat terhadap pelayanan publik 
2) Keikutsertaan partisipasi rakyat terhadap pembangunan 
3) Mengembalikan martabat rakyat dan citra badan publik 
4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik 

































5) Untuk menjamin hak-hak masyarakat kepada pelayanan 
publik 
6) Menciptakan pemerintahan yang good governance.  
c. Alasan filosofis 
Sedangkan alasan terbentuknya UU pelayanan publik secara 
filosofis adalah untuk bisa membentuk pemerintahan yang bisa 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah negara 
Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Sesuai 
yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. 
2. Bahwa, konsep transparansi pelayanan publik dan implementasinya 
dalam pengelolaan alokasi dana desa menurut UU No. 25 Tahun 2009 
tentang pelayanan publik yaitu: 
a. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan untuk memenuhi 
pelayanan kebutuhan pelayanan sesuai dengan dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa 
atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. 
Sedangkan sebagai penyelenggara pelayanan publik, 
penyelenggara harus memperhatikan asas transparansi. Dalam 
konteks pelayanan publik, transparansi adalah terbuka, mudah dan 
dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta 
disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Sesuai dengan 
penjelasan pasal 4 (h) UU No. 25 tahun 2009 bahwa setiap 

































penerima layanan dapat dengan mudah mengakses informasi  
sebagai pelayanan yang diinginkan. 
b. Implementasi transparansi pelayanan publik dalam alokasi dana 
desadi pemerintah Desa Sidoharjo menunjukan bahwa, 
implementasi transparansi pelayanan publik, baikyang bersifat 
langsung maupun tidak langsung yaitu: pemerintah Desa 
Sidoharjo dalam implementasi transparansi pelayanan publik 
dalam alokasi dana desa yang bersifat secara langsung yaitu 
dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 
dan pengawasan alokasi dana desa. Adapun untuk implementasi 
transparansi yang bersifat tidak langsung yaitu dengan hanya 
membuat dokumen laporan pertanggungjawaban. 
Sedangkan untuk implementasi transparansi pelayanan publik 
pemerintah Desa Banjaranyar dalam pengelolaan alokasi dana 
desa, yang bersifat secara langsung yaitu dengan melibatkan 
partisipasi masyarakat, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan dan pertanggungjawaban. Adapun implemntasi 
transparansi pelayanan publik yang bersifat tidak langsung, 
pemerintah Desa Banjaranyar yaitu dengan dengan membuat 
papan pengumuman kebijakan anggaran alokasi dana desa, 
membuat dokumen laporan pertanggungjawaban, yang hal 
tersebut digunakan untuk dipublikasikan kepada masyarakat 
dalam agenda rapat 1/2 sekali dengan melibatkan beberapa unsur 

































masyarakat, guna untuk melaporkan, mengevaluasi dan meminta 
masukan atas pelaksanaan kegiatan yang pendanaanya bersumber 
dari alokasi dana desa (ADD). 
Diantara implementasi transparansi pelayanan publik dalam 
pengelolaan alokasi dana desa pemerintah Desa Sidoharjo dan 
Desa Banjaranyar, baik bersifat langsung maupun tidak langsung 
menunjukan bahwa pemerintah Desa Banjaranyar dalam 
implementasi transparansi pelayanan publik yang bersifat 
langsung yaitu dengan selalu melibatkan partisipasi masyarakat, 
baik dalam hal perencaanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 
pertanggungjawaban. Adapun untuk pemerintah Desa Sidoharjo 
hanya melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan 
dan pengawasan. Sedangkan untuk implementasi transparansi 
pelayanan publik dalam pengelolaan alokasi dana desa secara 
tidak langsung yaitu pemerintah Desa Banjaranyar membuat 
papan pengumuman kebijakan anggaran alokasi dana desa, dan 
membuat dokumen laporan pertanggungjawaban guna untuk 
memberikan kemudahan kepada masyarakat tentang penggunaan 
alokasi dana desa. Selain hal tersebut pemerintah Desa 
Banjaranyar guna untuk memberikan kemudahan informasi 
tentang alokasi dana desa kepada masyarakat juga mempunyai 
inovatif untuk mengadakan agenda rapat 1/2 sekali dengan 
melibatkan beberapa unsur masyarakat. Hal tersebut guna untuk 

































melaporkan dan mengevaluasi serta meminta masukan 
masyarakat atas terlaksanya kegiatan yang pendanaanya 
bersumber dari alokasi dana desa. Adapun untuk pemerintah Desa 
Sidoharjo implementasi transparansi pelayanan publik secara 
tidak langsung hanya membuat dokumen laporan 
pertanggungjawaban. 
3. Bahwa, sesuai hasil analisis peneliti tentang implementasi transparansi 
pelayanan publik pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana 
desa dalam tinjauan konsep siyăsah al-dustûriyyah, keterkait dengan 
prinsip-prinsip pemerintah desa dalam menyelenggarakan 
pemerintahan yang dalam konteks ini adalah dalam hal pelayanan 
publik. Hubungan siyăsah al-dustûriyyah  al-Idăriyyah dengan 
prinsip-prinsip pemerintah desa adalah dustûri merupakan suatu 
pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip-
prinsip agama. Sedangkan al-Idăriyyah  lembaga yang berfungsi 
untuk melaksanakan UU tersebut yakni birokrasi pemerintah desa. Hal 
tersebut karena al-Idăriyyah  merupakan bagian dari ruang lingkup 
siyăsah al-dustûriyyah. 
Adapun sebagai fungsi pelaksana pelayanan publik, siyăsah al-
dustûriyyahdituntut untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan 
undang-undang yang didalamnya mencakup prinsip-prinsip kejujuran, 
keadilan, keterbukaan, bertanggungjawab. Hal tersebut guna untuk 
melindungi hak-hak asasi masyarakat (HAM). Sesuai dengan 

































ditawarkan oleh Jasser Auda tentang tujuan hukum Islam yaitu 
maqasid syariah atau kemaslahatan masyarakat. Yang sebelumnya 
hukum Islam hanya mencakup individu, maka sekarang  hukum Islam 
harus lebih terbuka untuk mencakup yang lebih umum sesuai dengan 
perkembangan zaman.  
B. Rekomendasi 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap Tesis 
yang berjudul “Kajian UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
dan Implementasinya dalam Alokasi Dana Desa”, (Di Desa Sidoharjo dan 
Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk), maka 
diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan kepada beberapa pihak, 
antara lain yaitu: 
1. Pemerintah Pusat dan DPR 
Kepada pemerintah pusat dan DPR RI, diharapkan dengan hasil dari 
penelitian ini, Pemerintah Pusat dan DPR tidak hanya sekedar 
memperbanyak membuat UU, akan tetapi juga bisa melakukan 
pengawasan secara aktif tentang implementasi UU tersebut. Terutama 
dalam imlementasi UU transparansi pelayanan publik dari birokrasi 
yang paling bawah, yakni pemerintah desa. Agar hak-hak rakyat bisa 





































2. Pemerintah Kabupaten 
Untuk Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan faktor penghambat 
transparansi pelayanan publik pemerintah desa dalam alokasi dana 
desa, yakni Pemerintah Kabupaten sering merubah peraturan tentang 
pertanggungjawaban keuangan desa, maka diharapkan dengan adanya 
penelitan ini untuk bisa memberikan pertimbangan atas masalah 
tersebut, serta memberikan peraturan yang lebih berkualitas dan efektif. 
3. Pemerintah Desa 
Kepada pemerintah desa diharapan penelitian ini bisa dijadikan 
rujukan, untuk lebih memperhatikan kualitas pelayanan publik, 
terutama dalam pengelolaan alokasi dana desa. Pemerintah desa 
diharapkan bisa memberikan praktik transparansi pelayanan public 
yang  mudah, kreatif dan inovatif terutama dalam alokasi dana desa. 
Agar masyarakat lebih mudah untuk menjangkau tentang informasi 
pengelolaan alokasi dana desa. Hal tersebut bertujuan untuk 
menghindarkan ketidakpercayaan masyarakat dan prasangka yang tidak 
baik terhadap pemerintah desa. 
4. Ombudsman 
Sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi 
penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman diharapkan lebih bisa 
menjangkau permasalahan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik 
sampai kebawah, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
pemerintah desa. Karena hal tersebut merupakan sumber permasalahan 

































dalam pelayanan publik ditingkat bawah, terutama dalam transparansi 
alokasi dana desa. Masalah tersebut disebabkan karena kurangnya 
perhatian dari dan pengawasan dari pemerintah pusat. 
C. Penelitian Lanjut 
Dari hasil penelitian tesis ini, menunjukan bahwa penelitian ini hanya 
terfokus pada permasalahan tentang pelayanan publik di tingkat desa dan 
implementasi transparansi pelayanan publik pemerintah desa dalam 
alokasi dana desa, tentu penelitian ini masih banyak kekurangan dan perlu 
adanya analisis dan peninjauan yang lebih mendalam terhadap teori yang 
digunakan penulis serta permasalahan yang terjadi dilapangan. Diharapkan 
Tesis ini bisa menjadi konstribusi terhadap ilmu pengetahuan, serta 
diharapkan peneliti selanjutnya bisa mengkaji dan memaparkan tentang: 
1. Tugas dan kewenangan Ombudsman dalam memberikan pengawasan 
tentang pelayanan publik pemerintah desa  
2. Inovasi dan kreatifitas pemerintah desa tentang transparansi pelayanan 
publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 
3. Menganalisis implementasi  UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 
publik pemerintah Desa se-Kecamatan Tanjunganom Kabupaten 
Nganjuk 
4. Efektivitas UU No. 25 Tahun 2009  terhadap transparansi pelayanan 
publik keuangan pemerintah daerah maupun pemerintah desa. 
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